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ABSTRACT 

Halya Millati, Maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r’s Interpretation Approach on Gender Verses 

and Its Position in Equality Discourse  

 

This research is motivated by two things. Firstly, the mind wrestling 

about gender equality among muslim aspirants is still a crucial issue. Secondly, 

the emergence of a statement stating that Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r by Ibnu 

‘A<shu>r is an interpretation that can moderate of two paradigms, liberal and 

conservative. This is because the interpreter reconstructs the method of 

interpretion of the text by elaborating on maqa>s}id al-shari>’ah as the basis of 

interpretation, so that it can be a respond to the current context without neglecting 

al-ma’thu>r sources. 

This study aims to describe the approach of maqa>s}idi> interpretation 

implemented by Ibnu ‘A<shu>r in gender verses, with a focus discussion on hijab 

shar’i> (Al-Ah}za>b: 59), patriarchal culture (An-Nisa>’: 34), nushu>z (An-Nisa>’: 34), 

and polygamy (An-Nisa>: 3). In addition, this research describes the interpretation 

position among the liberal and conservative interpreters which refer to the 

thoughts of Amina Wadud, Fatimah Mernissi, Nas}r H{ami>d Abu> Zaid, al-

Mutawalli> al-Sha’rawi>, and ‘Ali> al-S{a>bu>ni>. 

The results of this study argues that Ibnu ‘A<shu>r applied the features of 

maqa>s}id al-shari>’ah in the form of universality of Islamic law, sadd al-dhari>’ah, 

maslahat, and maqa>s}id family law in gender verses. From the various maqa>s}ids, 

maqa>s}id universality of Islamic law dominates. This is proved by its friendly 

custom interpretation. Meanwhile, there were three responses from Ibnu ‘A<shu>r 

when faced with liberal and conservative interpreters; the first, he agreed with the 

conservative interpreters (al-Mutawalli> al-Sha’rawi> and ‘Ali >al-S{a>bu>ni) and have 

contradictory point of view with the liberal interpreters (Amina Wadud dan Nas}r 

H{ami>d Abu> Zaid) on the issue of polygamy and patriarchal culture; the second, 

contradicted with a liberal (Amina Wadud) and conservative interpreters (al-

Mutawalli> al-Sha’rawi> and ‘Ali> al-S{a>bu>ni>) on the issue of hijab shar’i>; the third, 

contradicted with the liberal interpreters (Amina Wadud and Fatimah Mernissi) 

and didn’t fully agree with the conservative group (‘Ali> al-S{a>bu>ni>) on the issue of 

legality hitting the wives at nushu>z. Culture-friendly interpretations can be an 

intermediary for liberal figures who are too sensitive regarding with gender verse 

interpretations as a form of subordination to women, without considering between 

the two functional relationships and the diversity of cultural contexts, and 

conservative figures, who tend to be rigid and did not notice to the cultural 

diversity. 

 

Key words: Gender Verses, Equality Discourse, Maqa>s}idi> Interpretation. 
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ABSTRAK 

Halya Millati, Pendekatan Tafsir Maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r pada Ayat-ayat Gender 

dan Posisinya dalam Diskursus Kesetaraan 

Penelitian ini dimotivasi oleh dua hal. Pertama, pergulatan pemikiran 

tentang kesetaraan gender di antara mufassir muslim masih menjadi persoalan 

yang krusial. Kedua, munculnya statement yang menyatakan bahwa tafsir al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r karya Ibnu ‘A<shu>r merupakan tafsir yang dapat memoderasi 

dua paradigma liberalis dan konservatif. Hal ini karena penafsir merekonstruksi 

metode interpretasi teks dengan  mengelaborasi maqa>s}id al-shari>’ah sebagai dasar 

penafsiran, agar dapat merespons konteks saat ini dengan tanpa abai terhadap 

sumber-sumber bi al-ma’thu>r.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan tafsir 

maqa>s}idi> yang diimplementasikan Ibnu ‘A<shu>r pada ayat-ayat gender, dengan 

fokus pembahasan tentang hijab shar’i> (Al-Ah}za>b; 59), budaya patriarki (An-

Nisa>’; 34), nushu>z (An-Nisa>’; 34), dan poligami (An-Nisa>’; 3). Di samping itu, 

mendeskripsikan posisi penafsiran tersebut diantara pandangan penafsir liberalis 

dan konservatif, yang dalam hal ini mengkaunter pemikiran Amina Wadud, 

Fatimah Mernissi, Nas}r H{ami>d Abu> Zaid, al-Mutawalli> al-Sha’rawi>, dan ‘A<li> al-

S{a>bu>ni>.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu ‘A<shu>r mengaplikasikan 

fitur-fitur maqa>s}idal-shari>’ah berupa universalitas hukum Islam, sadd al-dhari>’ah, 

maslahat, dan maqa>s}id hukum keluarga dalam ayat-ayat gender. Dari berbagai 

maqa>s}id tersebut, maqa>s}id universalitas hukum Islam mendominasi. Hal ini 

dibuktikan dengan penafsirannya yang ramah adat. Sementara itu, terdapat tiga 

respons Ibnu ‘A<shu>r ketika dihadapkan dengan pemikir liberalis dan konservatif. 

Pertama, ia sepakat dengan pandangan konservatif (al-Mutawalli> al-Sha’rawi> dan 

‘Ali >al-S{a>bu>ni>) dan kontra dengan pandangan liberalis (Amina Wadud dan Nas}r 

H{ami>d Abu> Zaid) dalam persoalan poligami dan budaya patriarki. Kedua, kontra 

dengan tokoh liberalis (Amina Wadud) dan konservatif (al-Mutawalli> al-Sha’rawi> 

dan ‘Ali> al-S{a>bu>ni>) pada persoalan hijab. Ketiga, kontra dengan golongan liberalis 

(Amina Wadud dan Fatimah Mernissi) dan tidak sepenuhnya sepakat dengan 

tokoh konservatif (‘Ali> al-S{a>bu>ni>) dalam persoalan legalitas memukul istri saat 
nushu>z. Dengan tafsir yang ramah adat, dapat menjadikannya sebagai penengah 

bagi tokoh liberalis yang terlalu sensitif menganggap tafsir ayat gender sebagai 

bentuk subordinasi terhadap wanita tanpa mempertimbangkan hubungan 

fungsional antar keduanya dan keberagaman konteks budaya, dan tokoh 

konservatif yang cenderung rigid dan kurang memperhatikan adat yang beragam. 

 

Kata kunci: Ayat-ayat Gender, Diskursus Kesetaraan,Tafsir Maqa>s}idi>.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Geliat perdebatan isu-isu gender di kalangan pemikir Islam marak terjadi 

semenjak akhir abad 20 hingga sekarang. Hal ini salah satunya dipicu oleh 

ketidaksepahaman golongan tradisionalis/konservatif dengan golongan liberalis. 

Satu golongan menafsirkan Alquran secara tekstual, bersifat parsial dan tidak 

mengkompromikan isu-isu kontemporer. Sementara itu, golongan lainnya sangat 

sensitif dengan tafsir tradisionalis, ambisius terhadap spirit kebebasan, hingga 

terkadang tidak mempertimbangkan secara penuh kemaslahatan umum. 

Kronologi silang pendapat ini berawal dari pengaruh feminisme Barat 

terhadap dunia Islam. Saat marxisme menyerang Barat, muncul inisiatif 

dekonstruksi Bible dalam masalah gender, sebagai langkah emansipasi wanita di 

dunia Barat.1
 Sementara itu, setelah gagasan emansipasi Barat ini menyusupi 

Islam, lahirlah sarjana-sarjana muslim yang concern pada pembahasan gender. 

Arus feminisme Barat ini kemudian menjadi pemicu munculnya sarjana muslim 

baik yang pro atau kontra dengan feminis Barat. 

Zainab Fawwaz (1860-1914), Nazzar Sajjad Haidar (1894-1967), Nawal 

al-Sa>dawi> (1931) adalah salah satu pionir munculnya wacana feminisme di dunia 

Islam. Mereka berjasa besar dalam menumbuhkan kesadaran gender di tengah 

                                                           
1
Adian Husaini dan Rahmatul Husni, “Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep 

Kesetaraan Jender”, al-Tah}ri>r, vol. 15 no. 2 (November, 2015), 372. 
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2 

 

budaya patriarki.2 Nawal al-Sa>dawi> bahkan sempat dijebloskan ke dalam penjara 

sebab gerakan feminismenya.
3
 

Di masa Nawal al-Sa>dawi>, muncul al-Mutawalli> al-Sha’rawi> (1911-

1998), yang kontra dengan hegemoni modernisme Barat di Mesir. Terdapat 

banyak sekali kritik terhadap isu modernisme Barat, khususnya menyangkut 

feminisme dalam pidato-pidatonya yang terkumpul menjadi kitab tafsir al-Mar’ah 

fi> al-Qur‘a>n. Salah satunya, ia secara tegas mengklaim bahwa berhijab adalah 

satu-satunya jalan untuk melindungi martabat perempuan, dan bahwa tidak ada 

keadilan yang absolut untuk kemudian digunakan sebagai alasan legalitas 

membuka hijab.4 Pendapat ini akhirnya menyebabkan timbulnya prasangka bagi 

kaum feminis muslim bahwa telah terjadi penindasan terhadap perempuan yang 

dilakukan oleh mufassir tradisionalis. 

Rigiditas pemikiran al-Sha’rawi> ini membuahkan sederet pertanyaan. Di 

antaranya, di mana letak diktum s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n dalam Alquran dan 

bagaimana ia menjunjung prinsip keadilan Islam bila salah satu merasa 

terdiskriminasi. Terutama, bila penafsiran tersebut dihadapkan dengan daerah 

yang tidak menjadikan jilbab sebagai budayanya. 

Kritik terhadap pemikiran mufassir konservatif atas ayat gender, 

sebagaimana pemikiran al-Sha’rawi> di atas juga dilakukan oleh kaum feminis 

                                                           
2
Budhy Munawwar Rachman, “Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaran”, dalam 

Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam ed. Mansour Fakih (Surabya: Risalah 

Gusti, 1995), 151-206. 
3
Tahun 1972, Nawal al-Sa>dawi> diturunkan dari jabatan kepemerintahan Mesir karena tekanan 

politik. Sementara itu, pada 1981 ia dijebloskan ke dalam penjara sebab telah mengkritik kebijakan 

Anwar Sadat melalui pemikiran kritisnya mengenai ketimpangan gender di Mesir kala itu. Lihat: 

Nawal el-Sa>dawi>, Woman at Point Zero, ter. Sherif Hetata (New York: Zed Books, t.t.). 
4
al-Mutawalli> al-Sha’rawi>, al-Mar’ah fi> al-Qur‘an (Maktabah al-Sha’rawi> al-Isla>miyyah, t.t.), 105. 
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3 

 

muslim Barat, di antaranya adalah Amina Wadud Muhsin (1952). Ia menganggap 

bahwa tafsir tradisionalis tidak relevan lagi, karena cenderung mendistorsi ruang 

gerak perempuan. Sebab itulah, ia mengklaim bahwa Alquran harus ditafsirkan 

ulang.
5
 

Wadud menawarkan metode hermeunitik6 sebagai terobosan baru dalam 

menafsirkan Alquran sekaligus mengaplikasikannya pada ayat-ayat gender, 

karena menurutnya, permasalah gender akan lebih ideal dan proporsional bila 

ditafsirkan oleh wanita.7
 Kritik terhadap penafsir konservatif tersebut ia tuangkan 

dalam bukunya, Qur’an and Woman. Di buku itu pula, ia menuangkan 

penafsirannya terhadap ayat gender, sebagai antitesis dari tafsir tradisionalis. 

Sepak terjang Wadud sebagai aktivis sekaligus prakitisi gender tentu 

menuai kritik. Hal ini disebabkan pemikiran liberal Wadud dalam menafsirkan 

ayat, seperti haramnya berjilbab bila dianggap sebagai identitas saja. Selain itu, 

praktik ima>mah serta khutbah yang ia lakukan saat salat Jumat, juga menjadi hal 

yang kontroversial. Muh}ammad Sayyid al-Tant}a>wi> dan Yu>suf Qard}a>wi> bahkan 

menganggapnya sesat.8 

Spirit kebebasan yang dilakukan oleh Wadud dan feminis muslim liberal 

lain dalam memaknai ayat Alquran memang patut untuk diapresiasi, karena 

                                                           
5
Abdullah Saeed, Pengantar Studi al-Qur’an, ter.Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: 

Baitul Hikmah Press, 2016), 311. 
6
Wadud menggagas hermeunitika tauhid sebagai metodologi reinterpretasi ayat-ayat bias jender. 

Hermeunitika tauhid adalah metode yang cara kerjanya menjelaskan dinamika permasalahan 

partikular dan universal Alquran, dengan mengacu pada ideal-moral teks tersebut. Lihat: Amina 

Wadud, Quran menurut Perempuan, ter. Abdulloh Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 

182. 
7
Abdul Mustaqim, “Penafsiran Alquran yang Sensitif Jender”, dalam Studi Kitab Tafsir 

Kontemporer, ed. M. Yusron (Yogyakarta: TH Press, 2006), 85. 
8
Sokhi Huda, “Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina 

Wadud”, Urwatul Wutsqo, Vol. 2 No. 2 (September, 2013), 88. 
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4 

 

mereka telah menyumbang khazanah metode penafsiran Alquran baru, yang 

pastinya akan sangat mudah diterima oleh muslimah yang hidup di Barat. Akan 

tetapi, segera harus dikritisi bahwa kesetaraan gender yang menjadi tujuan Wadud 

dan feminis lainnya justru akan menemui titik ketidakadilan bagi wanita. 

Pasalnya, tujuan kesetaraan gender berseberangan dengan tujuan keadilan. 

Kesetaraaan bertujuan menyamaratakan hak/wewenang antara laki-laki dan 

perempuan secara kuantitas serta berorientasi pada runtuhnya budaya patriarki 

dengan menggantinya dengan spirit kebebasan. Sedangkan, prinsip keadilan 

menjunjung tinggi pembagian hak/wewenang sesuai porsi dan kapasitas masing-

masing dengan mempertimbangkan fitrah yang berbeda antar keduanya, serta 

berorientasi pada harmonisasi budaya matriarki dengan patriarki agar saling 

menguatkan dan melengkapi satu sama lain.  

Perdebatan tersebut akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan 

terkait bagaimana sebenarnya Islam memberlakukan ayat-ayat poligami, jilbab, 

kepemimpian laki-laki, dan permasalahan bias gender lainnya di berbagai daerah 

yang memiliki adat kebiasaan beragam dengan tanpa ada unsur keterkekangan 

atau melampaui batas. Jarang sekali tafsir tradisionalis akan dapat diaplikasikan di 

lingkungan negara Islam minoritas atau bahkan negara demokratis yang mayoritas 

muslim. Begitupun tafsir liberalis, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

mayoritas muslim atau daerah yang tidak menganut sistem matriarki.  

Sebagai solusinya, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r yang ditulis oleh 

Muhammad T{a>hir bin ‘A<shu>r (1879-1973) dapat dipertimbangkan sebagai 

penengah dalam permasalahan di atas. Tafsir yang mengaplikasikan maqa>s}id al-
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shari>’ah sebagai pendekatan ini ternyata memuat pemaknaan yang lebih fleksibel 

atas ayat-ayat gender. Misalnya, tentang ayat jilbab (Al-Ah{za>b: 59), ia tidak 

langsung mewajibkan pemakaiannya secara mutlak. Ibnu ‘A<shu>r 

mengkompromikan kewajiban berhijab dengan adat istiadat yang berbeda-beda di 

setiap daerah. Sehingga, selama mode pakaian wanita di daerah tersebut dianggap 

terhormat, walaupun tanpa memakai hijab sebagaimana di Arab, maka sudah 

dianggap memenuhi maksud ayat.9 

Kompromi adat dalam penafsiran ayat tersebut adalah salah satu bukti 

penjagaan maqa>s}id universalitas hukum Islam10 yang telah berhasil dirumuskan 

oleh Ibnu ‘A<shu>r. Ia mencantumkannya pada bab tersendiri dalam Maqa>s}id al-

Shari>’ah al-Islam>iyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Jasser Auda: 

as Ibnu „Ashur confirmed that in other the Islamic law to be universal, its rules 

and commands should be applied equally to all human beings as much as possible. That is 

why, he wrote, „God had based the Islamic law on wisdoms and reasons that can be 

perceived by the mind and which do not change according to nations and custom‟. Thus, 

Ibnu ‘A<shu>r provided explanation  why the Prophet forbade his companions to write 

down what he says, „less particular cases be taken as universal rules‟. Ibnu ‘A<shu>r began 

applying his ideas to a number of narrations, in an attempt to filter out Arabic customs 

from popular traditional rules. He wrote: 
Therefore, Islamic law does not concern itself with determining what kind of 

dress, house, or mount of people should be used... 

Accordingly, we can establish that the customs and more of particular people 

have no right, as such, to be imposed on other people as legislation, not even the people 

who originated them. 

This method of interpretation has removed much confusion that faced scholars in 

understanding the reasons why the law prohibited certain practices.
11

 

                                                           
9
Muhammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r (Tunisia: Da>r al-Tu>nisiyyah li al-Nashr, 

1984), Vol. 22, 107. 
10

Universalitas hukum Islam adalah term maqa>s}id yang berarti bahwa hukum Islam dapat berlaku 

pada seluruh umat Islam, entah bagaimana beragamnya adat yang berlaku di masyarakat. Harus 

ada harmonisasi antara adat dengan „illat dan tujuan disyariatkannya suatu hukum. Sehingga, tidak 

ada unsur pemaksaan diterapkannya legislasi yang tidak sesuai dengan adat. Lihat: Muhammad 

T{a>hir bi ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah (Beirut: Da>r al-Kita>b Libanoni>, 2011), 157. 
11

Jasser Auda, ‚Maqa>s{id al-Shari>ah as Philosophy of Islamic Law (a Systems Approach)‛ 

(Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktoral Hukum Islam The International Institute of 

Islamic Thought London, 2007), 241; Muhammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah al-
Isla>miyyah (Kairo: Da>r al-Kitab al-Mas}ri, 2012), 155-156. 
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Auda mengungkapkan bahwa agar Universalitas hukum Islam dapat 

terealisasi, aturan dan perintah harus diterapkan pada seluruh masyarakat secara 

setara (equal), sebagaimana pernyataan Ibnu ‘A<shu>r. Atas dasar itu, Ibnu ‘A<shu>r 

menyatakan bahwa Tuhan telah mendasarkan Hukum Islam pada hikmah dan 

alasan yang rasional dan tidak berubah sesuai dengan bangsa maupun adat 

kebiasaan. Sebagai contoh, Ibnu ‘A<shu>r menjelaskan mengapa Nabi SAW 

melarang sahabat untuk mencatat sabdanya. Yakni, agar masalah partikular tidak 

dijadikan sebagai legislasi yang berlaku secara universal. Ia menulis: 

Hukum Islam tidak melulu berorientasi pada ketentuan jenis pakaian, rumah atau 

kendaraan orang seharusnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dapat ditetapkan bahwa 

budaya dan adat istiadat masyarakat tertentu tidak boleh dipaksakan untuk diterapkan 

sebagai legislasi pada masyarakat lain. Bahkan, tidak pula pada anggota masyarakat yang 

memilki budaya dan adat tersebut.
12

 

 

Dengan metode interpretasi demikian ini, kebingungan para sarjana 

muslim dalam memahami ‘illat mengapa Islam melarang praktik-praktik tertentu 

dapat dihilangkan. 

Rumusan Ibnu ‘A<shu>r tentang universalitas hukum Islam tersebut 

memberikan ruang lebar untuk mengembangkan penafsiran ayat-ayat hukum, agar 

menjadi lebih applicable bagi masyarakat umum. Melalui pemahaman konteks 

budaya Arab sebagai landasan awal, lalu melakukan pembacaan teks dalam 

rangka mengambil maksud moral yang agung, akan menghasilkan tafsir yang 

moderat. 

Kompromi adat (‘urf) yang dirumuskan oleh Ibnu ‘A<shu>r untuk 

melestarikan maqa>s}id universalitas hukum Islam diharapkan mampu 

                                                           
12

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 155-156. 
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menjembatani dua pemikiran yang tumpang-tindih sebelumnya. Term poligami,13 

nushu>z,14 budaya patriarki,15
 dan hijab shar’i>16 dibidik sebagai objek penelitian ini, 

karena maqa>s}id universalitas hukum Islam mendominasi di dalamnya. Dengan 

begitu, akan memunculkan tafsir gender yang ramah adat dan tradisi serta moderat 

–dalam arti dapat memenuhi kemaslahatan umum sebagai salah satu wujud 

maqa>s}id/kebermaksudan suatu teks-, sebagaimana visi inti maqa>s}id al-shari>’ah itu 

sendiri, yaitu jalb al-mas}a>lih wa dar’ al-mafa>sid (merealisasikan kemaslahatan 

dan menghilangkan kerusakan). Atas dasar itu, penelitian ini bermaksud untuk 

mengupayakan pendapat yang dapat menjadi penengah sekaligus kritik solutif 

bagi golongan tradisionalis dan konservatif. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, masalah dapat diidentifikasi 

menjadi beberapa poin sebagaimana berikut:  

1. Definisi tafsir maqa>s}idi> 

2. Pencetus tafsir maqa>s}idi> 

3. Perkembangan tafsir maqa>s}idi> 

4. tafsir-tafsir yang menggunakan pendekatan maqa>s}id al-shari>’ah 

5. Teori maqa>s}id al-shari>’ah Ibnu ‘A<shu>r dan pembaruannya 

6. Tafsir maqa>s}idi> perspektif Ibnu ‘A<shu>r 

7. Cara kerja maqa>s}id al-shari>’ah dalam penafsiran Alquran (maqa>s}id sebagai 

pendekatan penafsiran) 

                                                           
13

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 4, 222. 
14

Ibid., Vol. 5, 37. 
15

Ibid. 
16

Ibid., Vol. 5, 90. 
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8. maqa>s}id universalitas hukum Islam serta penerapannya pada tafsiran ayat-ayat 

gender 

9. Pengaruh sosial, budaya, dan politik Tunisia terhadap penafsiran Ibnu ‘A<shu>r 

atas ayat gender 

10. Pro-kontra tokoh konservatif dan liberalis dalam pemaknaan ayat gender 

11. al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r sebagai solusi dari pro-kontra tafsir ayat gender 

12. Relasi pendekatan tafsir maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r dengan metode penafsiran 

hermeunitika 

Dari uraian identifikasi masalah tersebut, penelitian ini perlu dibatasi 

pada beberapa poin, agar pembahasan tidak meluas. Fokus pembahasan dalam 

penelitian ini meliputi poin 6, 7, 8, 9, dan 11. 

Deskripsi mengenai cultural background Ibnu ‘A<shu>r serta pengaruhnya 

terhadap tafsir ayat gender bertujuan untuk mendialogkan hasil penafsiran Ibnu 

‘A<shu>r dengan situasi sosial dan budaya sekitar, sehingga akan ditemukan 

keselarasan antar keduanya. Sedangkan, pembahasan mengenai cara kerja tafsir 

maqa>s}idi> sebagai pendekatan penafsiran adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana peran maqa>s{id al-shari>’ah dalam merumuskan tafsir ayat, sehingga 

melahirkan hasil penafsiran yang moderat dan memenuhi tujuan syariat.  

Sementara itu, tema gender yang dijadikan objek penelitian meliputi 

empat hal, yaitu ayat tentang hijab, poligami, nushu>z, dan budaya patriarki. Empat 

tema ini dipilih berdasarkan adanya kompromi ‘urf dalam penafsiran ayat 

tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, pembahasan ini dapat 

diformulasikan ke dalam beberapa rumusan permasalahan sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana teori tafsir maqa>s}idi> yang diterapkan Ibnu ‘A<shu>r dalam 

menafsirkan Alquran? 

2. Bagaimana penafsiran Ibnu ‘A<shu>r terhadap ayat-ayat gender? 

3. Bagaimana posisi penafsiran ayat-ayat gender dalam sudut pandang Ibnu 

‘A<shu>r di antara pandangan tokoh liberalis dan konservatif? 

D. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini adalah demi tercapainya beberapa tujuan, 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan teori tafsir maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r yang ia terapkan dalam 

tafsirnya. 

2. Mengidendifikasi dan mendeskripsikan aplikasi tafsir maqa>s}idi> dalam ayat-

ayat gender. 

3. Mengidentifikasi posisi Ibnu 'A<shu>r di antara tokoh liberalis dan konservatif 

dalam menafsirkan ayat-ayat gender. 

E. Kegunaan Penelitian 

Secara aksiologis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yang 

secara global, terdiri dari dua aspek, yaitu: 
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1. Secara Teoritis 

a. Sebagai salah satu rujukan penelitian selanjutnya tentang tafsir ayat-ayat 

gender, khususnya yang berorientasi pada tafsir dengan pendekatan maqa>s}id 

al-shari>’ah. 

b. Sebagai sebuah penelitian yang mampu mengelaborasi maqa>s}id 

universalitas hukum Islam dalam aplikasinya pada tafsir ayat-ayat gender, 

sehingga dapat menjadi penengah antara penafsiran tradisionalis dan 

liberalis. 

2. Secara Praktis 

c. Menjadi penafsiran yang dapat dipertimbangkan dalam kontradiksi isu 

kesetaraan gender. 

d. Dengan munculnya tafsir ayat-ayat gender yang ramah adat ini, diharapkan 

dapat menjadi paradigma baru di masyarakat yang masih rigid dalam 

memahami persoalan gender, sehingga tercipta kerukunan dan  toleransi 

antar suku, tradisi, dan budaya. 

F. Kerangka Teori 

Dalam memecahkan masalah penelitan, tentu dibutuhkan suatu kerangka 

teori yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan jawaban yang 

otoritatif. Di samping itu, penelitian yang dihasilkan akan memiliki sudut pandang 

yang khas. Penelitian dalam skripsi ini memakai teori tafsir maqa>s{idi> Ibnu ‘A<shu>r 

untuk menjawab permasalahan. 

Maqa>s}id al-shari>’ah itu sendiri merupakan wilayah kajian Us}u>l Fiqh, 

yang berarti makna dan tujuan sha>ri’ dalam memberlakukan hukum Islam dengan 
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memegang teguh kemaslahatan umat manusia.17 Pada mulanya, maqa>s}id al-

shari>’ah belum menjadi  disiplin ilmu yang baku. Hingga muncul Ibnu ‘A<shu>r, 

yang kemudian menjadikannya suatu ilmu yang mandiri. Ia mendefinisikan 

maqa>s}id dengan lebih kongkret. Menurutnya, semua hukum syariat mengandung 

tujuan, yang berupa kemaslahatan, manfaat, dan hikmah. Lebih lanjut, ia 

membaginya ke dalam maqa>s}id al-‘a>mmah (seluruh hukum Islam) dan al-kha>s}s}ah 

(dalam bab-bab tertentu).18
  

Sementara itu, pembaruan yang diusung oleh Ibnu ‘A<shu>r yang lain di 

antaranya adalah fitur maqa>s}id kebebasan; kesetaraan; fitrah; kemudahan; dan 

keteraturan, yang ia masukkan dalam kategori maqa>s}id al-‘a>mmah.19 

Pandangannya ini semakin memperkuat maqa>s}id sebagai dasar yang harus 

dipegang oleh seluruh metode istinba>t} hukum, alih-alih hanya menjadikannya 

sebagai hikmah di balik pensyariatan suatu hukum. 

Di sela sejarah perkembangan maqa>s}id al-shari>’ah, muncul pendekatan 

tafsir maqa>s}idi>. Ini adalah salah satu pendekatan baru dalam penafsiran Alquran. 

Ibnu ‘A<shu>r merumuskannya sebagai ilmu yang digunakan untuk menggali 

makna dalam teks Alquran serta apapun yang diderivasi dari teks tersebut, baik 

secara ringkas atau mendetail.20 

Teks dan maqa>s}id diletakkan sejajar oleh Ibnu ‘A<shu>r, lalu didialogkan 

dengan realitas kekinian, agar dapat mencapai konsep keagamaan yang humanis 

                                                           
17

A Rahman Ritonga dkk., “Maqa>s}id al-Syariah‛, Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abdul 

Aziz Dahlan (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2003), 1108. 
18

Imam Mawardi, Fiqh Minoritas (Fiqh al-‘Aqliyyat dan Evolusi Maqa>s}id al-Syariah dari Konsep 

ke Pendekatan), (Yogyakarta: LkiS, 2010), 184. 
19

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, ter. Rosidin dan „Ali „Abd 

el-Mun‟im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 38. 
20

Kusmana, ‚Epistemologi Tafsir Maqa>s}idi‛, Mutawatir, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2016), 223. 
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dan dinamis untuk kemaslahatan umat. Ibnu ‘A<shu>r menjadikan maqa>s}id al-

shari>’ah sebagai pendekatan dalam penafsiran, dengan memposisikan tujuan tafsir 

sebagai jalan untuk memperbaiki kondisi masyarakat baik dalam sudut pandang 

individu, peradabannya, maupun sosial. 

Dalam kaitannya dengan pendekatan maqa>s}id yang diaplikasikan Ibnu 

‘A<shu>r pada tafsirnya, akan ditemukan suatu rumusan berupa maqa>s}id 

universalitas hukum Islam. Pada rumusan tersebut, ia menyimpulkan bahwa 

universalitas hukum Islam menjadi landasan dalam menginterpretasikan teks 

Alquran maupun hadis.21
 Sehingga, adat dan budaya (‘urf) masyarakat yang 

kompleks tidak tereduksi secara masal, karena dua sumber hukum inti tersebut 

akan senantiasa berlaku secara menyeluruh, yang tentunya untuk mensukseskan 

maqa>s}id tersebut harus dikompromikan dengan adat dan budaya masyarakat 

setempat. 

Salah satu contoh yang dicantumkan Ibnu ‘A<shu>r pada kitab maqa>s}idnya 

ialah tafsiran surat Al-Ah}za>b ayat 59 mengenai hijab. Secara ringkas, ia 

menyatakan bahwa disyariatkannya hijab tidak dapat berlaku secara mutlak, harus 

mempertimbangkan adat dan budaya yang berlaku di masyarakat. Selama mode 

busana wanita di satu daerah –yang notabene tidak sama dengan mode berhijab 

orang Arab- sudah dapat menjaga kehormatan, maka sudah dianggap memenuhi 

maqs}ad ayat. 

Universalitas hukum Islam yang telah dirumuskan oleh Ibnu ‘A<shu>r ini 

menjadi salah satu pisau analisis dalam menjawab persoalan yang ada pada tafsir 

                                                           
21

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 155. 
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ayat gender. Setelah mengamati bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat 

gender, banyak diketemukan rumusan universalitas hukum Islam tersebut. Dengan 

demikian, kompromi ‘urf sebagai general point pada rumusan tersebut, 

diharapkan mampu menjembatani dua pemikiran tokoh liberalis dan konservatif 

dalam memaknai ayat gender.  

G. Telaah Pustaka 

Ada beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan 

pembahasan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Maqa>s{id al-Shari>ah as Philosophy of Islamic Law (a Systems Approach), 

karya Jasser Auda, disertasi pada jurusan Hukum Islam di The International 

Institute of Islamic Thought London, tahun 2007. Disertasi ini sudah 

diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan menjadi sebuah buku 

yang berjudul Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah. 

Jasser Auda menuangkan enam pilar yang menjadi ide pembaruannya dalam 

maqa>s}id al-shari>ah, yang saling berkaitan satu sama lain, hingga membentuk 

keutuhan sistem berpikir. Enam pilar tersebut ialah keterbukaan (opennes); 

pola pikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionally); 

kemenyeluruhan (wholeness); hierarki berpikir yang saling berpengaruh 

(interrelated hierarchy); kebermaksudan (purposefullness), dan dimensi 

kognisif dari pemikiran keagaamaan (cognition). Akan tetapi, yang menjadi 

pokok terpenting dari enam pilar tersebut ialah kebermaksudan, karena 

efektivitas suatu sistem diukur dengan tingkat pencapaian tujuan (maqs}ad). 
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Sementara itu, pilar kebermaksudan ini salah satunya ditujukan pada 

pemaknaan Alquran dengan pendekatan holistik.  

Dari fitur kebermaksudan inilah yang pada akirnya muncul maqa>s}id 

universalitas hukum Islam, yang kemudian termuat kompromi ‘urf di 

dalamnya. teori ini sebelumnya telah dirumuskan oleh Ibnu ‘A<shu>r pada bab 

maqa>s}id universalitas hukum Islam (umu>mu shari>’ah al-Isla>m) dalam buku 

maqa>s}idnya. Lalu, dikutip oleh Auda sebagai salah satu tawaran pembaruan 

hukum Islam dalam fitur kebermaksudan yang ia usung. 

Auda mendeskripsikan betapa Ibnu ‘A<shu>r memberi ruang gerak bagi adat dan 

budaya masyarakat supaya maqa>s}id universalitas hukum Islam dapat 

ditegakkan. Ia memberikan contoh penafsiran ayat hijab, sehingga penelitian 

ini kemudian menelusuri lebih dalam lagi terhadap ayat-ayat gender pada 

penafsiran Ibnu ‘A<shu>r serta pertimbangan adat istiadat di dalamnya. 

2.  Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad T{a>hir Ibnu ‘A<shu>r (dalam 

Kitab al-Tah{ri>r wa al-Tanwi>r), karya Nani Haryati, sebagai tesis pada jurusan 

Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, tahun 2017. Tesis ini fokus pada 

pembahasan tafsir ayat poligami perspektif Ibnu ‘A<shu>r, disertai upaya 

perbandingan dengan diskursus poligami menurut Asghar Ali Engineer, Amina 

Wadud, Muhammad Abduh, dan Muhammad Syahrur.  

3.  Tafsir Maqashidi (Pendekatan Maqa>s}id al-Syari’ah Muhammad T{a>hir bin 

‘A<shu>r dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r), karya Azmil 

Mufidah, berupa skripsi pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN  Sunan 

Kalijaga, tahun 2013. 
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Skripsi ini berisi tentang deskripsi konsep maqa>s}id al-shari>’ah Ibnu ‘A<shu>r 

serta aplikasinya pada tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r. Skripsi tersebut cenderung 

lebih umum daripada yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Mufidah 

menyimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat, Ibnu „A<shu>r tidak hanya 

berpacu pada us}u>l khamsah sebagai maqa>s}id, tetapi juga prinsip 

egaliterianisme, kemudahan, dan toleran. Sementara itu, tema yang dibidik 

olehnya adalah tema mengenai teologi, ibadah, jinaya>t, munakah}a>t, dan 

muamalah. Tidak khusus pada ayat-ayat gender. 

4. “Epistemologi Tafsir Maqa>s}idi>‛, karya Kusmana, yang berupa artikel dalam 

Jurnal Mutawatir volume 6 nomor 2 Desember 2016. Artikel ini memuat 

tentang bagaimana maqa>s}id al-shari>ah bersinergi dengan tafsir. Keduanya 

memiliki kesamaan tujuan, cangkupan, dan batasan konstruksi penarikan pesan 

Ilahi. Maqa>s}id memiliki prinsip dasar memelihara pesan universal Alquran 

dalam menjawab segala urusan masyarakat. Sedangkan tafsir juga merupakan 

perangkat metodologis dalam upaya mengungkap makna Alquran. Oleh karena 

itu, maqa>s}id dapat digunakan sebagai pendekatan penafsiran Alquran. 

Dalam artikel ini, ia mencantumkan pemikiran Ibnu ‘A<shu>r mengenai tafsir 

maqa>s}idi>. Telah disimpulkannya bahwa Ibnu ‘A<shu>r meletakkan maqa>s}id al-

shari>’ah sebagai pendekatan dalam menafsirkan ayat, karena dipandang 

sebagai cara efektif untuk menunjukkan kepada manusia terhadap maqa>s}id 

yang tertuang dalam Alquran. Dengan pendekatan ini, Alquran dan maqa>s}id 

diletakkan sejajar dan sejalan, lalu kemudian didialogkan dengan realitas 

terkini, sehingga dapat menumbuhkan hasil penafsiran yang relevan dan 
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memuat kemaslahatan umum. Meskipun, tafsir maqa>s}idi> hanya menjadikan 

bahasa sebagai objek analisisnya, akan tetapi dalam pencarian kebahasaannya 

dibangun atas dasar pertimbangan fitrah dan maslahat. Dengan demikian, 

Tafsir maqa>s}idi> sebagai manhaj penafsiran, menurut Ibnu ‘A<shu>r telah 

mengaplikasikan dua metode dalam menarik ‘illat dan makna Alquran sesuai 

dengan maqs}ad sha>ri’, yakni metode deduktif kebahasaan serta induktif 

melalui penelusuran relevansi makna teks dengan realitas. 

Penelitian Kusmana tersebut juga menjadi titik acuan dalam skripsi ini, untuk 

kemudian mengembangkan efektivitas pendekatan tafsir maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r 

dalam aplikasinya pada ayat-ayat gender. Apakah sudah dianggap relevan 

dengan realitas kini atau tidak.  

5. “Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r Karya Muhammad al-T{a>hir bin ‘A<shu>r‛, karya 

Jani Arni, dalam bentuk artikel pada Jurnal Ushuluddin volume XVII nomor 1, 

Januari 2011. Artikel ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh 

Ibnu ‘A<shu>r dalam menafsirkan tafsirnya, corak apa yang akhirnya 

mendominasi dalam tafsir ini, dan sistematika penyajian yang ada dalam tafsir 

tersebut. Secara garis besar, tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r menggunakan 

metode tahli>li dengan corak lugha>wi> dan ‘ilmi>. Hal tersebut berbeda dengan 

fokus pembahasan dalam skripsi ini, karena beroirentasi pada konsep ‘Urf yang 

Ibnu ‘A<shu>r sajikan dalam penafsiran ayat bias jender, tidak pada sisi 

epistemologi tafsir al-Tah}ri>r itu sendiri. 

6.  “Kontribusi Ibnu A<shu>r Dalam Kajian Maqa>s}id al-Shari>ah”, karya Safriadi, 

berupa artikel yang dimuat dalam Jurnal Islam Futura volume XIII nomor 2, 
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Februari 2014. Artikel ini cenderung fokus pada apa saja hal baru yang 

diformulasikan Ibnu ‘A<shu>r dalam pengembangan teori maqa>s}id al-syariah. 

Setidaknya, terdapat tiga hal yang ia rumuskan, yaitu terkait dengan legalitas 

hukum maqa>s}id; urgensi penerapannya; dan pembagiannya menjadi al-maqa>s{id 

al-‘a>mmah dan al-kha>s}s}ah. Dengan demikian, artikel tersebut hanya 

berorientasi pada maqa>s}id al-syariah Ibnu ‘A<shu>r, tidak mengikutsertakan 

aplikasinya pada ayat-ayat Alquran. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disajikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Hal ini karena, 

perbedaan fokus pembahasan dan objek yang diteliti. Penelitian ini khusus 

menganalisis penafsiran ayat-ayat gender yang dilakukan oleh Ibnu ‘A<shu>r serta 

kompromi adat istiadat dalam merumuskan tafsir tersebut. Selain itu, menemukan 

nilai plus penafsirannya di antara tafsir liberalis dan konservatif. 

H. Metode Penelitian 

1. Model dan Jenis Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah model 

penelitian kualitatif, yaitu model penelitian untuk mengeksplorasi makna yang 

berasal dari masalah sosial, kemanusiaan dan bahasa, misalnya suatu fenomena 

atau pemikiran seseorang. Model penelitian ini memiliki dua paradigma. 

Pertama, paradigma fenomenologi, yang mana peneliti berusaha mengungkap 

makna di balik sebuah fenomena. Kedua, paradigma bahasa, yang dalam hal ini 

peneliti menggali makna di balik teks.22 

                                                           
22

Dadan Rusmana, Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 24. 
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Berkaitan dengan dua paradigma di atas, skripsi ini masuk kategori 

kedua. Penelitian ini berusaha mengungkap makna di balik teks penafsiran 

Ibnu ‘A<shu>r atas ayat gender dalam tafsirnya, al-Tahri>r wa al-Tanwi>r. Yang 

menjadi objek terpenting adalah karya tafsirnya serta pengaruh kehidupan 

sosialnya terhadap penafsiran. Hal ini karena, skripsi ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana maqa>s}id universalitas hukum Islam menjadi suatu 

tujuan pada penafsiran ayat gender.  

Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau library 

research.23 Artinya, sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan 

penelitian ini berupa sumber tertulis, baik itu buku, ensiklopedia, jurnal, dan 

karya ilmiah lainnya.24 Berkaitan dengan permasalahan yang diusung dalam 

penelitian ini, maka sumber data yang dipakai berhubungan dengan tafsiran 

Ibnu ‘A<shu>r atas ayat gender dan pendekatan tafsir maqa>s}idinya. 

Sementara itu, objek dari penelitian kepustakaan dalam skripsi ini 

ialah studi naskah. yaitu, ayat-ayat gender serta pendekatan maqa>s}id  Ibnu 

‘A<shu>r yang diterapkan di dalamnya. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam  penelitian skripsi ini adalah metode 

deskriptif.  Artinya, data yang telah didapat disajikan dengan apa adanya, 

dengan tanpa memberikan perlakuan secara khusus pada data/peristiwa 

                                                           
23

Jenis penelitian kepustakaan memberikan tinjauan terkait apa yang dibahas oleh penulis atau 

peneliti. Lihat: Punaji Setyosari, Metode Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia, 2013), 95. 
24

Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’, Vol. 08 No. 01 (Mei, 2014), 68-69. 
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tersebut.25
 Penelitian dalam skripsi ini memiliki dua variabel, yaitu pendekatan 

tafsir maqa>s}idi> yang diimplementasikan dalam ayat-ayat gender, serta posisi 

tafsirnya di antara kaum liberalis dan konservatif.  

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan 

tematik. Ayat-ayat gender yang berkaitan dengan budaya patriarki, hijab, 

nushu>z, dan poligami merupakan tema yang kemudian dikelompokkan lalu 

dilakukan penelusuran di dalam tafsir Ibnu ‘A<shu>r atas ayat-ayat tersebut. 

3. Sumber Data 

Sesuai dengan metode pengumpulan data, sumber data yang dipakai 

dalam penelitian ini berupa sumber data tertulis, baik berupa buku, otobiografi, 

atau karya penelitian lainnya.  Sementara itu, Sumber tertulis tersebut terbagi 

menjadi dua. Pertama, sumber primer, sebagai rujukan utama dalam penelitian 

ini yang terdiri dari karya-karya Ibnu ‘A<shu>r. Kedua, sumber sekunder sebagai 

penunjang dan pemerkaya bahasan. 

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan 

sekunder. Sumber primer yang digunakan ialah: 

a. Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r,  yang mana dalam hal ini peneliti mengambil 

empat juz, yaitu juz empat untuk term poligami dan nushu>z; juz lima untuk 

term budaya patriarki; dan juz 22 untuk term jilbab. Dalam tafsir inilah 

tergambar jelas bahwa maqa>s}id universalitas hukum Islam mendominasi. 

b. Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah, karya Ibnu ‘A<shu>r yang memuat metode 

maqa>s}id al-shari>’ah perspektif Ibnu ‘A<shu>r serta rekonstruksi pemikirannya 

                                                           
25

Rusmana, Metode Penelitian..., 29. 
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terhadap teori maqa>s}id sebelumnya. Buku ini menjadi salah satu rujukan 

utama dalam diskripsi konsep maqa>s}id al-shari>’ah perspektif Ibnu ‘A<shu>r.        

Di samping itu, sumber sekunder yang digunakan sebagai 

penunjang antara lain: 

a. Tafsir al-Mar’ah fi> al-qur‘a>n karya al-Mutawalli> al-Sha’rawi>, yang memuat 

kritik al-Sha’rawi> terhadap isu feminis Barat sekaligus penafsirannya atas 

ayat-ayat tentang perempuan. Literatur ini peneliti jadikan sebagai salah 

satu objek yang menjadi antitesis dari penelitian skripsi ini. 

b. Qur’an and Women karya Amina Wadud Muhsin, yang memuat tafsiran ala 

feminis liberal terhadap ayat bias jender yang syarat akan pembebasan 

wanita dari kekangan budaya patriarki. Sebagaimana karya al-Sha‟rawi di 

atas, buku ini juga peneliti jadikan objek yang hendak dikritik. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menggali data untuk menjawab permasalahan penelitian, 

metode yang digunakan adalah dokumentasi. Sesuai dengan istilahnya, metode 

ini berupa pengumpulan setiap data yang tertulis, yang kemudian digunakan 

sebagai bahan untuk menafsirkan, menguji, atau memprediksi objek 

penelitian.26  

Data-data penting yang harus segera ditelusuri adalah buku-buku atau 

tulisan tokoh yang sedang diteliti atau yang berkaitan dengannya. Kemudian, 

tulisan tersebut dijadikan sebagai sumber primer, yang menjadi rujukan utama 

dalam penggarapan.  

                                                           
26

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 113. 
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al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r dan maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah adalah 

dua sumber data utama dalam penelitian ini. Yang pertama digunakan untuk 

mendeskripsikan penafsiran Ibnu ‘A<shu>r atas ayat  gender, dan yang kedua 

sebagai data untuk menggali teori tafsir maqa>s}idi> yang kemudian 

digunakannya untuk merumuskan ayat-ayat gender.  

5. Metode Analisis Data 

Pada tahap analisis data, skripsi ini menggunakan metode analisis 

deskriptif. Sumber data yang telah didapat disajikan dengan analisis yang 

sangat detail dan sesuai dengan bentuk aslinya.27 Selain itu, analisis deskriptif 

ini juga harus memuat semua jawaban permasalahan, lalu kemudian seluruh 

jawaban tersebut disintesiskan ke dalam satu kesimpulan. 

Dalam permasalahan pendekatan tafsir maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r dalam 

ayat gender ini, akan dipaparkan bagaimana pendekatan maqa>s}idi> yang 

diterapkan  Ibnu ‘A<shu>r dalam tafsirnya. Kemudian, ditelusuri lebih lanjut pada 

penafsirannya atas ayat gender dengan mengusung empat tema yang memuat 

maqa>s}id universalitas hukum Islam. Selanjutnya, sebagai sintesisnya, akan 

dideskripsikan bagaimana pandangan Ibnu ‘A<shu>r ini di antara tokoh liberalis 

dan konservatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa penafsiran Ibnu ‘A<shu>r 

dapat menjadi penengah bagi dua golongan tersebut dalam memaknai ayat 

gender. 

 

 

                                                           
27

Ibid., 6. 
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I. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan dengan membaginya menjadi lima bab, dan masing-masing 

bab berisi sub bab sebagaimana berikut. 

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang; 

identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; 

kerangka teori; fokus penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan tinjauan umum yang berisi tentang, deskripsi 

maqa>s}id al-shari>ah dan perkembangannya; maqa>s}id al-shari>ah sebagai pendekatan 

penafsiran Alquran; deskripsi gender; diskursus kesetaraan gender dalam Alquran, 

dan perdebatan tokoh terhadap tafsir ayat gender. 

Bab tiga memuat biografi Ibnu ‘A<shu>r; kiprah sosial, politik dan 

keagamaan; karya-karya; deskripsi singkat tentang karya tafsir Ibnu ‘A<shu>r; dan 

teori tafsir maqa>s}idi> Ibnu „A<shu>r 

Bab keempat berisi tentang penafsiran Ibnu ‘A<shu>r terhadap ayat-ayat 

gender dan posisinya di antara tokoh liberalis dan konservatif.  

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan 

saran. 
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TEORI TAFSIR MAQA<S{IDI< DAN PERDEBATAN SEPUTAR 

TAFSIR AYAT SENSITIF GENDER 

 

 

A. Tafsir Maqa>s}idi> 

1. Definisi Maqa>s{id al-Shari>’ah  

Secara etimologis, maqa>s}id al-shari>’ah merupakan gabungan dari kata 

maqa>s}id dan shari>’ah. Maqa>s}id itu sendiri adalah bentuk jamak dari al-qas}d, 

yang berasal dari qas}ada-yaqs}udu  dan memiliki arti, menuju suatu arah, adil, 

tujuan, jalan lurus, dan tidak melampaui batas.1
 Kemudian, al-shari>’ah berasal 

dari akar kata shara’a-yashra’u, yang berarti hukum/peraturan.2
 Sedangkan 

menurut terminologi, syariat ialah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah 

SWT kepada hambaNya, baik yang ditetapkan melalui Alquran ataupun sunnah 

Nabi SAW.3  

Dalam Alquran, terdapat beberapa kata al-qas}du dan derivasinya 

dengan makna yang beragam. Adakalanya al-qas}du dimaknai dengan sesuatu 

yang berada di tengah. Pemaknaan ini ada yang merujuk pada kebaikan, seperti 

ayat waqs}ud fi> mashyik (dan berjalanlah dengan sederhana), dalam surat 

Luqma>n ayat 19. Ada pula yang merujuk pada sesuatu yang berada di antara 

kebaikan dan keburukan (sedang-sedang saja) seperti di antara jauh dan dekat. 

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Kamur al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1123. 

2
Ibid., 711. Secara etimologis, syariat bersinonim dengan manhaj (jalan/metode), qa>nu>n (undang-

undang), dan sunnah (ketetapan). Lihat: Louis Ma’lu>f al-Yassu’i> dan Bernand Tottel al-Yassu’i>, 

al-Munji>d fi> al-Lughah (Beirut: Da>r al-Mashriq, 2007), 382. 
3
Imam Mawardi, Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyya>t dan Evolusi Maqa>s}id al-Syariah dari Konsep  

ke Pendekatan (Yokyakarta: LkiS, 2010), 178-179; Louis Ma’lu>f, al-Munji>d fi> al-Lughah..., 382. 
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Salah satu contohnya dalam Alquran ada pada surat Fa>t}ir ayat 32, faminhum 

z}a>limun wa minhum muqtas}id wa minhum sa>biqun bi al-khaira>t (lalu, di 

antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula 

yang lebih dahulu berbuat kebaikan). Atau pada surat At-Taubah ayat 42, wa 

safaran qa>s}idan (dan perjalanan yang tidak dekat dan jauh).4 

Sementara itu, secara terminologis, maqa>s}id al-shari>’ah memiliki 

berbagai pengertian, dari yang masih berbentuk sederhana hingga menjadi 

definisi yang baku dan komprehensif. Pada masa pra al-Sha>t}ibi>, maqa>s}id 

diartikan dengan  mencapai kemafaatan dan menolak kerusakan (al-Ghaza>li>, 

Ibnu al-H{a>jib, dan al-A<midi>), tujuan hukum (al-Isna>wi>), dan makna hukum (al-

Samarqandi>).5 

Hingga al-Sha>ti}bi> datang sebagai pendiri ilmu maqa>s}id dan menyatakan 

bahwa pembebanan syariat harus dikembalikan pada penjagaan tujuan-tujuannya 

terhadap makhluk. Tujuan ini memuat dimensi keniscayaan (al-d}aru>riyya>t), 

kebutuhan (al-h}a>jiyya>t), dan perlengkapan (al-tah}si>niyya>t).6 Sedangkan, dalam 

melaksanakan penjagaannya, ada dua langkah yang harus dilakukan, yakni 

menjaga eksistensinya (bila mengarah pada maslahat), dan menjaga 

ketiadaannya (bila mengarah pada kerusakan).7 Dengan demikian, maqa>s}id al-

shari>’ah versi al-Sha>t}ibi> bermakna bahwa tujuan utama sha>ri’ membuat hukum 

adalah untuk merealisasikan kemaslahatan makhluk, dan dalam pewujudannya, 

                                                           
4
al-Ra>ghib al-Is}faha>ni, Mufrada>t Alfa>z} Alquran (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2009), 672. 

5
Mawardi, Fiqh Minoritas..., 180.   

6
Abu> Ish}a>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}ul al-Shari>’ah (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2004), 221. 
7
Ibid., 221. 
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harus memegang erat kaidah fiqh ‚jalb al-masha>lih} wa dar’u al-mafa>sid‛, yakni 

mengambil kemaslahatan serta menolak kerusakan.  

Sepeninggal al-Sha>t}ibi>, muncul Ibnu ‘A<shu>r yang mencetuskan 

kategorisasi maqa>shid al-shari>’ah menjadi maqa>s}id al-‘a>mmah dan al-

kha>s}s}ah. Secara singkat, ia mendefinisikan maqa>s}id al-shari>’ah dengan Makna 

dan hikmah yang dipelihara oleh Tuhan dalam seluruh bentuk penentuan 

hukum. Hal ini mencangkup semua jenis hukum, meskipun sifat, makna 

syariat, dan tujuan umumnya berbeda. Termasuk pula, makna hukum yang 

tidak diperhatikan secara komprehensif, namun dijaga dalam beberapa bentuk 

hukum.8 

Secara lebih ringkas, ‘Ala>l al-Fa>si> (1910-1974) mendefinisikan 

maqa>s}id al-shari>’ah sebagaimana berikut ini: 

 المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 
Maqa>s}id al-shari>’ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan 

beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.
9
 

 

2. Perkembangan Maqa>s}id al-Shari>’ah (Dari Konsep Hingga Disiplin Ilmu) 

Dari sekian definisi mengenai maqa>s}id al-shari>’ah, memunculkan titik 

temu bahwa tujuan syariat berorientasi pada kemaslahatan mukallaf. Dengan 

demikian, embrio maqas}id al-shari>’ah sebenarnya dan seharusnya telah ada 

semenjak zaman awal Islam, dimana Nabi SAW dan para sahabatnya selalu 

mensabdakan dan memutuskan sesuatu atas dasar kemaslahatan bersama, 

                                                           
8
Muh}ammad T{a>hir bi ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah (Beirut: Da>r al-Kita>b Libanoni>, 

2011), 251. 
9
Azizi Abdullah, Tafsir Maqashidi (Kediri: LIRBOYO Press, 2013), 3. 
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terutama, pada masa Khalifah „Umar bin al-Khat}t}a>b yang menjadi pionir bagi 

perkembangan maqa>s}id pada generasi setelahnya.10 

Berikut ini data kronologis terkait perkembangan maqa>s}id al-shari>’ah 

dari konsep hingga disiplin ilmu. 

a. Fase awal munculnya maqa>s}id (awwal nash’ah al-maqa>s}id) 

Maqa>s}id al-shari>’ah pada fase ini masih belum terstuktur dalam 

suatu konsep tertentu. Salah satu penyebabnya adalah karena segala 

persoalan sudah dapat diselesaikan dengan Alquran dan hadis. Meskipun 

begitu, tidak menafikan andil maqa>s}id dalam ijtihad para sahabat. Di 

antaranya, yang tertera dalam hadis Nabi yang berisi perintah kepada para 

sahabat untuk pergi ke Bani Quraid}ah dan melakukan salah „Ashar di 

sana.
11

 Jarak Madinah menuju Bani Quraid}ah cukup jauh, sekitar beberapa 

mil dari Madinah. Sehingga, menimbulkan silang pendapat antar sahabat. 

Satu golongan memutuskan untuk melaksanakan salat di perjalanan, agar 

tidak sampai keluar waktu salat. Sedangkan, yang lainnya memutuskan 

untuk meneruskan perjalanan karena mengikuti pesan Nabi SAW.12
  

Dasar pendapat pertama adalah karena pesan Nabi SAW 

diinterpretasikan sebagai perintah untuk bersegera pergi ke Bani  Quraid}ah, 

tidak untuk menunda salat. Sedangkan pendapat kedua mengartikan secara 

                                                           
10

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, ter. Rosidin dan „Ali „Abd 

el-Mun‟im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 41. 
11

Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’il al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Damaskus: Da>r Ibn al-

Kathi>r, 2002), 1011. 
12

Auda, Membumikan Hukum..., 41. 
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tekstual bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk melaksanakan salat di sana 

saja.13 

Kedua pendapat tersebut dibenarkan oleh Nabi SAW. Ikrar Nabi 

menyatakan bahwa kedua opini tersebut benar semua, karena pendapat 

pertama dan kedua memakai kacamata yang berbeda dalam memahami 

maksud perintah tersebut.14  

 Selain itu, penggalian hukum berbasis maqa>s}id juga terpotret dari 

pemikiran „Umar ra, yang telah memberi sumbangsih cukup banyak terkait 

putusan berbasis kemaslahatan, misalnya, kodifikasi Alquran. Mengingat 

banyaknya para penghafal Alquran yang gugur dalam perang Yama>mah, ia 

sigap memberi usulan kepada Abu> Bakar ra untuk melakukan pembukuan 

Alquran, agar tidak terjadi pemalsuan, seiring semakin minimnya para 

penghafal.15 

Kasus tersebut diabadikan dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, di mana 

Zaid bin Tha>bit menyaksikan sendiri betapa berkecamuknya perang 

Yama>mah, hingga para h}uffa>z} berguguran. Saat ia mengunjungi rumah Abu> 

Bakar ra untuk membicarakan strategi perang, „Umar bin al-Khat}t}>ab sudah 

berada di sana, dan mengusulkan agar diadakan kodifikasi Alquran. 

Pada awalnya, Abu> Bakar memberikan reaksi negatif, karena 

menurutnya, melakukan kodifikasi Alquran adalah sama saja menyalahi 

                                                           
13

al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>..., 1011. 
14

Jasser Auda, ‚Maqa>s{id al-Syariah as Philosophy of Islamic Law (a Systems Approach)‛ 

(Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktoral Hukum Islam The International Institute of 

Islamic Thought London, 2007), 9. 
15

Nispan Rahmi, “Maqasid Al-Syari‟ah: Melacak Gagasan Awal”, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu 

Hukum dan Pemikiran, Vol. 17 No. 2 (Desember, 2017), 163. 
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sunnah Nabi SAW. Pasalnya, Nabi SAW tidak pernah melakukan dan 

mensabdakan tentang pembukuan Alquran. Akan tetapi, berkat nasehat yang 

diberikan Zaid agar mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga 

validitas Alquran, akhirnya Abu> Bakar menyetujui usulan tersebut.16
 

 Dari cuplikan kejadian di atas, terlihat bagaimana pola pikir „Umar 

dalam memutuskan sikap untuk membuat suatu trobosan baru, yang 

mengandung nilai kemaslahatan yang lebih baik. Selain itu, pilihannya 

untuk mengambil langkah –dalam hal ini adalah pembukuan mus}h}af- adalah 

salah satu bentuk istinba>t} hukum yang tidak langsung bersentuhan dengan 

dalil naqli>, melainkan kemaslahatan umum. Pola pikir inovatif „Umar inilah 

yang kemudian dielaborasi oleh ulama us}u>liyyu>n setelahnnya menjadi 

maslah}at mursalah. 

Meskipun Sahabat „Umar ra dikenal dengan pemikiran 

transformatifnya –yakni menjadikan maslahat sebagai pertimbangan 

hukum-, dalam masalah ibadah ia lebih memilih untuk memahaminya 

secara tekstual, sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh nas}s} tersebut. 

Misalnya, pada masalah tawaf dengan bahu terbuka. „Umar ditanya: 

“mengapa kita masih diperintah untuk tawaf dengan bahu terbuka, 

sementara Islam sudah menggapai kemenangan pada fath}u Makkah?”, lalu 

ia menyatakan bahwa kita akan selalu taat kepada perintah Nabi SAW untuk 

melakukan tawaf dengan bahu terbuka.  

                                                           
16

al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>..., 1274-1275. 
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Cerita ini berawal dari perintah Nabi SAW saat ia dan sahabatnya 

sakit, agar mereka melakukan tawaf dengan bahu terbuka, sehingga mereka 

terlihat kuat. lalu, Sahabat „Umar berkata bahwa Apa yang telah dilakukan 

oleh Rasulullah, maka kita tidak akan meninggalkannya.17 

Deskripsi diatas menunjukkan sudah adanya diferensiasi 

pemahaman teks antara kasus yang berhubungan dengan ibadah dan 

muamalat pada masa sahabat. Dalam masalah ibadah, mereka cenderung 

memahami Alquran dan hadis secara tesktual. Sedangkan dalam persoalan 

muamalat, cenderung kontekstual, seperti halnya usulan „Umar untuk 

melakukan kodifikasi Alquran.  

b. Fase perintisan teori maqa>s}id 

Fase ini dimulai dari kurun ketiga hingga kelima Hijriah. Maqa>s}id 

pada saat ini masih berupa bentuk mentah, belum menjadi suatu konsep 

yang mandiri. Bahasannya masih berkutat pada ‘illat, hikmah, makna, dan 

munasabah yang digunakan para madhhab tradisional dalam instinba>t} 

hukum melalui istih}sa>n, maslahat mursalah, dan kias. Berikut ini hasil 

pelacakan awal mula perkembangan maqa>s{id. 

Pertama, adalah al-Tirmiz}i> al-H{aki>m (Abu> ‘Abd Allah 

Muh}ammad bin ‘A<li>). Salah seorang tokoh sufi yang hidup pada kurun tiga 

Hijriah. Sebenarnya, ia tidak termasuk dalam kategori pakar Fiqh atau Us}u>l 

Fiqh. Akan tetapi, karena dedikasinya sebagai salah satu penggagas istilah 

maqa>s}id yang tertuang dalam kitabnya, ia patut untuk dimasukkan dalam 

                                                           
17

Ibid., 390. 
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cacatan sejarah perkembangan maqa>s}id. Ia memiliki dua karya yang 

memuat konsepsi awal maqa>s}id al-shari>’ah, yaitu al-S{ala>h wa Maqa>s}iduha> 

dan al-H{ajj wa Asra>ruhu>.18 

Salah satu contoh pendekatan maqa>s}id al-Tirmiz}i> ini adalah saat ia 

memaknai gerakan salat sebagai manifestasi dari maqa>s}id. Misalnya, takbir 

sebagai manifestasi tujuan agar tidak sombong; menghadap kiblat agar 

fokus dalam ibadah; salam sebagai tujuan agar terhindar dari mala petaka 

yang besar; dan lain sebagainya.19 

Selain al-H{aki<m, Abu Zaid al-Balkhi>, yang juga hidup di kurun tiga 

Hijriah turut berkontribusi pada masa awal tumbuhnya teori maqa>s}id. Ia 

adalah seorang ahli eksakta dari Persia, sekaligus pemikir Islam. 

Dedikasinya terhadap perkembangan maqa>s}id ia tuangkan pada karya yang 

berjudul al-Iba>nah ‘an ‘Ila>l al-Diya>nah, yang berisi tentang maqa>s}id dalam 

hukum Yuridis Islam. Selain itu, ia juga mengarang Mas}a>lih} al-Abda>n wa 

al-Anfus, yang secara khusus mengupas tentang kemaslahatan yang 

diberikan oleh Islam bagi kesehatan manusia, baik dari segi fisik ataupun 

psikis.
20

 

Ketiga, al-Qaffa>l al-Kabi>r, yang hidup pada akhir kurun tiga 

Hijriah, dengan karyanya Mah}asin al-Shara>’i’. Kitab ini termasuk dalam 

kategori kitab Fiqh klasik, yang tersusun mulai dari bab T{aha>rah, hingga al-

‘Itq. Ia menjelaskan hukum secara singkat, kemudian mengelaborasikan 

                                                           
18

Ah}mad al-Raishu>ni>, Nadariyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sha>t}ibi> (Herndon:The 

International Institute of Islamic Thought, 1995), 40. 
19

Ibid., 40. 
20

Auda, ‚Maqa>s{id al-Syariah..., 13. 
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maqas}id dan hikmah di setiap hukum tersebut. Dalam muqaddimahnya, al-

Qaffa>l menjelaskan bahwa tujuannya mengarang kitab ini adalah untuk 

mengungkap sisi estetika syariat Islam dalam hal etika, kemudahan, dan 

harmonisasinya dengan akal sehat. Meskipun Maqa>s}id tidak dipaparkan 

dalam bentuk teori, buku ini patut menjadi acuan penting dalam 

perkembangan teori maqa>s}id.21 

Di masa selanjutnya, muncul seorang pakar Fiqh dari Persia yang  

bermadhhab Shi>’ah bernama Ibnu Baba>waih al-Qummi>. Kendati banyak 

yang mengklaim bahwa karya tentang maqa>s}id tidak ada yang muncul dari 

madhhab ini, nyatanya, pakar Fiqih ini justru menjadi penggagas monografi 

maqa>s}id pertama, yang berjudul „Ila>l al-Shara>’i’. Buku ini memuat 335 bab 

tentang maqa>s}id. Salah satu konten yan termuat di dalamnya adalah upaya 

rasionalisasi rukun iman serta moral yang terkandung dalam pensyariatan 

puasa, salat, zakat, bakti kepada orangtua, dan sebagainya.22 

Pada tahap kelima, muncul Abu> al-H{asan al-‘A<miri>, yang 

merupakan filsuf terkemuka pada abad 4 Hijriah. Sumbangsihnya terhadap 

kajian Maqa>s}id tertuang dalam bukunya yang  berjudul al-I’la>m bi 

Mana>qibi al-Isla>m, yang berisi kategorisasi teoritik pertama mengenai 

maqa>s}id al-shari>’ah.  Buku ini terdiri dari sepuluh pasal yang memuat 

                                                           
21

Ibid., 13. 
22

Auda, Membumikan Hukum..., 49. 
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keutamaan-keutamaan Islam dalam hal keyakinan, keilmuan, dan hukum-

hukum pidana.
23

 

Fase perintisan teori maqa>s}id belum menghasilkan suatu formula 

yang baku dan lebih berkonsentrasi pada aplikasinya pada bidang-bidang 

tertentu dalam bentuk sederhana. Perkembangan paling mutakhir pada masa 

ini adalah saat al-‘A<miri> mencetuskan kategorisasi teoretik terhadap 

maqa>s}id al-shari>’ah, meskipun sifatnya masih parsial. Akan tetapi, 

setidaknya, pada masa ini, bentuk aplikasi maqa>s{id tersebut telah tertuang 

dalam karya tulis.   

c. Fase Pembangunan (ta’si>s) Teori Maqa>s{id 

Antara abad 5 sampai 8 Hijriah, upaya pembentukan teori maqa>s}id 

lebih terstruktur. Masa ini ditengarai dengan munculnya kesadaran sebagian 

kalangan tokoh muslim atas ketidakefetifan kias untuk menyelesaikan 

problematika umat yang semakin kompleks. Hal ini karena kias tidak dapat 

menyelesaikan seluruh persoalan aktual, meskipun sebagian pakar Us}u>l 

Fiqh memakai alternatif muna>sabah. 

Kriteria ‘illat yang harus tetap sepanjang masa adalah alasan 

mengapa kias cenderung sulit dipraktikkan pada persoalan-persoalan 

kontemporer. Fakta ini pada akhirnya memicu munculnya konsep maslahat 

mursalah, yang secara praksis dapat menutupi kekurangan kias dalam 

mencetuskan hukum bagi persolan yang tidak terdapat dalam nas}s} serta 

tidak memiliki kesamaan ‘illat yang baku (mund}abit}). Seperjalan dengan 

                                                           
23

Abu al-H{asan al-‘A<miri>, al-I’la>m bi Mana>qibi al-Isla>m (Riyad}: Da>r al-As}a>lah li al-Thiqa>fah wa 

al-Nashr wa al-A’la>m, 1988), 228-230. 
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itu, mas}lah}ah mursalah memberikan stimulus terhadap kelahiran maqa>s}id 

sebagai sebuat teori dalam istinba>t} hukum.24 

Terdapat beberapa tokoh yang concern di bidang maqa>s{id pada 

fase ini, di antaranya adalah Abu> H}ami>d al-Ghaza>li>, Abu> al-Ma’a>li> al-

Juwaini>, Shiha>b al-Di>n al-Qarra>fi>, ‘Izz al-Di>n ‘Abd al-Sala>m, dan Abu> 

Isha>q al-Sha>t}ibi>, yang bergelar bapak maqa>s}id al-shari>’ah.  

Untuk pertama kalinya, al-Juwaini> (1028-1085 M) membuahkan 

suatu teori  hierarki maqa>s}id yang ia tuangkan pada karyanya yang berjudul 

al-Burha>n fi> Us}u>l al-Fiqh. Hierarki ini memuat lima tingkatan, yakni 

keniscayaan (al-d}aru>riyya>t), kebutuhan bersama (al-h}ajah al-‘a>mmah), 

moral-etis (al-makru>mat), anjuran (al-mand}u>bah), dan yang tidak tercantum 

pada alasan khusus. Tingkatan maqa>s}id tersebut, memiliki lima hal yang 

terhimpun sebagai maqa>s}id hukum Islam, yaitu keimanan (al-i>ma>n); jiwa 

(al-nafs); akal (al-‘aql); keluarga (al-nasl); dan harta (al-ma>l).25 

Selanjutnya, al-Juwaini> semakin memperkokoh pembentukan teori 

maqa>s}id dengan membuat hipotesis sementara bahwa setiap imam madhhab 

pasti akan wafat, sehingga dalam memutuskan persoalan yang baru datang 

harus diadakan rekonstruksi terhadap metode penggalian hukum. al-Juwaini> 

mengupayakan pencarian prinsip fundamental berupa maqa>s}id, yang 

menjadi tendensi sekaligus tujuan seluruh syariat Islam. 

Salah satu contoh kongkretnya adalah mencetuskan maks}ad 

kerelaan dalam hal perdagangan dan maqs}ad meringankan beban orang 

                                                           
24

Auda, Membumikan Hukum..., 50. 
25

Ibid., 50. 
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miskin dalam pensyariatan zakat.26 Upaya rekonstruksi terhadap metode 

istinba>t} hukum dengan pendekatan maqa>s}id yang telah dilakukan al-Juwaini> 

ini menjadi titik awal tumbuhnya maqa>s}id sebagai suatu teori yang baku. 

Pada tahap selanjutnya, teori maqa>s}id yang dibentuk al-Juwaini> 

dikembangkan oleh muridnya, al-Ghaza>li>. Ia membuat skala prioritas lima 

maqa>s}id sekaligus mencetuskan istilah al-h}ifz} (penjagaan) sebagai 

pengganti al-‘is}mah, yang diistilahkan oleh al-Juwaini> sebelumnya. Skala 

prioritas tersebut ialah h}ifz} al-di>n (menjaga agama); h}ifz} al-nafs (menjaga 

jiwa); h}ifz} al-‘aql (menjaga akal; h}ifz} al-nasl (menjaga keturunan); h}ifz} al-

ma>l (menjaga harta). 

Sementara itu, meskipun al-Ghaza>li> ini menganut madhhab Sha>fi’i>, 

sehingga hanya mengakui kias sebagai satu-satunya metode ijtihad yang 

legal, tetapi dalam praktiknya ia menjadikan maqa>s}id sebagai ‘illat dalam 

kias, sekalipun tidak memenuhi kriteria mund}abit}. Misalnya, dalam kasus 

pengharaman setiap benda yang memabukkan. Ia menyamakannya dengan 

hukum khamr kerena maqs}ad penjagaan akal. Oleh karena itu, pencetusan 

hukum yang dilakukan al-Ghaza>li> tidak terkesan rigid sebagaimana 

ketentuan dalam madhhab Sha>fi’i>. Teori maqa>s}id al-Ghaza>li> ini ia tuangkan 

dalam bukunya yang berjudul al-Mustas}fa>.27
 

Pengembangan selanjutnya, dilakukan oleh „Izz al-Di>n ‘Abd al-

Sala>m, dengan mengkaji konsep mafsadah dan maslahat, yang menjadi titik 

acuan dalam legitimasi hukum secara intensif. Selain itu, ia juga 

                                                           
26

Ibid., 51. 
27

Ibid., 51-52. 
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menggantungkan validasi suatu hukum dengan maqa>s}idnya. Artinya, Bila 

suatu perbuatan menyalahi maqa>s}idnya, maka perbuatan itu dilarang, 

begitupun sebaliknya. Kontribusinya ini sepenuhnya ia tuangkan dalam 

sebuah karya yang berjudul Qawa>’id al-Ah}ka>m fi> Mas}alih} al-Ana>m.28 

Perkembangan lebih mutakhir pasca ‘Izz al-Di>n ‘Abd al-Sala>m 

dilakukan oleh Shiha>b al-Di>n al-Qarra>fi>. Ia menformulasikan fath} al-

dhari>’ah dan sadd al-dhari>’ah sebagai sarana mencapai kemaslahatan. 

Inovasi yang dilakukan oleh al-Qarra>fi> ini memperluas cangkupan teori 

maqa>s}id yang cukup signifikan.  

Di samping itu, ia juga melakukan diferensiasi maksud Nabi SAW 

dalam kapasitasnya sebagai rasul, pemimpin, dan hakim, yang pada 

akhirnya berimplikasi pada legitimasi hukum yang bersumber dari Nabi 

SAW sebagai seorang rasul, sehingga harus diterapkan oleh seluruh 

mukallaf. al-Qarafi menuangkan ide-idenya ini dalam kitabnya yang 

berjudul al-Furu>q.29 

Sebagai tokoh pamungkas sekaligus paling berpengaruh dalam 

perkembangan maqa>s}id pasca abad 8 Hijriah, muncullah al-Sha>t}ibi>. Ia 

dinobatkan sebagai pendiri maqa>s}id al-shari>’ah sebagai sebuah teori, dengan 

karya masterpiecenya yang berjudul al-Muwafaqa>t fi> Us}u>l al-Fiqh. 

Karyanya ini masih sering dijadikan sebagai rujukan primer oleh penggiat 

maqa>s}id hingga abad 20.  

                                                           
28

‘Izz al-Di>n ‘Abd al-Sala>m, Qawa>’id al-Ana> fi> Mas}a>lih} al-Ana>m (Beirut: Da>r al-Nashr, t.t.), Vol. 

2, 221. 
29

Auda, Membumikan Hukum..., 53. 
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Terdapat tiga poin penting yang berhasil dirumuskan oleh al-

Sha>t}ibi> dalam pengembangan teori maqa>s}id. Tiga poin itu adalah bahwa 

maqa>s}id menjadi pokok agama, kaidah syariat, dan universalitas keyakinan, 

tidak lagi sebagai bagian dari mas}lah}ah mursalah. Selain itu, sebagai 

konsekuensi poin pertama, maka maqa>s}id al-shari>’ah harus dimasukkan 

sebagai dasar dari penetapan hukum. Sehingga, bila dalil parsial berbenturan 

dengan maqa>s}id yang bersifat umum, maka yang dimenangkan adalah 

hukum yang berbasis maqa>s}id. Poin ketiga adalah bahwa maqa>s}id berubah 

menjadi dalil hukum yang qat}’i>, karena sudah terbukti keberadannya setelah 

ia pastikan dengan metode induktif dengan dasar-dasar Alquran dan hadis.30 

Selain kelima tokoh di atas, masih banyak lagi yang belum 

disebutkan, yaitu, Saif al-Di>n al-A<midi> (1156-1233 M), Fakr al-DI>n al-Ra>zi> 

(1149-1209 M), al-Baid}awi> (wafat 1282 M), Ibn al-H{a>jib (wafat 1002 M), 

dan lain sebagainya. Dan perlu dicatat, bahwa tokoh-tokoh tersebut juga 

cukup banyak memberikan kontribusi terhadap khazanah perkembangan 

teori maqa>s}id al-shari>’ah pada fase ini. Salah satunya, penggantian term 

nasab dengan al-nasl pada tingkat keniscayaan (al-daru>riyya>t) serta 

meletakkan h}ifz} al-nasab sebagai term dalam tingkat pelengkap (al-

tah}si>niyya>t), yang dilakukan oleh Fakhr al-Di>n al-Ra<zi>. Perbaikan yang ia 

lakukan adalah salah satu kritikannya terhadap konsep maqa>s{id al-Ghaza>li>, 

yang ia tuangkan dalam al-Mah}s}u>l.31
  

 

                                                           
30

al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t..., 784. 
31

al-Raishu>ni>, Naz}ariyyah al-Maqa>s}id..., 57.  
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d. Fase Kontemporerisasi Teori Maqas}id al-Shari>’ah 

Pada fase ini maqa>s}id sudah menjadi disimplin ilmu tersendiri. 

Ialah Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r (1879-1973 M), pencetus pertama yang 

menjadikannya sebagai ilmu mandiri. Ia menyatakan bahwa karena setiap 

metode penggalian hukum dalam teks Alquran maupun hadis harus 

berorientasi pada tujuan-tujuan syariat (maqa>s}id al-shari>’ah), maka maqa>s}id 

tersebut harus menjadi satu ilmu yang mandiri. Sehingga, maqa>s}id sebagai 

ilmu, dapat menjadi pondasi tetap (qat}’i>), yang menjadi rujukan bagi 

seluruh metode penggalian hukum dalam teks, bahkan bagi persoalan di luar 

hukum Islam.32 Di samping itu, Ibnu ‘A<shu>r juga melakukan banyak 

pembaruan dalam maqa>s}id, yang diantaranya, menjadikan kebebasan, 

toleransi, dan fitrah sebagai bagian dari maqa>s}id.33  

Sependapat dengan Ibnu ‘A<shu>r dalam rumusannya menjadikan 

maqa>s}id sebagai disiplin ilmu, adalah, ‘Ala>l al-Fa>si> (1908-1974 M), Yu>suf 

al-‘A<lam (1937-1988 M), Jasser Auda, Muh}ammad H{asan Abu> Yah}ya>, dan 

Nu’ma>n Jugaym.34 

Dua tokoh terakhir ini dan Ibnu ‘A<shu>r memiliki pandangan yang 

senada mengenai pembagian maqa>s}id. Mereka membaginya pada tiga, 

yakni, maqa>s}id al-‘a>mmah, maqa>s}id al-kha>s}s}ah, dan maqa>s}id al-juz’iyyah. 

                                                           
32

‘A<shu>r,  Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 24. 
33Ibid., 6. 
34

Muhammad Lutfi Hakim, ‚Pergeseran Paradigma Maqa>s}id al-Shari>’ah: Dari Klasik Sampai 

Kontemporer‛, al-Mana>hij, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2016), 11. 
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Akan tetapi, Ibnu ‘A<shu>r memasukkan term maqa>s}id al-juz’iyya>h pada 

maqa>s}id al-Kha>s}s}ah.35 

Apa yang dilakukan Ibnu ‘A<shu>r ini menjadikan maqa>s}id tidak 

hanya menjadi nilai-nilai yang memuat Fiqh dan Us}u>l Fiqh, akan tetapi 

menjadikannya sebagai pendekatan atau metode dalam penggalian hukum 

Islam kontemporer. Hal inilah yang mengilhami Jasser Auda untuk semakin 

memutakhirkan kajian maqa>s}id menjadi sebuah sistem. 

Rekonstruksi yang telah dilakukan oleh Ibnu ‘A<shu>r dalam 

maqa>s}id ini, mulai dari menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri, yang 

lengkap secara konsep, metodologi, dan prinsip, hingga pemutakhiran 

cangkupan maqa>s}id menjadi lebih luas dan komprehensif adalah bentuk 

keseriusannya dalam mengembangkan maqa>s}id al-shari>’ah. 

Kehadiran Ibnu ‘A<shu>r pada panggung kontemporerisasi maqa>s}id 

berhasil menghidupkan kembali kajian maqa>s}id yang telah lebih dari 

delapan abad mengalami kejumudan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya ia 

dijuluki sebagai pilar ketiga dalam dinamika perkembangan Maqa>s}id al-

Shari>’ah, setelah al-Ghaza>li> dan al-Sha>t}ibi>.36 

Sepeninggal Ibnu ‘A<shu>r, ilmu maqa>s}id al-sha>ri’ah dikembangkan 

menjadi sebuah pendekatan yang lebih operasional. Di antara tokoh yang 

mengembangkannya adalah al-Raishu>ni>, Jama>l al-Di>n al-‘At}iyyah, dan 

Jasser Auda.37 

                                                           
35

‘A<shu>r,  Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 273. 
36

Mawardi, Fiqh Minoritas..., 195. 
37Ibid., 200. 
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Peta sejarah perkembangan maqa>s}id di atas mirip dengan tipologi 

yang dibuat oleh Muh}ammad H{usain. Ia menceritakan perkembangan 

maqa>s}id menjadi tiga fase, yakni fase pertumbuhan pemikiran maqa>s}id, 

yang berkisar pada 320 H hingga 403; fase kemunculan maqa>s}id, pada 

tahun 478-771M; dan fase perkembangan, pada tahun 771-790 M.38
 Akan 

tetapi, yang menjadi pembeda antara fase pertama dan kedua pada tipologi 

di atas mengacu pada ada tidaknya karya tulis yang dihasilkan oleh pemikir 

maqa>s}id. Selain itu, cangkupan pada fase keempat memiliki jangkauan 

waktu yang lebih luas dibanding dengan fase perkembangan menurut 

H{usain.  

3. Maqa>s}id Sebagai Metodologi Pendekatan Penafsiran Alquran 

Eksistensi maqa>s}id al-shari>’ah sebagai sebuah metode penggalian 

hukum dalam persoalan kontemporer meniscayakan lahirnya penafsiran-

penafsiran ayat hukum bercorak maqa>s}idi>. Persinggungan maqa>s}id dengan 

penafsiran Alquran ini adalah karena keduanya memiliki kecenderungan yang 

hampir sama. Maqa>s}id, secara sederhana, adalah upaya pemeliharaan pesan-

pesan universal Alquran agar dapat selalu menjawab persoalan masyarakat 

yang beragam. Sedangkan, tafsir Alquran adalah suatu perangkat metodologis 

yang berfungsi untuk menginterpretasikan pesan dalam Alquran agar dapat 

memberikan petunjuk kepada manusia.39 Sehingga, jika maqa>s}id dewasa ini, 

                                                           
38

Muh}ammad H{usain, ‚al-Tanz}i>r al-Maqa>s}idi> ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r fi> 

Kita>bihi> Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah‛ (Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktoral 

Jurusan Studi Islam Universitas al-Jazair, 2005), 93-94. 
39

Kusmana, ‚Epistemologi Tafsir Maqa>s}idi‛, Mutawatir, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2016), 208. 
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40 

 

menjadi metodologi, sudah barang tentu ia dapat dielaborasi dalam ranah 

penafsiran Alquran sebagai suatu pendekatan yang lebih fleksibel. 

Tafsir maqa>s}idi> sebagai pendekatan penafsiran Alquran bermula dari 

pengembangan dua teori nuzu>l al-Qur‘a>n yang saling bertentangan. Pertama, 

al-‘ibrah bi ‘umu>m al-lafz}i la> bi al-khus}u>s} al-sabab yang berorientasi pada 

keumuman lafaz}, tidak pada kekhususan sebab. Model penafsiran demikian ini 

merupakan tafsir tekstualis, yang hanya mengedepankan telaah teks Alquran 

dengan ilmu linguistik, sehingga dapat menyebabkan terabaikannya h}ikmah al-

tashri>’ yang terkandung di dalamnya.40
 Sedangkan pendapat kedua, yakni al-

‘ibrah bi al-khus}u>s} al-sabab la> bi ‘umu>m al-lafz}i, mematok pemahaman teks 

berdasarkan kekhususan sebab, sehingga mendistorsi pemberlakuan ayat pada 

konteks saat ini.41
 Sementara, untuk mengkontekstualisasikannya harus melalui 

kias,42 dan oleh karena itu, akan menghasilkan penafsiran yang kaku, karena 

berpotensi terjebak oleh syarat kias yang ketat. Hingga pada masa selanjutnya, 

mucul pendekatan baru, yakni al-‘ibrah bi maqa>s}id al-shari>’ah, Sebagai sintesa 

kreatif dari keduanya.43 

Pendekatan maqa>s}id dalam ranah tafsir dapat dilacak dari berbagai 

penelitian yang di antaranya adalah Disertasi dari Universitas Muhammad V 

oleh Nu>r al-Di>n Qira>t}, yang berjudul al-Tafsi>r al-Maqa>s}idi> ‘inda ‘Ulama>’ al-

Maghribi>. Tidak berhenti di situ, seorang profesor dari Universitas 

                                                           
40

M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 242. 
41

Fatimatuz Zahro‟, “Pendekatan Tafsir Maqa>s}idi> Ibn ‘A<shu>r (Studi Kasus atas Ayat-ayat H{ifz} al-
‘Aql)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2018), 30. 
42

‘Abd ‘al-‘Az}i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabiyyah, 1995), Vol. 1, 

125. 
43

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2010), 64. 
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Qarawiyyu>n, Jala>l al Marini> menghidangkan pembahasan seputar tafsir 

maqa>s}idi> secara khusus dalam sebuah buku yang berjudul D{awa>bit} al-Tafsi>r 

al-Maqa>s}idi> li al-Qura‘ >n al-Kari>m. Selain itu, H{asan Yas}fu>’, dosen senior di 

Uiniversitas Oujda Maroko juga memiliki karya berjudul al-Murtakaza>t al-

Maqa>s}idiyyah fi> Tafsi>r al-Nas}s} al-Di>n.44 

Dalam rangka mempopulerkan pendekatan tafsir maqa>s}idi>, para 

akademisi, kaum intelektual, dan komunitas ulama Maroko bekerjasama untuk 

menyelenggarakan simposium ilmiah internasional di Universitas al-Bala>gh al-

Thaqa>fi> Oujda, Maroko pada tanggal 18 hingga 20 April 2007, dengan 

mengusung tema al-Qira>‘at al-Jadi>dah li al-Qur‘a>n al-Kari>m (Metode 

Alternatif Penafsiran Alquran). Kegiatan ilmiah ini mendiskusikan secara 

intens mengenai pendekatan tafsir maqa>s}idi>.45 Berawal kegiatan inilah, tafsir 

maqa>s}idi> mulai dikenal di seluruh dunia. 

Di Indonesia sendiri telah diselenggarakan berbagai forum diskusi 

ilmiah untuk menyambut gagasan tafsir maqa>s}idi> ini. Di antaranya, 

diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, pada 26 Mei 2015, dalam forum seminar dengan judul 

‚Pendekatan Maqashid Syari’ah terhadap Penafsiran Alquran‛.46
 Disusul oleh 

Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mengadakan 

                                                           
44

Umayah, “Tafsir Maqashidi, Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur‟an”, Diya al-Afkar, 

Vol. 4 No. 1 (Juni 2016), 42. 
45

Ibid., 43. 
46

Mufti Hasan, “Penafsiran al-Quran Berbasis Maqa>s}id Asy-Syari>’ah (Studi Ayat-ayat Persaksian 

dan Perkawinan Beda Agama”, (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN 

Walisongo, 2018), 40. 
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Diskusi Publik dengan tema ‚Tafsir Maqashidi sebagai Respons terhadap 

Politisasi Alquran‛, pada 9 Mei 2017.47 

Seperjalanan dengan itu, terdapat beberapa ulama yang telah 

mendefinisikan tafsir maqa>s}idi> dengan batasan istilah. Was}fi> ‘A<shu>r Abu> Zaid 

mengartikannya dengan: 

ا أو لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القرآن الكريم كلي
 48جزئيا مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد.

Corak penafsiran yang berorientasi pada pengungkapan makna dan tujuan 

dalam Alquran, baik yang berlaku secara universal maupun parsial, serta menjelaskan 

upaya realisasi kemaslahatan umat di dalamnya. 

  

Sementara itu, Radwan Jamal al-Atrash dan Nashwan ‘Abd al-Khali>d 

Qaid mendefinisikannya dengan: 

نوع من التفسير الذي يبحث في معاني ألفاظ القرآن الكريم وتوسيع دلالاتها اللغوية مع بيان الحكم 
  49والغايات التي أنزل من أجلها الأحكام.

 Salah satu macam dari penafsiran yang dihasilkan dari elaborasi makna-teks 

Alquran dan perluasan petunjuk kebahasaannya beserta penjelasan mengenai hikmah-

hikmah dan tujuan yang tersimpan dalam teks tersebut. 

 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tafsir maqa>s}idi> 

merupakan salah satu pendekatan penafsiran yang berupaya untuk menggali 

makna teks dengan menggunakan maslahat sebagai basis dan tujuan 

penafsiran, melalui analisis bahasa dan data empiris. Dengan demikian, tafsir 

maqa>s}idi> dapat dikategorikan sebagai bagian dari corak tafsir bi al-ra’yi>, yang 

                                                           
47

Dokumentasi penulis dalam forum diskusi publik “Tafsir Maqashidi sebagai Respons terhadap 

Politisasi Alquran”, pada Selasa, 9 Mei 2016 di Gedung SAC UIN Sunan Ampel Surabaya.  
48

Was}fi> ‘A<shu>r Abu> Zaid, al-Tafsi>r al-Maqa>s}idi> li Suwar Alquran al-Kari>m, (t.k.: Maktabah al-

Alu>kah, 2013), 7; Mufti Hasan, ‚Tafsir Maqa>s}idi>: Penafsiran Alquran Berbasis Maqa>s}id al-

Shari>’ah‛, Maghza, Vol. 2 No. 4 (Juli-Desember 2017), 19.Makalah disampaikan pada seminar 

yang diselenggarakan oleh Fakultas  Ushuluddin Universitas al-‘Ami>r ‘Abd al-Qadi>r Aljazair 

pada 4-5 Desember 2013, dengan tema ‚fahm al-Qura>‘n baina al-Nas}s} wa al-Wa>qi’‛ 
49

Radwan Jamal al-Atrash dan Nashwan ‘Abd al-Khali>d Qaid, “al-Jadhu>r al-Ta>ri>khiyyah li al-

Tafsi>r al-Maqa>s}idi> li al-Qur‘a>n al-Kari>m‛, Majallah al-Isla>m fi> A<siya> (Maret 2011), 197. 
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dibangun atas sumber ‘aqli> dan naqli>, serta memperluas validasi akal, baik 

menggunakan pengukuran rasional ataupun data empiris.  

Dalam kaitannya dengan pendekatan maqa>s}id al-shari>’ah pada ranah 

tafsir, perlu ditampilkan bagaimana konstruksi pendekatan tersebut dalam 

pemikiran para mufassir. Di antara tokoh mufassir yang menggunakan 

pendekatan maqa>s}idi adalah Rashi>d Rid}a>, Muh}ammad „Abduh, dan Ibnu 

‘A<shu>r.  

Muh}ammad „Abduh50 (1848-1905) memiliki kekhasan dalam 

paradigma penafsirannya berupa rasionalisasi agama berbabis kemanfaatan. 

Sekalipun ia tidak memiliki bangunan idependen terkait teori Us}u>l Fiqh, tetapi 

ia sangat mempertimbangkan asas manfaat dalam merumuskan suatu teks. 

Sementara itu, asas manfaat yang  menjadi titik pertimbangan ini memiliki 

beberapa bentuk, berupa mas}lah}ah/istis}la>h}51, istis}h}a>b52
, dan istih}sa>n.

53 Ketiga 

terminologi ini dalam bidang Ushul Fiqih, menjadi bagian dari kinerja akal, 

yang mana dalam proses pencapainnya, memerlukan peran maqa>s}id sebagai 

pertimbangan manfaat yang hendak dicapai. 

                                                           
50

Ia bernama lengkap Muh}ammad bin ‘Abduh bin H{asan Khair Allah. Seorang tokoh reformis asal 

Mesir yang hidup pada akhir abad 18 M, hingga  awal abad 19 M. Pembaruan yang ia sorot ada 

pada bidang kegamaan, pendidikan, dan politik. Lihat: Ninik Nur ‘Afiyah, ‚Pemikiran 

Muh}ammad ‘Abduh tentang Pendidikan Islam‛, Akademika, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2014). 
51

Maslahat (maslahat mursalah dalam terminologi ushul fiqh) adalah maslahat yang tidak ada 

legiitimasi dari syara’ atau tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan pemberlakuanya atau tidak. 

Lihat: ‘Abd al-Wahha>b Khala>f, ‘Ilm al-Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Isla>miyyah, 

t.t.), 84. 
52Istis}h}a>b Adalah melanggengkan legitimasi hukum yang telah ada, hingga muncul dalil untuk 

merubahnya. Misalnya, tetapnya hukum hidup bagi orang yang hilang sampai teridentifikasi 

kewafatannya. Lihat: Khala>f, ‘Ilm al-Us}u>l..., 91.  
53Istih}sa>n Adalah memilih kias kha>fi> dan meninggalkan kias ja>lI>, atau mendahulukan hukum 

minoritas atas hukum mayoritas, karena pertimbangan kemanfaatan. Misalnya, memilih kias 

wakaf dengan akad persewaan, daripada mengkiaskannya dengan jual beli dalam permasalahan 

wakaf ladang persawahan. Lihat: Khala>f, ‘Ilm al-Us}u>l..., 79-80. 
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Elaborasi pemikiran rasional yang dilakukan „Abduh dalam 

menafsirkan Alquran tidak membuatnya berat sebelah dalam menakar 

pemikirannya ketika menafsirkan teks. Ia sangat hati-hati dalam 

menginventarisir manfaat agar tidak berbenturan tengan Alquran. Lebih jauh 

lagi, „Abduh membagi pemikiran keagamaan menjadi dua hal, yaitu akidah dan 

muamalat. Pada bagian kedua inilah „Abduh memberikan ruang yang dinamis 

untuk akal dalam merumuskan syariat yang selalu berkembang. Sedangkan, 

dalam bidang akidah, ia menjadikannya sebagai sesuatu yang tetap.54 

Paradigma rasional „Abduh, dengan memasukkan unsur manfaat dan 

kemaslahatan sebagaimana yang telah dijelaskan, sesungguhnya merupakan 

kelanjutan teori maqa>s}id al-Sha>t}ibi>, yang juga turut mengedepankan maslahat 

dalam teori maqa>s}idnya.55
 Menurut „Abduh, Maslahat adalah suatu 

pertimbangan yang dilakukan oleh akal ketika berdialog dengan teks Alquran. 

Di satu sisi, ia bekerjasaman dengan teks dengan baik, dan di sini lain bekerja 

sendiri dalam menentukan yang baik untuk masyarakat atau sebaliknya. 

Kinerja Istih}sa>n dan Istis}la>h} yang dilakukan „Abduh ini adalah suatu 

bentuk aplikasi maqa>s}id al-shari>’ah dalam menafsirkan ayat. Dengan kedua 

cara ini, Pesan Alquran akan dapat tersampaikan kepada manusia dengan lebih 

mendekati objektif, sehingga mudah diterima dan dipraktikkan.  

Dasar pemikiran rasional berbasis kemaslahatan „Abduh ini kemudian 

diteruskan oleh muridnya, Rashi>d Rid}a>. Ia mendefinisian maqa>s}id sebagai 

                                                           
54

Kusmana, Epistemologi Tafsir..., 211. 
55Ibid., 211. 
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tujuan untuk menggapai maksud tertentu dan menjadikannya sebagai salah satu 

kriteria seorang mujtahid.  

Rid}a> menyebutkan bahwa maqa>s}id adalah suatu hasil perenungan atas 

Alquran, hadis, kias, dan sumber hukum lainnnnya, yang kemudian digunakan 

untuk merumuskan hukum yang sama sekali belum disebut di dalamnya. Oleh 

karena itu, selain menguasai makna Alquran, hadis, situasi serta adat 

masyarakat, Maqa>s}id al-shari>’ah juga harus benar-benar dipahami oleh 

mujtahid, agar keputusan-keputusannya –khususnya dalam hal muamalat- 

dapat memenuhi kemaslahatan manusia, dengan dasar menolak 

kerugian/kerusakan dan menggapai kemaslahatan (dar’ al-mafa>sid wa jalb al-

mas}a>lih}).56 

Rid}a> menformulasikan maslahat atas tujuh pertimbangan. Pertama, 

penelusuran bentuk murni Islam dalam Alquran, hadis, dan konsensus para 

sahabat. Kedua, Memposisikan Alquran sebagai tendensi utama Islam. Ketiga, 

Hadis Nabi yang berkaitan dengan ‘ubu>diyyah bersifat statis, sedangkan yang 

lainnya bersifat dinamis. Keempat, Sebagia konsekuensi dari persoalan 

mengenai ibadah, maka Tuhan telah  menyempurnakannya, sehingga tidak 

boleh diubah sampai kapanpun. Sedangkan muamalat, Tuhan hanya 

menyebutkan prinsip-prinsip dasarnya, sehingga manusia harus selalu 

mengembangkan sendiri, sesuai dengan dinamika zaman. Kelima, 

mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan duniawi.57
 

                                                           
56

Muh}ammad Rashi>d Rid}a>, Muh}a>wara>t al-Mus}lih} wa al-Muqallid wa al-Wih}dah al-Isla>miyyah 

(Mesir: Da>r al-Nashr li al-Ja>mi’ah, 2008), 127. 
57

Muh}ammad Rashi>d Rid}a>, al-Wah}y al-Muh}ammadi> (Kairo: Muassisah al-‘Izz al-Di>n, 2008), 287. 
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Keenam, Sekularisasi Hukum Islam tidak dilegalkan karena prinsip 

universalitasnya bagi setiap adat dan tradisi. Ketujuh, konsensus selain sahabat 

tidak dapat dijadikan landasan, karena cenderung salah dalam menyimpulkan 

hukum.58 Ketujuh pertimbangan ini, ia tawarkan untuk merumuskan hukum 

yang moderat, di tengah ekstemitas pemikir tradisionalis dan sekularis. 

Dalam Fiqh al-Muh}ammadi>, Rashi>d Rid}a> mengungkap secara 

komprehensif mengenai berbagai tujuan dalam Alquran. Terdapat 10 poin yang 

ia rumuskan. Salah satunya adalah hadirnya Islam sebagai agama yang suci, 

rasional, penuh hikmah, bebas, dan merdeka.59 Ia juga menampilkan prinsip 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, legalitas perempuan untuk berdiri di 

panggung perpolitikan, bisnis, pendidikan, dan berhak atas kepemilikan.60
  

Munculnya para pemikir muslim yang kembali menggaungkan kajian 

tentang maqa>s}id al-shari>ah merupakan suatu bentuk renspons untuk 

menghadapi modernitas Barat. Diskursus pembaruan maqa>s}id semakin 

membahana ketika mendapat dukungan secara intens dari International 

Institute of Islamic Thought (IIIT). Melalui lembaga ini, karya-karya para 

maqa>s}idiyyun dialihbahasakan serta diberi fasilitas penerbitan karya. 

Selain dua tokoh yang telah disebutkan sebelumnya, di Tunisia 

muncul Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r.61
 Ia adalah pilar ketiga dalam bidang 

                                                           
58

Kusmana, Epistemologi Tafsir..., 215. 
59

Rid}a>, al-Wah}y al-Muh}ammadi>..., 258. 
60Ibid., 334-335. 
61

Ibnu ‘A<shu>r adalah seorang penafsir sekaligus pakar maqa>s}id al-shari>’ah asal Tunisia. Ia 

merupakan putra dari Muh}ammad bin ‘A<shu>r, ketua Majelis Perwakafan dan Fat}i>mah binti 

Muh}ammad ‘Azi>z al-Bu’a>tu>r. Pada masa itu, Tunisia sedang dijajah oleh Prancis, sehingga 

menyebabkan perang budaya lokal dengan penjajah. Dari situlah Ibnu ‘A<shu>r termotivasi untuk 

menegakkan kemaslahatan masyarakat Tunisia dan melakukan pembaruan di berbagai bidang. 
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maqa>s}id. Banyak sekali kontribusi Ibnu ‘A<shu>r dalam mengembangkan 

maqa>s}id al-shari>’ah. Ia mendialogkan maqa>s}id dalam tujuan, hasil, dan 

kerangka yang jauh berbeda dengan pendahulunya, yang pada umumnya 

memposisiskan maqa>s}id sebagai peranti ilmiah dalam menyibak hikmah dalam 

hukum.62
 Pemikiran Ibnu ‘A<shur ini kemudian melahirkan beberapa pemikiran 

tokoh yang senafas dengannya, yaitu, Muh}ammad al-Ghaza>li>, ‘Ala>l al-Fa>si>, 

Muh}ammad Sa’i>d al-Ashmawi>, Jasser Auda, dan lain sebagainya.  

Yang membuat Ibnu ‘A<shu>r berbeda dengan pemikir sebelumnnya –

tokoh maqa>s}id pra al-Sha>t}ibi>- adalah karena ia memasukkan logika dan filsafat 

ke dalam kerangka Pikiran. Menurutnya, sudah saatnya, paradigma tradisional 

direkonstruksi demi fleksibilitasnya dengan dinamika zaman.63
  

Ibnu ‘A<shu>r menganggap maqa>s}id, pada masa lalu tidak dapat 

menjadi pijakan lagi sekarang, karena terjebaknya Us}u>l Fiqh pada persoalan 

teknis.  Sehingga menimbulkan ketidakpastian maqa>s}id itu sendiri, dan 

menjadi kurang efektif untuk menjawab persoalan masa kini.64 Rekonstruksi 

maqa>s}id yang digagas oleh Ibnu ‘A<shu>r di antaranya adalah menciptakan 

dasar-dasar maqa>s}id al-shari>’ah, membahas maqa>s}id dari sisi ontologis dan 

membaginya ke dalam maqa>s}id al-‘a>mmah dan al-kha>s}s}ah, serta aplikasi 

maqa>s}id di bidang muamalat.65
 

                                                                                                                                                               
Lihat: Balqa>sim al-Gha>li>, Syaikh al-Ja>mi’ al-A’z}am Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r: H{aya>tuhu> wa 
Atha>ruhu> (Beirut: Da>r ibn H{azm, 1996), 17. 
62

Kusmana, Epistemologi Tafsir..., 219. 
63Ibid., 221. 
64

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 83-251. 
65

Kusmana, Epistemologi Tafsir..., 223. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

48 

 

Dalam pengembangan maqa>s}id, Ibnu ‘A<shu>r menemukan tiga poin 

yang sangat penting. Pertama, bahwa mayoritas Alquran dan hadis dapat 

dirasionalkan, serta maqa>s}id yang terkandung di dalamnya bersifat rasional. 

Ayat-ayat yang berimplikasi pada hukum peribadatan (ta’abbudi>) sangat 

sedikit. Kedua, Ibnu ‘A<shur cenderung mengambil langkah moderasi dalam 

menentukan maqa>s}id al-shari>’ah. Hal ini karena, moderasi dianggap sebagai 

tujuan maqa>s}id yang paling krusial. Misalnya, nilai kesetaan (al-musa>wah), 

toleransi (al-sama>h}ah}), kebebasan (al-h}urriyyah), dan perdamaian umat.66 

Ketiga, ia menggunakan metode observasi dan deduksi dalam menggali 

maqa>s}id al-shari>’ah. 

       Ibnu ‘A<shu>r merumuskan tafsir maqa>s}idi sebagai ilmu yang 

digunakan untuk menggali makna dalam teks Alquran serta apapun yang 

diderivasi dari teks tersebut, baik secara ringkas atau mendetail, agar dapat 

mencapai tujuan-tujuan agama yang merupakan maksud diturunkannya 

Alquran. Fitrah tafsir sebagai ilmu untuk menggali pesan Tuhan agar dapat 

dipahami oleh manusia serta memberi petunjuk atas persoalan yang dihadapi 

tentunya memiliki metode, prinsip, dan paradigma yang rasional dan objektif. 

Di sinilah letak konstruksi pemikiran Ibnu ‘A<shu>r dalam menafsirkan Alquran. 

Ia mendekati teks Alquran dengan menggunakan pendekatan rasional.67 Di 

samping itu, penafsiran Ibnu ‘A<shu>r juga diwarnai oleh corak kebahasaan, 

karena bahasa memiliki peran yang sangat penting terhadap ijtihadnya dalam 

                                                           
66

Ibnu ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 91-103. 
67

Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r (Tunisia: Da>r al-Tunisiyyah li al-Nashr, 

1984), Vol. 1, 39-40. 
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menafsirkan ayat, yang salah satunya ialah memberikan sentuhan tafsir isha>ri> 

yang memposisikan Alquran sebagai pertimbangan dan tanda maqa>s}id al-

shari>’ah.68 

Teks dan maqa>s}id diletakkan sejajar oleh Ibnu ‘A<shu>r, lalu 

didialogkan dengan realitas kekinian, agar dapat mencapai konsep keagamaan 

yang humanis dan dinamis untuk kemaslahatan umat.69 Ibnu ‘A<shu>r 

menjadikan maqa>s}id al-shari>’ah sebagai pendekatan dalam penafsiran adalah 

untuk merealisasikan tafsir sebagai jalan yang dapat memperbaiki kondisi 

masyarakat baik dalam sudut pandang individu, peradabannya, maupun 

sosial.70
  

Aplikasi pendekatan maqa>s}idi> dalam penafsiran Ibnu ‘A<shu>r adalah 

dengan meletakkan tujuan tafsir sebagai perbaikan bagi manusia, baik dari 

sudut peradabannya, sosial, ataupun individu.71 Caranya, dengan mencari 

makna yang tepat dan dapat memberi petunjuk bagi akal yang baru. 

Pendekatan ini ia dedikasikan dalam rangka mengungkap hikmah, ‘illat, dan 

makna teks, yang sesuai dengan maqsud al-sha>ri’ dengan metode deduktif 

(kebahasaan) dan induktif (penelusuran relevansi teks dengan konteks).72 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68Ibid., 36. 
69

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 40. 
70

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., 38. 
71Ibid., 38. 
72

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., 39.  
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B. Tafsir ayat Gender Antara Pro dan Kontra 

1. Gender dan Budaya Patriarki 

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih memicu masalah 

yang krusial, khususnya tentang perannya dalam masyarakat. Adanya faktor 

perbedaan biologis di antara keduanya mengakibatkan distingsi (pembedaan) 

antara laki-laki dan perempuan dalam kiprah sosial.73 Konsep budaya yang 

membedakan laki-laki dan perempuan dalam mentalitas, peran sosial, perilaku, 

dan karakter emosional inilah yang disebut dengan gender.74
 

Terdapat dua teori, nature dan nurture dalam dua perbedaan yang 

merupakan sebab akibat di atas. Jenis kelamin merupakan bentukan dari teori 

nature (alamiah dari Tuhan), sedangkan gender merupakan bentuk dari teori 

nurture, karena ia tumbuh dari dialektika perbedaan jenis kelamin dengan 

konstruk sosial.75 Inilah yang kemudian memunculkan maskulinitas dan 

feminimitas pada diri seseorang, yang kemudian membentuk suatu budaya. 

Dalam budaya patrirkhi, peran laki-laki dinilai lebih unggul dari 

perempuan. Maskulinitas yang dinisbatkan kepadanya memberi ruang lebar 

untuk menguasai kekuatan dasar atau menjadi pemimpin daripada perempuan. 

Wewenang ini sudah diberikan kepada laki-laki, bahkan semenjak ia lahir dan 

belum memilih mana lingkungan sosial yang memadai untuknya, hingga 

tindakan ini dilakukan secara continue dan pada akhirnya membudaya.  

                                                           
73

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran (Paramadina: Jakarta, 2001), 1. 
74

Siti Homzah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender”, dalam Kekerasan 

Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, ed. 

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 2.  
75

Umar, Argumen Kesetaraan..., 305.  
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Budaya ini cukup tahan lama dengan adanya struktur sosial yang 

mendukung, misalnya negara, keluarga, pendidikan, politik, dan agama. 

Struktur yang mendukung inilah kemudian membuat sifat superioritas pada diri 

laki-laki, dan sebagai akibatnya, perempuan merasa dimarjinalkan. 

Pada ruang lingkup domestik, nilai patriarki yang menjadi refleksi 

agama, sosial, dan budaya tersebut memberikan tekanan terhadap keluarga 

untuk menonjolkan peran laki-laki. Artinya, dalam mewujudkan stabilitas 

keluarga yang baik, maka laki-laki harus menjadi peran utama, sedangkan istri 

berada di belakang. Sebagai akibatnya, hak perempuan mengalami 

diskriminasi, baik dari sisi psikologi atau fisik.  

Pada ruang lingkup publik, budaya patriarki memunculkan pandangan 

bahwa perempuan itu lemah dan rendahan.76
 Perannya di lingkup publik sangat 

dibatasi, serta hak-haknya dikekang.  

2. Diskursus Kesetaraan Gender dalam Alquran  

Alquran sebagai sumber primer bagi seluruh umat Islam menjunjung 

tinggi harkat dan martabat perempuan. Terbukti dengan banyaknya ayat yang 

mengandung prinsip kesetaraan gender. Di antaranya adalah bahwa kedudukan 

laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi hamba di hadapan Tuhan, 

sebagaimana ayat ke-56 dalam surat Az-Z{a>riya>t: 

 ﴾٦٥﴿ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku.
77

 

                                                           
76

Homzah, “Kekerasan Terhadap..., 4.  
77

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Quran, 1999), 523. 
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Laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang hamba, 

memiliki posisi yang sepadan. Mereka sama-sama berkesempatan untuk 

menjadi hamba yang ideal dengan cara menanamkan ketakwaan. Untuk 

mencapai derajat hamba yan bertakwa ini, keragaman budaya, jenis kelamin, 

dan suku tidak menjadi pertimbangan, akan tetapi, seberapa besara 

kepatuhannya terhadap perintah Tuhan dan menjauhi semua laranganya. 

Kekhususan laki-laki yang diberikan Tuhan yang berupa menjadi 

kepala rumah tangga (al-Baqarah ayat 228), saksi yang mumpuni, poligami 

bagi yang telah memenuhi kriteria (an-Nisa>’ ayat 3), serta hak waris dua kali 

lipat dari perempuan (an-Nisa>’ ayat 11), hanyalah kelebihan yang diberikan 

dalam kapasitasnya sebagai individu yang lebih tinggi derajatnya pada masa 

ayat tersebut diturunkan. 

Sementara itu, sebagai apresiasi ketakwaan, antara laki-laki dan 

perempuan diberikan kadar yang sama, sesuai dengan tingkat ketakwaan 

mereka. Sebagimana dalam surat An-Nah}l ayat 97: 

 ﴾٩۷من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة... ﴿
Barangsiapa mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik.
78

 

Kedua, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dimandatkan 

menjadi khalifah di bumi (khali>fah al-ard}). Pernyataan ini termaktub dalam 

surat Al-An’a>m ayat 165: 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع 
 ﴾٥٥٦العقاب وإنه لغفور رحيم ﴿

                                                           
78

Ibid., 278. 
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Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa di bumi, dan mengangkat 

meninggikan derajat sebagian kalian atas sebagian yang lain untuk mengijimu tentang 

apa yang telah diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya, Tuhanmu amat cepat 

siksaNya, dan sesungguhnya, Ia Maha Pengasih lagi Penyayang.
79

 

Redaksi khali>fah dalam ayat di atas merupakan kalimat isim yang 

mencangkup seluruh jenis manusia secara umum. Sehingga, masuk di 

dalamnya laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, fungsi menjadi khalifah di 

bumi dibebankan oleh keduanya dengan tanggungjawab yang sama, yakni 

sebagai hamba Allah.
80 

Ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki potensi sama untuk meraih 

prestasi. Tedapat empat ayat tentang kesamaan peluang laki-laki dan 

perempuan dalam meraih prestasi, yaitu, pada surat A<li „Imra>n ayat 195; an-

Nisa>’ ayat 124; al-Nah}l ayat 97; dan Gha>fir ayat 40. 

 ﴾٥٩٦فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض...﴿
Maka, Tuhan mereka memperkenankan (permohonannya), dengan berfirman: 

“Sesungguhnya, Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang berada di antara 

kalian, baik lelaki mapun perempuan, karena sebagian kalian adalah keturunan dari 

sebagian yang lain”...
81

 

Ayat-ayat di atas memberi isyarat bahwa antara laki-laki dan 

perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meraih prestasi, baik 

dalam karir profesioal atau spiritual. Dengan demikian, Alquran sama sekali 

tidak mngunggulkan laki-laki untuk memiliki potensi lebih besar daripada 

perempuan. Akan tetapi, bila realitas menunjukkan monopoli laki-laki, maka 

hal tersebut terjadi karena minimnya pemahaman mereka terhadap prinsip 

                                                           
79

Ibid., 150. 
80

Umar, Argumen Kesetaraan..., 253.  
81

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 76. 
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kesetaraan dalam Alquran. Selain itu, nilai patriarki yang sudah membudaya 

juga semakin memperparah pemahaman mereka.
82

 

Prinsip-prinsip kesetaraan dalam Alquran yang telah dijelaskan di atas 

merupakan salah satu tujuan Alquran yang mengusung keadilan bagi seluruh 

umat manusia. Dengan tanpa mempertimbangkan ragam suku, tradisi, budaya, 

kepercayaan, etnis, dan sebagainya, Alquran tetap dapat mengakomodirnya 

dalam bingkai keadilan. Seandainya terdapat penafsiran yang mengandung 

unsur diskriminasi atau subordinasi terhadap salah satu pihak, maka tafsir 

tersebut layak untuk dikritisi.  

3. Pandangan Tokoh Liberalis dan Konservatif terhadap Ayat Gender 

Budaya patriarki yang berdampak pada ketimpangan gender laki-laki 

dan perempuan merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan bertentangan 

dengan Islam. Oleh karena itu, ketika banyak penafsiran yang melegitimasi 

superioritas laki-laki atas perempuan, maka hal ini akan meniscayakan gejolak 

sosial, seakan agama menklaim bahwa perempuan menjadi the second 

priority.83 

Di era kontemporer ini kemudian bermunculan sarjana muslim, baik 

dari Barat maupun Timur, yang berupaya untuk mendekonstruksi pemahaman 

gender dalam sudut pandang agama. Di antaranya adalah Amina Wadud 

                                                           
82

Umar, Argumen Kesetaraan..., 265.  
83

Nasaruddin Umar, “Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Jender”, dalam 

Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender, ed. Sri Suhandjati Sukri (Yogyakarta: Gama 

Media, 2002), 3. 
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Muhsin, yang merupakan aktivis dan praktisi gender berbangsa Afro-

Amerika.84 

Sebagaimana wanita modern yang hidup dan belajar di peradaban 

yang maju, serta menekuni kajian feminisme, Wadud menolak anggapan 

bahwa wanita berada di bawah laki-laki. Akan tetapi, ia juga tidak sepenuhnya 

menyamaratakan keduanya di segala bidang. Menurutnya, tidak ada perbedaan 

esensial antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin pada penciptaan, 

kapasitas, fungsi dalam ranah sosial, dan derajat ketaatannya dalam 

beragama.85
 Sekalipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam hal 

anatomi, tidak menunjukkan perbedaan pada hakikatnya. 

Seorang liberalis ini menyarankan untuk mengganti paradigma baru 

dalam penafsiran ayat-ayat sensitif gender. Bila semula, penafsiran disusun 

berdasarkan metodologi tah}li>li> -sehingga, menurutnya menghasilkan tafsir 

yang parsial- maka, perlu dimunculkan penafsiran yang holistik, komprehensif, 

dan menyeluruh. Sementara itu, sudah seharusnya ayat-ayat sensitif gender ini 

diinterpretasikan dalam sudut pandang perempuan. Hal ini karena, perempuan 

lebih memahami bagaimana dirinya dalam kapasitasnya sebagai figur sosial 

dan individu. Dengan ini, diharapkan penafsiran yang dilakukan mayoritas 

mufassir klasik yang didominasi oleh kaum laki-laki, yang dianggap Wadud 

merugikan perempuan, akan tergantikan dengan paradigma ini. 

                                                           
84

Mutrofin, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan”, Teosofi, Vol. 

3 No. 1 (Juni, 2013), 237. 
85

Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan (Membaca Kembali Kitab Suci dengan 

Semangat Keadilan), ter. Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 25. 
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Bila menelaah pandangan Wadud mengenai ayat gender, maka akan 

teridendifikasi penafsiran bernafaskan liberal. Misalnya, ia dengan tegas 

menolak poligami. Ada tiga alasan yang membuatnya tidak setuju dengan 

praktik poligami. Pertama, kebutuhan finansial yang tidak lagi dominan di 

kalangan wanita saat ini, karena mereka telah dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri tanpa membebani laki-laki. Kedua, kemandulan perempuan tidak 

relevan digunakan sebagai alasan untuk melegalkan praktik poligami, karena 

menurut Wadud, solusi yang paling tepat adalah mengadopsi anak-anak yatim 

muslim atau pun non-muslim dari daerah yang sedang perang dan porak 

poranda. Ketiga, Amina Wadud mengklaim bahwa tidak ada argumen 

tendensius, baik dari Alquran ataupun hadis, yang menunjukkan legalitas 

poligami, dan juga jelas-jelas tidak Qur‘a>ni> karena membiarkan laki-laki 

seenaknya mengumbar nasfu.86 Begitupun dalam persoalan hijab shar’i>, Wadud 

tidak sepakat terhadap model berbusana ala Arab, yang menutup seluruh 

tubuhnya, karena berbenturan dengan spirit kebebasan.  

Lain halnya dengan Amina Wadud, al-Mutawalli> al-Sha’rawi>, salah 

satu tokoh kontemporer dari Mesir yang masih konsisten pada pandangan 

ulama klasik. Ia melegalkan praktik poligami atas dasar kebutuhan. Artinya, 

jika keadaan menunjukkan kebutuhan untuk berpoligami, maka diperbolehkan. 

al-Sha’rawi> juga menyatakan bahwa suami tidak boleh sengaja untuk 

mencondongkan hatinya kepada salah satu istri. Ia juga kembali menegaskan, 

suami yang hendak poligami tidak boleh merasa khawatir akan berbuat zalim 

                                                           
86

Irsyadunnas, “Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadanmer”, 

Musa>wa, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2015), 137. 
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kepada istri-istrinya, kecuali perasaan naluriah yang benar-benar berdasar dari 

hati, tidak atas unsur kesengajaan.87 Dalam persoalan hijab shar’i>, al-Sha’rawi> 

juga terkesan kaku. Ia mewajibkan perempuan untuk mengenakannya, karena 

hanya dengan itu perempuan dapat terlindungi. Ia mengabaikan prinsip 

keadilan serta tradisi yang berseberangan dengan daerah Arab. 

Pergulatan pemikiran atas ayat sensitif gender nyatanya masih 

menyeruak dan butuh adanya satu pandangan yang dapat menjembatani 

keduanya. Hadirnya pendekatan maqa>s}id al-shari>’ah yang diimplementasikan 

Ibnu ‘A<shu>r dalam penafsiran Alquran diharapkan mampu membawa angin 

segar di tengah perdebatan tersebut. Karena, meskipun paradigma liberalis 

sangat responsif terhadap dinamika zaman, nyatanya dalam beberapa masalah 

–poligami, misalnya- terlalu bebas dalam menginterpretasikan ayat Alquran. 

Padahal, nilai universal teks tersebut menyerukan prinsip keadilan antara laki-

laki dan perempuan, bukan malah mengunggulkan perempuan saja.  

 

                                                           
87

al-Mutawalli> al-Sha’rawi>, al-Mar’ah fi> al-Qur‘a>n (Mesir: Maktabah al-Sha’rawi> al-Isla>miyyah, 

t.t.), 45. 
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BAB III  

TAFSIR MAQA<S}IDI< PERSPEKTIF IBNU ‘A<SHU<R 

 

A. Biografi Ibnu ‘A<shu>r 

1. Lingkungan Sosial  

Tunisia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut 

agama Islam. Sekitar 97% dari total jumlah penduduk adalah seorang muslim, 

dan hampir seluruhnya menganut madhhab Sunni>, kecuali segelintir penduduk 

pulau Jerba, yang menganut madhhab Khawa>rij ‘Iba>diyyah. Madhhab Fiqh 

yang tersebar adalah madhhab Ma>liki> dan ada pula sebagian kecil yang 

bermadhhab H}anafi>. Oleh karena itu, negara ini aman dari konflik sektarian 

seperti halnya yang terjadi di negara lain.    

Kristen –terutama katolik- menjadi agama kedua. Kristen Katolik 

muncul belakangan ketika kondisi umat Islam melemah di akhir abad ke-19 M. 

Saat itu, Prancis menjajah Tunisia, dan pada saat itu pula jumlah umat Kristiani 

meningkat secara signifikan, karena mendapat berbagai keistimewaan dari 

Prancis. Sementara itu, setelah Tunisia merdeka, sebagian besar penganut 

agama tersebut kembali ke negara masing-masing, sehingga menyebabkan 

populasinya menyusut hingga 2,5%. Sisanya, 0,5% adalah pemeluk Yahudi 

dan agama lain.1
  

                                                           
1
Mah}mu>d Shaki>r, al-Ta>ri>kh al-Isla>mi>: al-Ta>ri>kh al-Mu’a>s}ir Bila>d al-Maghri>b (Beirut: al-Maktab 

al-Isla>mi>, 1996), 201-202. 
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Pada masa Ibnu ‘A<shu>r hidup, Tunisia mengalami dua periode sejarah 

yang berbeda, yaitu penjajahan Prancis dan kemerdekaan dengan sistem 

pemerintahan sekuler yang represif. Kedua periode ini tidak ramah terhadap 

masyarakat muslim Tunisia. Di saat yang bersamaan, Islam di Tunisia 

mengalami masa-masa suram. Pemerintahan di pusat kekhalifahan dan wilayah 

kecil dijalankan oleh sistem yang buruk, persaingan politik tidak sehat, dan 

pertikaian yang tidak berkesudahan terjadi di kalangan penguasa dan 

pemerintah. Sebagai akibatnya, masyarakat muslim Tunisia mengalami 

degradasi moral dan mulai bersikap apatis. Situasi politik dan kondisi ekonomi 

melemah serta kehidupan sosial tidak lagi harmonis. Sementara itu, 

pemahaman keislaman mengalami distorsi yang cukup parah, baik dalam 

bidang akidah, hukum syariat, maupun ibadah. Tradisi intelektual berhenti 

berinovasi dan berkreasi, dan mengakibatkan tertinggal jauh dengan Eropa.2 Di 

lain pihak, Bangsa Eropa, yang merupakan rival Islam sejak dulu, sedang 

menikmati kebangkitan dan reformasi, yang didukung oleh kemajuan teknologi 

dan revolusi industri.  

Pada masa penjajahan Prancis, berbagai gejolak sosial dan politik 

terjadi. Keamanan daulah ‘Uthma>niyyah semakin melemah, terlebih saat 

pejabat-pejabat serakah mulai bermunculan. Penjajahan ini menimbulkan krisis 

global. Di bidang ekonomi, banyak masyarakat menjadi pengangguran, 

sehingga kasus perampokan dan pencurian menyeruak. Sementara itu, para 

                                                           
2
Balqa>sim al-Gha>li>, Shaikh al-Ja>mi’ al-A’z}am Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r: H{aya>tuhu> wa 

Atha>ruhu> (Beirut: Da>r Ibn H{azm, 1996), 17. 
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kaum elit sibuk berebut kursi jabatan, sampai-sampai terjadi pertumpah 

darahan. 

Kebodohan, anarkisme, dan buruknya kondisi perekonomian bangsa 

semakin diperparah oleh kebingisan wazir Must}afa> bin ‘Iya>d yang kabur 

dengan membawa uang rakyat. Setelah kejadian ini, bangsa luar mulai 

memunculkan keinginannya untuk mengusai Tunisia secara terang-terangan. 

Salah satunya adalah dengan usaha memasukkan keamanan bangsa Yahudi dan 

lainnya dalam urusan dalam negeri serta menyerahkan pengeluaran Tunisia 

pada pengawasan orang luar demi terciptanya stabilitas keuangan. Meski ada 

seruan untuk perdamaian yang mengajak seluruh masyarakat Tunisia untuk 

bangkit, gerakan tersebut mengalami kesulitan internal dan eksternal, yang 

telah menyebabkan negara Tunisia kacau dan hancur. Perang sipil, kelaparan, 

penguasa yang otoriter, serta ekonomi yang berada di bawah pihak asing, 

adalah faktor yang menjadikan negara ini hancur.3 

2. Latar Belakang  

Ibnu ‘A<shu>r adalah seorang ilmuwan muslim yang memiliki latar 

belakang keluarga bangsawan dan ahli ilmu dari suku ‘A<shu>riyyah, yang 

berasal dari negeri Andalusia.
4
 Para pendahulunya hidup di masa kemakmuran 

Andalusia, hingga pada tahun, 1620 M bermigrasi ke Kota Sala>, Maroko. 

Kemudian, pada 1648 M, mereka pindah ke Tunisia dengan dikawal oleh Abu> 

                                                           
3
Ibid., 17-18. 

4‘A<shu>riyyah adalah marga dari buyut Ibnu ‘A<<shu>r yang lahir di Maroko, setelah ayahnya migrasi 

dari Andalusia. Buyutnya ini kemudian mempunya anak bernama Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r 

(1230 M), seorang ilmuwan, mufti, hakim, dan guru, sekaligus kakeh dari Ibnu ‘A<shu>r. Lihat: 

Balqa>sim al-Gha>li>, Shaikh al-Ja>mi’..., 35. 
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„Abdillah Muh}ammad bin ‘A<shu>r al-H{asani>. Perpindahan ke Tunisia ini 

disebabkan oleh penyerangan tentara salib terhadap Andalusia.  

Di Tunisia inilah tempat lahir Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r. 

Tepatnya, di pesisir pantai La Marsa pada tahun 1879 M. Ia bernama lengkap 

Muh}ammad al-T{a>hir bin Muh}ammad bin Muh}ammad al-T{a>hir bin Muh}ammad 

bin Muh}ammad al-Sha>z}ili> bin ‘Abd al-Qa>dir bin Muh}ammad bin ‘A<shu>r. 

Ibunya bernama Fat}i>mah binti Muh}ammad ‘Azi>z al-Bu’a>tu>r, merupakan putri 

dari perdana menteri Muh}ammad ‘Azi>z al-Bu’a>tu>r pada masa „Ali Bey, dan 

bapaknya bernama Muh}ammad bin ‘A<shu>r, ketua majelis perwakafan.  

Popularitas Ibnu ‘A<shu>r sebagai cendekiawan muslim di wilayah 

Barat Jazirah Arab tidak terlepas dari kakek-kakeknya yang juga pakar ilmu 

agama. Bila Muh}ammad ‘Azi>z al-Bu’a>tu>r terkenal sebagai perdana menteri, 

maka Muh}ammad T{a>hir terkenal sebagai tokoh agama karismatik abad 19. Ia 

seorang pakar di bidang sastra, Fiqh, dan Nahwu, sekaligus memegang jabatan 

naqi>b al-ashra>f5
, guru, dan mufti madhhab Ma>liki>.6 

Ibnu ‘A<shu>r menikah dengan cucu Mus}t}afa> Muh}sin, yang terkenal 

dengan kealiman dan kepemimpinannya. Istrinya bernama Fat}i>mah binti 

Muh}ammad bin Mus}tafa> Muh}sin. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 5 anak, 

yakni:7 

                                                           
5Naqi>b al-Ashra>f adalah jabatan kepemerintahan Daulah Uthmaniyyah yang bertugas sebagai 

badan pengawas keturunan Nabi SAW. Lihat: Michael Winter, Egyptian Society Under Ottoman 

Rule 1517-1798 (London: Routledge, 1992), 187. 
6
Arnold H Green, The Tunisian ‘Ulama> 1873-1915: Social Structure and Response to Ideological 

Currents (Leiden: E J Brill: 1978), 249. 
7
Fatimatuz Zahro‟, “Pendekatan Tafsir Maqa>s}idi> Ibn ‘A<shu>r (Studi Kasus atas Ayat-ayat H{ifz} al-

‘Aql)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2018), 36. 
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a. Muh}ammad al-Fa>d}il, yang menikah dengan S{a>bih} binti Muh}ammad ‘Azi>z.  

b. „Abd al-Ma>lik, yang menikah dengan Rad}iyyah binti al-H{abi>b al-Jalu>li>. 

c. Zain al-‘A<bidi>n, yang menikah dengan Fat}i>mah binti S{a>lih} al-Di>n bin al-

Muns}if Bey. 

d. Ummi> Hani’, yang menikah dengan Ah}mad bin Muh}ammad bin Bashi>r al-

Khaujah. 

e. S{afiyya, yang menikah dengan al-Sha>z}ili> al-Ashra>f. 

Ibnu ‘A<shu>r wafat pada usia 94 tahun. Ketika itu, ia sedang menderita 

sakit yang ringan setelah salat Asar, dan menghembuskan nafas terakhirnya 

sebelum salat Maghrib, di hari Ahad, 3 Rajab 1393 H/12 Agustus 1973 M.8 

Kehadiran Ibnu ‘A<shu>r sebagai seorang cendekiawan muslim dengan 

sederet prestasinya di berbagai bidang memunculkan kesan tersendiri bagi 

ulama setelahnya. 

Muh}ammad al-Khad}r H{usain, salah seorang temannya menyatakan 

bahwa Ibnu ‘A<shu>r adalah seorang guru pakar Mantik, memeliki kecerdasan 

logika dan kepekaan sosial yang sangat baik, serta memeliki pengetahuan yang 

luas tentang sastra. Seorang yang sungguh-sungguh, wira>’i, dan memiliki 

akhlak terpuji. 

Muh}ammad Bashi>r al-Ibra>hi>mi> menyebutnya sebagai seorang ulama 

yang hebat keilmuannya, berpengetahuan luas, seorang mujtahid yang mampu 

                                                           
8
Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, Sharh} al-Muqaddimah al-Adabiyyah li Sharh} al-Marzu>qi> ‘Ala> 

di>wa>ni al-H{ama>sah li Abi> Tama>m (Riya>d}: Maktabah Da>r al-Minha>j, 2008), 19. 
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merumuskan hukum sendiri, serta guru yang berhasil melahirkan generasi emas 

setelahnya.9 

3. Riwayat Pendidikan  

Hidup di tengah keluarga berpendidikan dengan tradisi keilmuan yang 

baik mempermudah Ibnu ‘A<shu>r dalam menimba ilmu. Perjalanan ilmiahnya 

dimulai sejak dini. Pendidikan pertama ia peroleh dari ayah, kakek dan 

keluarga terdekatnya. Pada usia 6 tahun, T{a>hir bin ‘A<shu>r menghafal Alquran 

di masjid Sayyid Abi> H{adi>d yang bertetangga dengan rumahnya di Nahj al-

Ba>sha>. Ia berguru kepada Muh}ammad Khiya>ri>.10 Selain itu, ia juga menghafal 

kitab dasar, seperti al-Risa>lah, Qat}r al-Nada>, dan kitab-kitab Fiqh madhhab 

Ma>liki> lainnya, sembari mengikuti pembelajaran kitab al-Ajuru>miyyah yang 

disampaikan oleh Khali>d al-Azhari>.11  

Tahun 1893 M, ketika sudah memasuki usia 14 tahun, Ibnu ‘A<shu>r 

menimba ilmu di Universitas Zaituniyyah. Kurikulum di sana mencangkup 

Ilmu-ilmu pokok dan perantaranya. Di sinilah ia belajar Nahwu, Sharaf, 

Mantik, Ilmu Alquran dan Tafsir, Qira>’a>t, Hadis, Must}alah} H{adi>th, dan lain-

lain. Di sini pula ia belajar Bahasa Prancis dan pembaruan pemikiran Islam. Di 

usia yang terbilang masih muda ini tidak membuatnya tertinggal, tetapi justru 

menambah semangatnya untuk terus belajar, bahkan kepiawainnya dalam 

menguasai ilmu melebihi rata-rata. 

                                                           
9Ibid., 20. 
10

al-Gha>li>>, Shaikh al-Ja>mi’..., 37. Menurut informasi lain, Ibnu ‘A<shu>r menghafal Alquran dengan 

berguru kepada keluarganya. Lihat: Fatimatuz Zahro‟, “Pendekatan Tafsir..., 37. 
11

Muh}ammad al-H{abi>b bin Khaujah, Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r wa Kitabuhu> Maqa>s}id al-

Shari>’ah (Qatar: Wiza>rah al-Auqa>f wa al-Shu’u>n al-Isla>miyyah:, 2004), Vol. 1, 153-154. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

64 

 

Di Universitas ini, ia diajar kembali oleh kakeknya, Muh}ammad ‘Azi>z 

al-Bu’a>tu>r pada bidang keagamaan dan Bahasa Arab. Selain itu, ia juga diajar 

oleh Ibra>him al-Riya>h}i>, Muh}ammad T{i>b, dan Muh}ammad S{a>lih} al-Rad}awi> al-

Samarqandi>. 

Banyaknya bidang keilmuan yang telah dikuasai Ibnu ‘A<shu>r tidak 

terlepas dari lama dan sukarnya proses belajar. Ia membaca buku dalam 

berbagai disiplin ilmu secara mendalam. Berikut ini buku-buku yang didalami 

Ibnu ‘A<shu>r sampai ia menguasainya:12 

a. Dalam bidang Nahwu ia mempelajari kitab matan Alfiyyah Ibn al-Ma>lik 

karya Jama>l al-Di>n bin „Abdillah bin Ma>lik al-T{a>’i> beserta sharah}-

sharah}nya, Yaitu; Mughni> al-Labi>b karya Ibnu Hisha>m, Tud}i>h} karya Kha>lid 

al-Azhari>, dan Tuh}fah al-Ghari>b fi> Sharh} al-Mughni> al-Labi>b karya al-

Dama>mini>. 

b. Kitab al-Manz}a>r karya Imam Suyu>t}i> dalam bidang Bahasa dan Sastra. 

c. Sharh} Risa>lah al-Samarqamdi> karya al-Damanhuri> dan Sharh} al-Mut}awwal 

karya al-Sa’d al-Taftaza>ni> dalam bidang Bala>ghah. 

d. al-Sula>m fi> al-Mantiq karya ‘Abd al-Rahma>n Muh}ammad al-Shangi>r dalam 

bidang Mantik. 

e. al-Wust}a> ‘ala> al-‘Aqa>’id al-Nafsiyyah dalam bidang Teologi. 

f. Dalam Ilmu Hadis, ia belajar S{ahi>h} al-Bukha>ri> dan Muslim, serta kitan-

kitab sunan dan sharh} lainnya. 

                                                           
12

al-Gha>li>>, Shaikh al-Ja>mi’..., 37-38. 
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g. Dalam bidang Fiqh, ia mempelajari Aqra>b al-Ma>lik ila> Madhhab al-Ima>m 

al-Ma>lik dan al-Tawa>d}i> ‘ala> al-Tuh}fah. 

h.  Dalam bidang Us}u>l Fiqh, ia mempelajari Sharh} al-H{at}ab ‘ala> al-Waraqa>t. 

4. Guru dan Murid  

Untuk menjadi seorang cendekiawan yang sangat terkenal 

keilmuannya tentu tidak terlepas dari peran guru-guru hebat. Begitu pun Ibnu 

‘A<shu>r, banyak guru yang membimbing dan mengajarkannya berbagai macam 

ilmu, hingga ia berhasil menoreh segudang prestasi. Berikut ini daftar guru 

beserta bidang yang ia ajarkan kepada Ibnu ‘A<shu>r:13
  

a. Muh}ammad ‘Azi>z al-Bu>’atu>r, yang meurpakan kakeknya dari jalur Ibu. Ia 

mengajar ilmu politik dan kemasyarakatan kepada Ibnu ‘A<shu>r. 

b. Abd al-Qa>dir al-Tami>mi>, yang mengajarkan ilmu Tajwid, Qira>’at, 

khususnya riwayat Qa>lu>n. 

c. Muh}ammad al-Nakhli>, yang mengajarkan ilmu alat, seperti Nahwu 

(Muqaddimah al-I’ra>b); al-Qat}r; al-Maku>di> ‘ala> al-Khula>s}ah; Mukhtas}ar al-

Sa’d dalam bidang Bala>ghah; al-Tahz}i>b dalam bidang Mantik; al-H{it}a>b ‘ala> 

al-Waraqa>t dan al-Tanqi>h} li al-Qarra>fi> dalam bidang Us}u>l Fiqh; serta kitab 

Miya>rah ‘ala> al-Murshid dan kifa>yah al-T{a>lin ‘ala> al-Risa>lah dalam bidang 

Fiqh Ma>liki>. 

d. Muh}ammad S{a>lih} al-Shari>f, sebagai mentornya dalam menelaah kitab al-

Qat}r, karya Ibnu Hisha>m, al-Maku>di>, al-Sullam, al-Ta>wu>di> ‘ala> al-Tuh}fah, 

dan Mukhtas}ar al-Sa’d ‘ala> al-‘Aqa>’id al-Nisfiyyah. 

                                                           
13

Khaujah, Muh}ammad T{a>hir..., 155-156. 
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e. Umar bin ‘A<shu>r, yang mengajarkannya kitab La>miyyah al-Af’a>l wa 

Shuru>h}uha> fi> al-Sharf, Ta’li>q al-Dama>mini> ‘ala> al-Mughni>, Mukhtashar al-

Sa’d, al-Dardi>ri>, dan kitab al-Durrah. 

f. Muh}ammad al-Najja>r al-Shari>f, yang mengajarkan kitab al-Maku>di> fi> al-

Khula>s}ah, al-Mawa>qif, al-Baiqu>niyyah, dan Ghara>mi> S{ah}i>h}. 

g. Muh}ammad T{a>hir Ja’far, yang menjadi mentornya ketika menelaah kitab 

Sharh} al-Mah}alli> ‘ala> Jam’i al-Jawa>mi’ dan Shiha>b al-Khafa>ji> ‘ala> al-Shifa>’, 

h. Muh}ammad al-‘Arabi> al-Dur’i>, yang mengajarkan kitab Kifa>yah al-T{a>lib 

‘ala> al-Risa>lah. 

Dedikasinya menjadi seorang guru di Universitas Zaituniyyah dalam 

kurun waku tiga puluh tahun lebih melahirkan banyak sekali tokoh terkemuka. 

Di antaranya adalah: 

a. Muh}ammad al-Fa>d}il (1909-1970 M), yang merupakan putra pertama 

sekaligus muridnya di Universitas Zaituniyyah. Dalam pencapaiannya 

sebagai seorang akademisi, ia sempat menjabat sebagai dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Syariat. Selain itu, di kancah international, ia pernah 

mengisi perkuliahan di Istanbul, Sorbone Prancis, dan India.
14

 

b. ‘Abd al-Ma>lik, yang  merupakan putra keduanya. Ia adalah seorang pegawai 

sipil. Ia juga aktif menulis makalah ilmiah di media massa, serta 

mengkodifikasi karya-karya ayahnya yang tersebar di media massa.15 

c. Muh}ammad al-H{abi>b bin al-Khaujah (1922-2012), seorang profesor di 

Universitas Zaituniyyah serta pernah diangkat menjadi dekan. Di samping 

                                                           
14

Shaki>r, al-Ta>ri>kh al-Isla>mi>..., 202. 
15

Khaujah, Muh}ammad T{a>hir..., 66. 
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itu, ia juga pernah menjabat sebagai mufti resmi Tunisia, penulis aktif, dan 

sekretaris umum Lembaga Fiqh Islam.16 

d. ‘Abd al-H{ami>d bin Ba>dis (1889-1940 M), seorang ulama terkemuka 

madhhab Ma>liki> serta tokoh pembaru Aljazair. Selain menjadi murid, ia 

juga menjadi pembanding diskusi Ibnu ‘A<shu>r.17 

5. Karir Ilmiah, Sosial, dan Politik 

Sebagai cendekiawan muslim tersohor dan tokoh pergerakan yang 

berpengaruh, sudah barang tentu Ibnu ‘A<shu>r memegang berbagai jabatan 

penting baik di sektor ilmiah, sosial, maupun politik.  

Dedikasinya dalam bidang pendidikan bermula pada 1899 M, saat ia 

dipercayai untuk menjadi staff pengajar di universitas Zaituniyyah. Dalam 

waktu yang singkat, yakni delapan tahun kemudian ia naik jabatan ke tingkat 

pengajar tingkat satu. Ia juga mengisi kuliah di al-S{iddiqiyyah, sejak 1904 M. 

Pada tahun berikutnya, ia diangkat menjadi anggota dewan pengelola buku dan 

naskah Universitas al-S{iddiqqiyyah. Tahun 1910 M, ia menjadi anggota dewan 

reformasi pendidikan II di Universitas Zaituniyyah, dan diangkat kembali 

untuk kedua kalinya pada tahun 1924 M.18
  

Selanjutnya, di tahun 1942 M, T{a>hir bin ‘A<shu>r ditetapkan sebagai 

Shaikh al-Isla>m al-Ma>liki>, karena memang keturunan dari ulama madhhab 

Ma>liki>, belajar pada banyak ulama bermdh}hab Ma>liki>, hingga ia expert dalam 

kajian Fiqh dan Us}u>l Fiqh madhhab tersebut. Selain itu, konsentrasi 

                                                           
16

Ibid., 67. 
17

Ibid., 28-29. 
18

Ibid., 50. 
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keilmuannya pada madhhab Ma>liki> juga termotivasi oleh beberapa fitur 

sumber hukum di dalamnya yang sangat applicable untuk di terapkan saat itu, 

seperti maslahat mursalah dan sadd al-dhari>’ah. Pada saat yang sama, ia 

diangkat menjadi rektor Universitas Zaituniyyah selama tiga periode, dan saat 

periode ketiga, Tunisia telah merdeka dari kekangan Prancis pada tahun 1956 

M.
19

 

Selain di bidang pendidikan dan politik, Ibnu ‘A<shu>r juga berkarir di 

peradilan, bahkan sejak tahun 1911 M ia sudah menjadi hakim. Hingga 

kemudian, ia diangkat sebagai mufti madhhab Ma>liki>.  

Ibnu ‘A<shu>r hidup di situasi politik yang tidak baik, di mana Tunisia 

berada dalam kekangan penjajahan Perancis sejak tahun 1881. Hal ini 

menyebabkan munculnya madhhab-madhhab baru yang mempengaruhi 

masyarakat Tunisia, yang mayoritas bermadhhab Ma>liki>. Salah satunya adalah 

munculnya madhhab Shi>’ah. Dari sinilah, Ibnu ‘A<shu>r gencar menggelorakan 

semangat masyarakat untuk kembali ke madhhab asalnya. 

REKAM JEJAK JABATAN IBNU ‘A<SHU>R 

DI BERBAGAI BIDANG20 

TAHUN JABATAN 

1900-1932 M Dosen di Universitas Zaituniyyah dan S}adi>qiyyah 

1905 M Anggota Majelis Ida>rah al-Ja>mi’ah al-Khaldu>niyyah 

1905 M Anggota Lajnah al-Mukhtalifah bagian Pengelolaan buku 

                                                           
19

Ibid., 53. 
20

Fatimatuz Zahro‟, “Pendekatan Tafsir..., 35-36. 
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dan naskah di Maktabah al-S{adi>qiyyah 

1905 M Delegasi Tunisia dalam penelitian ilmiah 

1907 M Anggota Dewan Revisi Program Pendidikan 

1908 M Anggota Majelis Madrasah dan Ida>rah al-S{adi>qiyyah 

1910 M 
Anggota Majelis Reformasi Pendidikan II di Universitas 

Zaituniyyah 

1910 M Ketua Lajnah Fahrasah di Maktabah al-S{a>diqiyyah  

1911 M Anggota Majelis Tinggi Wakaf 

1911 M Anggota Mahkamah al-‘Aqqariyyah 

1913-1923 M Hakim Madhhab Malik Majelis Shar’i> 

1923 M Mufti Ma>liki> 

1924 M Anggota Majelis Reformasi III 

1927 M Ketua Ahli al-Shu>ra> 

1930 M Anggota Majelis Reformasi IV 

1932 M Shaikh al-Isla>m Madhhab Ma>liki> 

1945 M Memperoleh gelar al-Shaikh di Universitas Zaituniyyah 

 

6. Ide Pembaruan 

Penguasaan Ibnu ‘A<shu>r terhadap berbagai bidang ilmu meniscayakan 

kredibilitasnya untuk menjadi seorang mujtahid dan mujaddid. Terlebih 
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keberhasilannya menggapai segudang prestasi serta karya-karyanya yang 

melimpah. Salah satu gagasan pembaruannya ia tuangkankan dalam 

muqaddimah tafsirnya, yang menyatakan bahwa terdapat dua arus pemikiran 

dalam menyikapi pemikiran ulama terdahulu. Yang satu berpedoman 

seutuhnya dengan mendukung pendapat ulama sebelumnya, sedangkan yang 

lain, berusaha melakukan dekontruksi pemikiran tersebut. Ibnu ‘A<shu>r 

menghimbau untuk mencari jalan tengah di antara keduanya, yaitu dengan 

mengambil pemikiran ulama terdahulu, mengambil maqa>s}idnya, dan 

mengembangkannya.21 Gagasan Ibnu ‘A<shu>r ini adalah sebagai bentuk 

pembaruannya di bidang tafsir dan ijtihad, yang dapat menjadi penengah kedua 

arus yang bertentangan. Karena inilah, tafsirnya disebut sebagai the persistence 

of classicism, but at the same time, both an internalization of and response to 

modernity,22karena disinyalir sebagai karya pertama yang memuat refleksi 

terhadap dampak modernisme Barat. 

Selain itu, ia juga menuangkan ide pembaruannya pada ranah 

pendidikan. Ia menyadari perlu adanya perombakan sistem pendidikan di 

Tunisia, agar dapat bersinergi dengan dinamika zaman. Renovasi metode 

pembelajaran, kualifikasi pengajar, dan kurikulum pendidikan adalah beberapa 

bukti nyata tentang pembaruan yang telah dilakukan oleh Ibnu ‘A<shu>r.23 

                                                           
21

Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r (Tunisia: Da>r al-Tunisiyyah li al-Nashr, 

1984), Vol. 1, 39-40. 
22

Basheer M Nafi, ‚T{a>hir bin ‘A<shu>r: The Career and Thought of a Modern Reformist ‘A<lim, 

with Special Reference to His Work of Tafsir‛, Journal of Islamic Studies, Vol. 7 No. 1 (2005), 1. 
23

Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, Alaysa al-S{ubh} bi Qari>b (Tunisia: Da>r al-Suh}nu>n li al-Nashr wa 

al-Tauzi>’, 2006), 100. 
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Pada step awal, ia mengkritik metode pembelajaran, kualifikasi 

pengajar, dan kulikulum pendidikan, yang menurutnya menjadi faktor utama 

yang menyebabkan tertinggalnya pendidikan Islam. Ibnu ‘A<shu>r menegaskan 

perlu adanya ruang bebas bagi pelajar, guna menciptakan pribadi yang mandiri. 

Pemerintah seharusnya mengemban tanggungjawab inti dalam rangka 

menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Begitu pula, 

kurikulum harus segera direvisi untuk kemudian dapat mengimbangi arus 

kemajuan modern dengan baik. Ia menawarkan model pengajaran berbasis 

hafalan bagi pendidikan tingkat pertama, dan studi analitik bagi tingkat atas.24 

Ibnu ‘A<shu>r menjelaskan secara detail kurikulum apa saja yang perlu 

dibenahi, yakni; Ilmu Kalam, Tafsir, Hadis, Fiqh, Bahasa Arab, Bala>ghah, 

Matematika, Filsafat, dan Mantik. Menurutnya, tidak terciptanya signifikansi 

maqa>s}id al-shari>’ah yang dimuat dalam kurikulum tersebut menyebabkan 

stagnansi pada kajian Fiqh dan Us}u>l Fiqh. Atas dasar itulah, Ibnu ‘A<shu>r 

mencetuskan maqa>s}id sebagai Ilmu yang mandiri, serta sebagai prasyarat yang 

harus menjiwai dan menjadi pijakan Us}u>l Fiqh. 

7. Karya-karya  

Ibnu ‘A<shu>r adalah ulama Tunisia yang sangat produktif menulis 

karya ilmiah, terutama yang bersentuhan langsung dengan realitas masyarakat. 

Karyanya antara lain mencangkup keilmuan Islam, pembaruan Islam, bahasa 

dan sastra Arab, sejarah, dan kedokteran. Di antaranya adalah:  

a. Keilmuan Islam  

                                                           
24

Kusmana, ‚Epistemologi Tafsir Maqa>s}idi>‛, Mutawatir, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2016), 221. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

72 

 

1) al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

2) A Laisa al-Shubh} bi Qari>b 

3) al-Maqa>shid al-Syariah al-Islami>yyah  

4) Qis}s}ah al-Maulid 

5) H{awa>shi> ‘ala Tanqi>h} li Syiha>b al-Di>n al-Qarafi fi Us}u>l al-Fiqh  

6) Fata>wa> wa Rasa>’il al-Fiqhiyyah  

7) al-Taud}i>h} wa al-Tas}h}i>h} fi Us}u>l al-Fiqh  

8) al-Ta’li>q wa al-Tah}qi>q ‘ala Syarh} H{adi>th Umm Z{arr  

9) Qada>ya> Syar’iyyah wa Ah{ka>m Fiqhiyyah wa Ara>’ Ijtiha>diyyah wa 

Masa>’il ‘Ilmiyyah  

10) Us}u>l al-Niz}a>m al-Ijtima>’i> fi> al-Isla>m  

11) Us}u>l al-Taqaddum fi al-Isla>m  

12) al-Waqfu wa Atharuhu> fi> al-Isla>m  

13) Radd ‘ala Kitab al-Islam wa Us}u>l al-H{ukm, Ta’li>f ‘Ali Abd al-Ra>ziq  

14) Kashf al-Mught}a min al-Ma’a>ni wa al-Alfa>z} al-Wa>qi’ah fi> al-Muwat}t}a’  

15) al-Naz}r al-Fasi>h}’Inda al-Mad}a>’iq al-Anz}a>r fi al-Ja>mi’ al-S{ahi>h  

b. Bahasa dan Sastra Arab  

1) Us}u>l al-Insha>’ wa al-Khit}a>bah  

2) Mu>jaz al-Bala>ghah 
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3) Sharh} al-Di>wa>n  

4) al-Wad}i>h} fi al-Mushkila>t al-Mutanabbi li Ibni Janni 

5) Saraqa>t al-Mutanabbi 

6) Tah}qi>q al-Muqaddimah fi al-Nah}w li Khalf al-Ah}mar 

7) Tara>jum li Bad’ al-A’la>m 

8) Jam’ wa sharh} Di>wa>n Suhaim 

9) Sharh} Mu’allaqa>t li imri’ al-Qais 

Selain buku, tercatat sebanyak lima belas jurnal yang ditulis oleh Ibnu 

‘A<shu>r, baik di dalam atau luar Tunisia. Ia banyak menuangkan ide 

pembaruannya dalam jurnal yang ia tulis, termasuk dalam jurnal al-Mana>r yang 

dipimpin langsung oleh Muh}ammad Rashi>d Rid}a> di Mesir.25 

Ibnu ‘A<shu>r juga aktif menulis di berbagai surat kabar, seperti al- 

Zaitu>niyyah, yang menjadi embrio tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r. Sementara 

itu, dari majalah al-Hida>yah al-Isla>miyyah terbit kitab Us}u>l al-Nisha>m al-

Ijtima>’i> fi> al-Isla>m. Ia juga menulis di al-Majma>’ al-‘Ilmi al-‘Arabi>>, yang 

kemudian darinya muncul kitab bertajuk Sharh} al-Muqaddimah al-Adabiyyah.     

B. Deskripsi Singkat Karya Tafsir Ibnu ‘A<shu>r 

Ibnu ‘A<shu>r sejak kecil memiliki cita-cita untuk membuat sebuah karya 

tafsir. Keinginannya itu lambat laun semakin kuat setelah mendapat dukungan 

dari keluarga, sahabat, dan teman-temannya, seiring dengan kapasitas ilmu yang 

                                                           
25

Khaujah, Muh}ammad T{a>hir..., 70. 
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telah ia kuasai. Di atara alasan mengapa ia menafsirkan Alquran adalah karena ia 

merasa kurang puas dengan karya-karya tafsir yang ada, karena kontennya yang 

tak lebih dari meresume atau sekedar memberi komentar dari tafsiran 

sebelumnya.26 Ia berharap dapat menciptakan tafsir yang mencangkup seluruh 

kemaslahatan agama dan dunia, serta memuat semua disiplin ilmu, dasar-dasar 

syariat, akhlak, serta keindahan sastra Alquran.27 

Di samping itu, Ibnu ‘A<shu>r ingin melakukan rekonstruksi dalam 

penafsiran Alquran, karena mufassir sebelumnya dinilai kurang moderat. Ia 

menyebutkan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa terdapat dua arus pemikiran 

dalam menyikapi pemikiran ulama terdahulu. Yang satu berpedoman secara utuh 

pada pendapat ulama sebelumnya (resepsionis), sedangkan yang lain, berusaha 

melakukan dekontruksi terhadap pendapat tersebut (rejeksionis). Sebab itu, Ibnu 

‘A<shu>r berupaya untuk melakukan rekonstruksi dengan menghadirkan karya tafsir 

yang tidak berat sebelah, yakni dengan mengambil pemikiran terdahulu, 

menyaripatikannya, lalu mengembangkannya .28 

Judul lengkap kitab tafsirnya adalah Tafsi>r al-Tah}ri>r al-Ma’a>ni> al-Shadi>d 

wa al-Tanwi>r al-‘Aql al-Jadi>d min al-Tafsi>r al-Kita>b al-Maji>d (pembebasan 

makna yang kuat dan penerangan nalar yang baru atas penafsiran Alquran).
29

 

Penamaan yang demikian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam 

                                                           
26

Nani Haryati, “Analisis Pendekatan Teks dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu ‘A<shu>r dalam 

Kitab al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r‛, Jurnal Ih}ya>’ al-‘Arabiyyah, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 81. 
27

Nabi>l Ah}mad S{aqar, Manhaj al-Ima>m al-T{a>hir bin ‘A<shu>r fi> al-Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

(Mesir: Da>r al-Mis}riyyah, 2001), 12.  
28

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 1, 39-40. 
29Ibid., 8-9. 
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pencarian poin penting keilmuan, syariat secara terperinci, dan akhlak. Kitab ini 

terdiri dari 30 juz30 dan di susun sesuai dengan tarti>b mus}h}afi>.  

Berdasarkan metodologi yang digunakan, Tafsir al-Tahri>r wa al-Tanwi>r 

ini termasuk ke dalam kategori tafsir tah}li>li>. Ibnu ‘A<shu>r menyajikan penafsiran 

dengan pembahasan yang luas dan komprehensif. Pengoperasian metode ini 

dalam tafsirnya berupa penyajian data yang bersifat ma’thu>r31
 dan bi ghairi 

ma’thu>r.32 Sedangkan runtutan penafsirannya berdasarkan tarti>b mush}afi. Tah}li>li> 

itu sendiri menurut al-Farmawi> terbagi menjadi dua, yang kompleks 

penjabarannya, ada pula yang ringkas dan padat makna.33
 Adapun Tafsir al-Tah}ri>r 

wa al-Tanwi>r termasuk dalam kategori tah}li>li> yang pertama.  

Kemudian, dipandang dari segi pendekatan yang dipakai penafsir, tafsir 

ini bercorak lugha>wi> al-adabi> al-ijtima’i> (bahasa, sastra, dan sosial). Penafsir 

menitikberatkan pada penjelasan teks-teks Alquran dari segi ketelitian redaksinya, 

kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam sebuah redaksi yang 

indah (sastrawi/adabi>), dengan menonjolkan tujuan utama dari Alquran, yakni 

sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Sementara itu, bila dilihat dari 

bentuknya, tafsir ini termasuk kategori tafsir bi al-ra’yi. Ibnu ‘A<shu>r sangat 

cermat menganalisis ayat dari segi bahasanya dan konsisten pada tujuan-tujuan 

                                                           
30

Berdasarkan terbitan Da>r al-Tunisiah al-Nashr edisi 1984. 
31

Penafsiran Ibnu ‘A<shu>r menggunakan sumber ma’thu>r berupa; tafsir Alquran dengan Alquan, 

Alquran dengan hadis/perkataan sahabat/tabi’i>n, asba>b nuzu>l, kisah-kisah, sumber dari kitab lain 

(Taurat & Injil), Qira>’at, dan Na>sikh Mansu>kh. 
32

Ketika menafsirkan dengan ra’yu (sumber bi ghairi al-ma’thu>r), Ibnu ‘A<shu>r menganalisis segi 

bahasa, i’ra>b, Bala>ghah, Fiqh & Us}u>l Fiqh, Filsafat & Sains, dan menampilkan syair. Di sinilah 

letak kontribusi terbesar Ibnu ‘A<shu>r dalam tafsirnya. Ia mengelaborasi filsafat hukum Islam –

yakni maqa>s}id al-shari>’ah- untuk membedah makna dalam Alquran. Lihat: S{aqar, Manhaj al-
Ima>m..., 224. 
33

‘Abd al-H{ayy al-Farmawi>, al-Bida>yah fi> al-Tafsir al-Maud}u>’i>, terj. Surya A Jamrah (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 1996), 12. 
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yang terkandung di dalamnya.34 Kendati demikian, Ibnu ‘A<shu>r tidak 

mengesampingkan penafsiran Alquran dengan sumber bi al-ma’thu>r, seperti tafsir 

Alquran dengan Alquran dan sebab turunnya ayat.  

Sistematika penulisan tafsir diawali dengan penjelasan surat secara 

global dan korelasinya dengan surat sebelumnya. Kedua, menjelaskan kosakata 

ayat. Ketiga, tafsir Alquran dengan Alquran. Keempat, merujuk ayat lain yang 

memiliki kemiripan kandungan makna. Kelima, menjelaskan gramatika 

kebahasaan, baik dari segi i’ra>b, ataupun bala>ghahnya, di akhir surat.35 Sementara 

itu, bila yang ditafsirkan berupa ayat-ayat hukum, Ibnu ‘A<shu>r tidak luput untuk 

menganalisis maqa>s}id sebagai landasan penafsiran.
36

 

Dalam penggarapan tafsirnya ini, Ibnu ‘A<shu>r mengacu pada berbagai 

sumber mu’tabarah, berupa kitab-kitab tafsir, hadis, nahwu, bahasa, Fiqh, filsafat, 

tasawuf, biografi, dan lain-lain. Kitab Tafsir yang dipakai Ibnu ‘A<shu>r sebagai 

rujukan sebanyak 22 kitab, di antaranya adalah; al-Kashsha>f, Ah}ka>m al-Qur‘a>n li> 

al-Jas}s}a>s}, Mafa>tih} al-Ghaib, Majma’ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur‘a>Fn, Nuz}m al-

Durar, Tafsi>r al-Mana>r, Tafsi>r al-Shaikh Muh}ammad Ibn ‘Arafah al-Tunisi>, al-

Kashf wa al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur‘a>n, al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur‘a>n, Irsha>d al-

‘Aql al-Sami>m ila> Maza>ya> al-Kita>b al-Kari>m, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-

Qur‘a>n.37  

                                                           
34

A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 1, 4. 
35

‘Ali> ‘Abd al-Qa>dir, Za>d al-Ra>ghibi>n fi> Mana>hij al-Mufassiri>n (Kairo: Ja>mi’ah al-Azhar, 1986), 

151. 
36

Faizah Ali Syibromalisi, Telaah Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r Karya Ibnu ‘A<syu>r (Jakarta: UIN 

Jakarta Press, t.t.), 10. 
37

S{aqar, Manhaj al-Ima>m..., 16-20. 
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Kitab hadis sejumlah sepuluh kitab, yakni; S}ah}i>h} Bukha>ri> dan Muslim, 

empat kitab Sunan, al-Musnad karya Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal al-

Syaibani, al-Muwat}t}a’ karya Imam Malik, Shu’b al-I<ma>n karya al-Baihaqi>, dan 

al-Ilza>ma>t karya Da>rqut}ni>. Sementara itu, kitab Fiqh yang digunakan sebagai 

sumber sejumlah 14, di antaranya; al-Mah}alli>, al-Muwa>faqa>t, Rasa>’il fi> ‘Ulu>m 

Us}u>l al-Fiqh. Terdapat 23 referensi bahasa dan sastra, di antaranya; Mufrada>t 

Ghari>b al-Qur‘a>n, al-Ta’rifa>t, al-Qa>mu>s al-Muh}i>t}, Lisa>n al-‘Arab, al-Baya>n wa al-

Tabyi>n, I’ja>z al-Qur‘a>n, dan sebagainya.38 

Sebelum beranjak menafsirkan Alquran, Ibnu ‘A<shu>r menulis sepuluh 

poin dalam pendahuluannya. Pertama, berbicara mengenai tafsir, takwil, dan 

tafsir sebagai disiplin ilmu. Kedua, tentang ilmu apa saja yang harus dikuasai 

untuk dapat menafsirkan Alquran. Ketiga, mengenai legalitas tafsir bi al-ma’thu>r 

dan bi al-ra’yi>. Keempat, mengenai tujuan penafsiran Alquran. Kelima, tentang 

sebab turunnya ayat. Keenam, tentang Ilmu Qira>’a>t. Ketujuh, tentang kisah-kisah 

dalam Alquran. Kedelapan, tentang nama-nama Alquran, nama-nama surat dan 

urutannya, serta ayat-ayat Alquran. Kesembilan, tentang makna global dalam 

Alquran. Dan yang terakhir, tentang unsur i’ja>z dalam Alquran.39 

C. Teori Tafsir Maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r 

Pendekatan tafsir maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r ini merupakan implementasi dari 

ilmu maqa>s}id al-shari>ah pada ranah tafsir. Ia mengaplikikasikan teori maqa>s}idnya 

                                                           
38

Ibid., 23-30. 
39

Ibid., 15. 
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untuk menafsirkan Alquran, demi terealisasinya sebuah penafsiran yang mampu 

memperbaiki kondisi masyarakat.40 

Terdapat beberapa poin penting yang perlu diuraikan untuk dapat 

memahami konsep pendekatan maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r dalam tafsirnya, yaitu 

tentang metode dalam merumuskan maqa>s}id, maqa>s}id qat’i> dan z}anni>, kriteria 

maqa>s}id, maqa>s}id al-‘a>mmah, dan maqa>s}id al-kha>s}s}ah. Berikut ini penjabarannya. 

1. Metode Perumusan Maqa>s}id 

Ibnu ‘A<shu>r menetapkan tiga cara yang dapat ditempuh untuk 

merumuskan maqa>s}id, yakni penelitian terhadap nas}s} yang sudah jelas 

dila>lahnya (wa>d}ih} al-dila>lah), meneliti kinerja syariat, dan hadis yang 

mutawa>tir.41  

a. Melihat nas}s} yang jelas maknanya (wa>d}ih} al-dila>lah)42 

Cara kerja metode ini adalah dengan mengekstrak makna ayat yang 

sudah jelas maknanya sebagai maqa>s}id secara langsung. Misalnya:  

 

 ﴾٥٬٩يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر...﴿ ...
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan 

bagimu.
43

 

 
 ﴾۷٬﴿ ...وما جعل عليكم في الدين من حرج ...

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama
44

 

                                                           
40

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 1, 38. 
41

Muh}ammad T{a>hir bi ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah (Beirut: Da>r al-Kita>b Libanoni>, 

2011), 26. 
42

Ibid., 26-32. 
43

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Quran, 1999), 28. 
44

Ibid., 341. 
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يكلف الله نفسا إلا وسعها... ربنا ولا تحمل علينا إصرافا كما حملتو على الذين من قبلنا ربنا ولا لا 
 ﴾٪٦٬تحملنا ما لا طاقة لنا بو ﴿

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami bila kami lupa atau 

melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan 

beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 

kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup kami memikulnya.”
45

 

 

b. Meneliti kinerja syariat 

Metode ini disebut juga dengan metode induksi, mengkaji syariat 

secara komprehensif berdasarkan ayat partikular. Agar dapat menemukan 

maqa>s}id al-shari>’ah dengan teknik ini, maka harus meneliti ‘illat-‘illat 

hukum yang berada dalam pemberlakuan syariat. Ada dua cabang dalam 

teknik ini: 

1) meneliti semua hukum yang diketahui kausanya melalui masa>lik ‘illat 

(penetapan ‘illat). Misalnya, larangan melamar perempuan yang telah 

dilamar orang lain dan larangan menawar barang yang sudah dalam 

tawaran orang lain. ‘Illat kedua masalah tersebut adalah keserakahan 

dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari ‘illat/kausa tersebut 

dapat ditarik suatu maqa>s}id yang berupa kelanggengan persaudaraan. 

Dengan demikian, maka tidak haram melamar perempuan yang dilamar 

orang lain, bila pelamar pertama sudah membatalkan lamarannya. 

2) Meneliti dalil hukum yang sama kausa/‘illatnya sampai yakin bahwa 

kausa/’illat tersebut adalah maqa>s}id. Seperti larangan membeli produk 

makanan yang belum ada di tangan dan larangan monopoli produk 

                                                           
45

Ibid., 49. 
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makanan. Semua larangan ini adalah hukum syariat yang berujung pada 

satu ‘illat hukum yang sama, yaitu larangan menghambat peredaran 

produk makanan di pasaran. Dari „illat ini dapat diketahui adanya 

maqa>s}id al-syariah, yakni kelancaran peredaran produk makanan, dan 

mempermudah orang untuk memperoleh makanan.46 

c. Melalui hadis mutawa>tir 

Mutawa>tir dalam diskursus ilmu mus}t}ala>h} al-h}adi>th adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh banyak ra>wi>47
 di setiap t}abaqa>tnya, dengan tanpa 

adanya potensi kebohongan di antara mereka.48 Kemudian dikelompokkan 

menjadi mutawa>tir lafz}i> dan ma’nawi>. Akan tetapi, yang dimaksud Ibnu 

‘A<shu>r di sini adalah hadis yang memiliki validitas interpretasi yang 

aksiomatis atau mendekati aksiomatis. Ia membagi hadis mutawa>tir –

versinya- menjadi mutawa>tir ma’nawi> dan mutawa>tir ‘amali>, berikut 

penjabarannya:49 

1) Mutawa>tir ma’nawi> 

Mutawa>tir ma’nawi> adalah hadis yang berupa kesaksian para 

sahabat terhadap tindakan Nabi SAW, yang kemudian mereka memiliki 

interpretasi yang sama terhadap tindakan tersebut. Misalnya, hadis 

mengenai khutbah dua hari raya. 

 

                                                           
46

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 26. 
47

Terdapat perbedaan pendapat mengenai batas minimal untuk dapat dikatakan banyak. Namun, 

menurut pendapat yang paling unggul adalah sepuluh orang. Lihat: Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r 
Mus}t}alah} al-H{adi>th (Iskandaria: Markaz al-Huda> li al-Dira>sah, t.t.), 21. 
48

al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah}..., 21. 
49

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 29. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

81 

 

2) Mutawa>tir ‘amali> 

Yakni hadis yang terbentuk dari pemahaman sahabat secara 

individual, yang telah menyaksikan aktivitas-aktivitas Nabi SAW secara 

kontinue, hingga dapat mengambil suatu kesimpulan esensial dari 

aktivitas tersebut. Salah satu contohnya adalah hadis riwayat al-Arzaq 

bin Qais dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, saat ia dan para sahabat lain sedang 

berada di tepi sungai kering di daerah Ah}wa>z. Tiba-tiba Abu Barzah al-

Aslami> datang dengan menunggangi kudanya. Lalu, ia menunaikan salat 

Asar, hingga saat dipertengahan salat, tiba-tiba kudanya lari. Seketika, 

Abu Barzah mengejar kuda itu, dan memilih mengganti salatnya setelah 

berhasil mengejar kudanya. Salah seorang sahabat yang menyaksikan 

kejadian itu berkata: “Lihatlah dia, meninggalkan salat hanya demi 

mengejar kuda”, lalu, Abu Barzah menjawab: “sepeninggal Nabi SAW, 

tidak ada satu orangpun berperilaku kasar kepadaku. Aku lebih memilih 

untuk mengejar kuda karena rumahku jauh, sehingga jika mendahulukan 

salat, aku tidak dapat sampai rumah sampai larut”. Abu Barzah adalah 

sahabat Nabi yang juga turut menyaksikan kemudahan yang 

diberikannya kepada umat. Atas dasar itu, ia berkesimpulan bahwa 

kemudahan adalah suatu bentuk maqa>s}id al-shari>’ah yang harus dijaga. 

Oleh karenya, ia memilih untuk membatalkan salatnya dengan 

menggantinya di waktu yang lain, dan segera mengejar kudanya agar 

tidak tertimpa kesulitan yang lebih besar.50  

                                                           
50

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 30-31. 
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Secara singkat, maqa>s}id yang berasal dari sumber hadis 

adakalanya diperoleh dari hadis yang mutawa>tir ma’nawi>, yakni yang 

dipahami dari pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan 

perbuatan Nabi SAW, seperti disyariatkannya khutbah pada dua hari 

raya. Kemudian, diperoleh dari dalil hadis yang mutawa>tir ‘amali>, yakni 

maqa>s}id yang dipahami dari praktik seorang sahabat, yang berulangkali 

melakukan suatu perbuatan di masa hidup Nabi SAW. 

2. Maqa>s}id Qat}’i> dan Z{anni> 

Ibnu ‘A<shu>r memberi tingkatan validitas maqa>s}id menjadi pasti (qat}’i>) 

dan dugaan (z}anni>). Maqa>s}id Qat}’i> ialah bentuk maqa>s}id yang bersumber dari 

teks yang otentik dengan penafsiran yang otoritatif. Sedangkan, maqa>s}id 

menjadi sebatas z}anni> bila tidak memenuhi ketentuan qat}’i>, akan tetapi dapat 

mendekati qat}’i> bila terdapat dalil pendukung.51 

Kez}anni>an maqa>s}id disebabkan banyaknya dalil pada berbagai syariat 

yang sedang dicari maqa>s}idnya, yang mana syariat satu pasti memiliki lebih 

banyak dalil daripada yang lain, tergantung situasi dan kondisi yang 

melatarbelakangi proses pensyariatan tersebut. Upaya para mujtahid dalam 

merumuskan maqa>s}id melalui penelitian terhadap kinerja syariat dan dengan 

membandingkannya dengan pendapat imam lain ini adakalanya menghasilkan 

maqa>s}id yang qat}’i>, dan ada pula yang sebatas z}anni>. Dalam kaitannya dengan 

ini, maqa>s}id yang dapat dijadikan sebagai penengah perbedaan pendapat –tidak 

                                                           
51

Ibid., 66. 
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terlepas dari perannya sebagai pijakan hukum- adalah maqa>s}id qat}’i> dan yang 

mendekati qat}’i>.52 

Berikut ini contoh maqa>s}id qat}’i>: 

Maqa>s}id: Meringankan (al-taisi>r)53 

Dalil-dalil:  

 ﴾٥٬٩يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر...﴿ ...
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan 

bagimu.
54

 

 
 ﴾۷٬﴿ ...وما جعل عليكم في الدين من حرج ...

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.
55

 

 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... ربنا ولا تحمل علينا إصرافا كما حملتو على الذين من قبلنا ربنا ولا 

 ﴾٪٦٬تحملنا ما لا طاقة لنا بو ﴿
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami bila kami lupa atau melakukan 

kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan 

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami 

memikulnya.” 

 
 ﴾٦٬يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴿

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan 

(bersifat) lemah.
56 

 

                                                           
52

Ibid., 68-69. 
53

Ibid. 
54

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 28. 
55

Ibid., 341. 
56

Ibid., 83. 
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Dalil-dalil di atas merupakan sumber yang otentik dan mengandung 

makna yang tidak ambigu (wa>d}ih} al-dila>lah), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan maqa>s}id qat}’i> berupa meringankan 

beban mukallaf (taisi>r).  

Sementara itu, alur perumusan maqa>s}id z}anni> yang mendekati qat}’i> 

dapat dideskripsikan sebagaimana berikut: 

Maqa>s}id: menolak seluruh kemud}aratan (daf’i al-d}ara>r) 

Dalil pokok:  

  57لا ضرر ولا ضرار
Janganlah berbuat mud}ara>t dan jangan membawa kemud}aratan. 

Dalil pendukung:  

 ﴾٦٧٥﴿ ...ولا تدسكوىن ضرارا لتعتدوا
Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk 

menzalimi mereka.
58

 

 
 ﴾٪﴿ ...ولا تضاروىن لتضيقوا عليهن

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka.
59

 

 
 ﴾٦٧٧﴿ ...ولا تضار والدة بولدىا ولا مولود لو بولده

Janganlah ibu mendapat mud}arat sebab anaknya, dan janganlah ayah 

mendapat mud}arat sebab anaknya.
60

 

 

                                                           
57

Abu Bakar al-Ahda>li> al-Yamani>, Taqri>rat Manz}u>mah al-Fara>id al-Bahiyyah (Kediri: MHM 

Lirboyo, t.t.), 31. 
58

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 37. 
59

Ibid., 559. 
60

Ibid., 37. 
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Dalil inti di atas merupakan hadis yang otentisitasnya lemah, karena 

belum sampai ke derajat mutawa>tir ‘amali> ataupun ma’nawi>, sehingga 

perumusan maqa>s}id melalui petunjuk hadis tersebut masih sebatas z}anni>. 

Akan tetapi, munculnya dalil-dalil pendukung, mampu menguatkan maqa>s}id 

hingga mendekati qat}’i>. Karena, meskipun ayat-ayat di atas bersifat parsial –

hanya berlaku dalam konteks keluarga- , namun otentisitasnya sebagai teks 

Alquran dapat mengantarkan maqa>s}id mencapai taraf mendekati qat}’i>. 

3. Kriteria Maqa>s}id al-Shari>’ah 

Maqa>s}id al-shari>’ah yang dapat digunakan untuk pijakan hukum harus 

berupa ma’a>ni> al-h{aqi>qiyyah atau ma’a>ni> al-‘urfiyyah. Ma’a>ni> al-h}aqi>qiyyah 

adalah nilai yang bersifat aksiomatik. Artinya, eksistensi maqa>s}id ini diterima 

oleh akal secara langsung, dengan tanpa mengerti adat/undang-undang terlebih 

dahulu. Misalnya, keadilan, yang secara rasional merupakan suatu bentuk 

kemanfaatan.
61 

Sedangkan, ma’a>ni> al-‘urfiyyah adalah maqas}id yang berasal dari 

pengalaman empiris seluruh atau mayoritas orang, misalnya memberikan efek 

jera  bagi pelaku dan semua orang dalam legitimasi takzir dan wujudnya 

kotoran menunjukkan wajibnya bersuci.62 

Untuk mencapai taraf maqa>s}id qat}’i>, ma’a>ni> al-h}aqi>qiyyah dan 

‘urfiyyah harus memenuhi empat persyaratan, yakni mund}abit} (memiliki 

batasan yang jelas, dapat diartikan dengan jelas dan dapat diidentifikasi); 

mut}t}arid (berlaku untuk umum dan tidak berlaku secara temporer); tha>bit 

                                                           
61

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 83. 
62

Ibid., 84. 
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(adanya maqa>s}id secara pasti atau mendekati pasti); dan z}a>hir (makna yang 

diidentifikasi sebagai maqa>s}id jelas, tidak ambigu, sebagaimana maqa>s}id 

menjaga nasab dalam pensyariatan nikah).63 

Sementara itu, nilai/maqa>s}id yang hanya bersifat praduga saja (ma’a>ni> 

al-wahmiyyah) tidak lolos kriteria maqa>s{id yang dapat digunakan sebagai 

pijakan hukum, karena bersumber dari pengalaman imajinasi/tidak empiris, 

misalnya pehamahan bahwa mayat dapat menimbulkan ketakutan terhadap 

orang hidup. Kendati demikian, maqa>s}id berdasarkan ma’a>ni> al-wahmiyyah 

dapat dipakai dalam konteks pembersihan jiwa (tazkiyah al-nafs) dan 

semisalnya.64
  

4. Maqa>s}id  al-‘A<mmah 

Maqa>s{id ‘A<mmah menurut Ibnu ‘A<shu>r ialah: 

 في ملاحظتها تختص لا بحيث أومعظمها التشريع أحوال جميع في للشارع اللحوظة والحكم الدعاني ىي
 لا الاتي والدعاني العامة وغايتها الشريعة الأوصاف ىذا في فيدخل .الشريعة أحكام من خاص نوع
 أنواع سائر في ملحوظة ليسيت الحكم من معان أيضا ىذا في ويدخل ملاحظتها التشريع عن يخلو

 65.منها كثيرة أنواع ملحوظة في ولكنها الأحكام
Makna dan hikmah yang dikehendaki pembuat syariat dalam seluruh atau 

sebagian besar keadaan pembentukan hukum Islam, tidak terbatas pada jenis hukum 

Islam tertentu saja. Dengan demikian, termasuk pengertian ini, aws}a>f syariat, tujuan 

umum syariat, dan maksud-maksud yang tidak pernah diabaikan dalam pembentukan 

hukum syariat, demikian pula dengan sejumlah nilai dari tujuan yang tidak terlihat 

pada seluruh jenis yang dimaksud syariat tetapi pada jenis yang banyak dari hukum 

syariat. 

 

                                                           
63

Ibid., 85. 
64

Ibid., 87. 
65

Ibid., 82. 
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Kategori ini memiliki sepuluh fitur, yaitu fitrah; sama>h}ah} (toleransi); 

kemaslahatan; universalitas; kesetaraan; substansial hukum; menutup potensi 

(sadd al-dhari>’ah); kebebasan (al-h{urriyyah); stabilitas dan ketahanan sosial; 

dan supremasi hukum. Dengan demikian, seluruh istinba>t} hukum yang 

dihasilkan oleh mujtahid hendaknya menunjukkan tujuan, karakter, dan nilai-

nilai tersebut di mana produk ijtihad dimaksud tidak boleh melawan fitrah, 

moderat, dapat bersepadan dengan situasi dan lingkungan, mendatangkan 

maslahat yang signifikan, berlaku setara sepanjang fitrah menghendaki 

kesetaraan yang dimaksud, tidak mudah dimanipulasi, tidak menimbulkan 

kerugian yang lebih besar daripada maslahat yang dihasilkan, melindungi hak-

hak individual, dan berdampak positif bagi penguatan stabilitas ketahanan 

sosial. Berikut ini beberapa maqa>s{id al-‘A<mmah beserta penjabarannya. 

a. Fitrah  

Fitrah didefinisikan oleh Ibnu ‘A<shu>r dengan:  

أي  –مخلوق، ففطرة الإنسان ىي ما فطر الفطرة: الخلقة، أي النظام الذي أوجده الله في كل 
عليو الإنسان ظاىرا وباطنا، أي جسدا وعقلا، فمشى الإنسان برجليو فطرة الجسدية،  –خلق 

فمحاولة أن يتناول الأشياء برجليو خلاف الفطرة، واستنتاج الدسببات من أسبابها والنتائج من 
اه أنو فطرة عقلية: لأن الإسلام عقائد مقدماتها فطرة عقلية... فوصف الإسلام بأنو الفطرة معن

66.والتشريعات، وكلها أمور عقلية أوجارية على وفق ما يدركو العقل ويشهد بو
 

    

Fitrah (naluri), adalah bangunan yang telah Allah ciptakan untuk 

makhlukNya. Fitrah manusia berarti segala sesuatu yang sudah dikaruniakan 

kepada manusia baik jasmani maupun rohaninya. Maka, ketika seseorang berjalan 

menggunakan dua kakinya, dapat disebut sebagai fitrah jasmani/fisik, dan akan 

menyalahi fitrah bila mengambil sesuatu menggunakan kaki. Menyimpulkan 

                                                           
66

Ibid., 93-94. 
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adanya akibat berdasarkan adanya sebab merupakan fitrah akal, begitupun, 

menyimpulkan sesuatu berdasarkan premis tertentu.  Maka, mensifati Islam 

sebagai agam fitrah, dengan arti sebagai bentuk fitrah akal, berdasarkan fakta 

bahwa Islam akidah dan syariat yang kesemuanya sejalan dengan akal (logis). 

 

Fitrah sebagai bagian dari maqa>s}id al-‘a>mmah dirumuskan oleh 

Ibnu ‘A<shu>r melalui penafsirannya terhadap surat Ar-Ru>m ayat 30: 

 ﴾٧٣فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس جميعا...﴿
Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) 

fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.
67

 

 

Ibnu ‘A<shu>r menyatakan bahwa redaksi fitrah merupakan badal 

ishtima>l68 dari h}ani>fa>, yang memiliki dua versi i’ra>b. Pertama, h}ani>fa> 

sebagai h}a>l dari d}ami>r mustatir dalam redaksi aqim (yang merujuk pada 

Nabi SAW). Kedua, sebagai h}a>l dari kata al-di>n, sehingga berimplikasi pada 

makna majaz isti’a>rah69
 dengan menyerupakan agama dengan langkah yang 

lurus, bersih dari segala macam kesyirikan. Dengan demikian, maka redaksi 

h}ani>fa> (lurus) merupakan isti’a>rah tamthi>liyyah,70 dan tetapnya h}ani>fa 

sebagai h}a>l dari al-di>n merupakan isti’a>rah tas}ri>h}iyyah.71
 

                                                           
67

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya..., 407. 
68

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Juz 21, 89. Badal Ishtima>l adalah lafaz} pengganti yang 

berfungsi untuk menunjukkan makna lafaz} yang diikutinya (cangkupan). Dalam konteks tersebut, 

fitrah merupakan cangkupan yang dimiliki oleh h}ani>fa>, sekaligus mempertegas maksud dari 

h}ani>fa>. Lihat: Baha>’ al-Di>n ‘Abd Allah Ibnu ‘Aqi>l, Sharh} Ibnu ‘Aqi>l (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), 

138. 
69Isti’a>rah adalah salah satu bentuk majaz yang memiliki ta’alluq penyerupaan (tashbi>h). 

Misalnya, ketika seseorang mengatakan “seekor singa sedang berkhutbah di Mimbar”, dengan 

menyengaja menyamakan manusia dengan singa karena sifat pemberani dan lantang. Yang 

membedakannya dengan tashbi>h adalah tidak adanya rukun-rukun tashbi>h yang diungkapkan 

dalam kalimat. Lihat: ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad a-Akhd}ari>, al-Jauhar al-Maknu>n (Kediri: 

MHM Lirboyo, t.t.), 90.  
70

Isti’a>rah tamthi>liyyah adalah susunan kalimat yang memiliki makna diluar asalnya, karena 

munculnya faktor penyerupaan (tashbi>h) dan indikator yang memalingkan dari makna asal 

tersebut. Lihat: Ah}mad al-Ha>shimi>, Jawa>hir al-Bala>ghah fi> Ma’a>ni> wa al-Baya>n wa al-Badi>’ 
(Beirut: Mu’assasah al-Ma’a>rif, 1999), 358. 
71

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Juz 21, 89. 
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Makna ayat berdasarkan i’ra>b pertama adalah maka, hadapkanlah 

wajahmu pada agama Allah (Islam) dalam keadaan lurus, yakni dalam 

kedaan fitrah Allah yang berdasarkan fitrah itu, Ia menciptakan manusia. 

Sedangkan, bila mengacu pada i’ra>b kedua, maka diartikan dengan, 

hadapkanlah wajahmu pada agama Allah (Islam) yang lurus, yakni fitrah 

Allah, yang Ia ciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Ibnu ‘A<shu>r 

condong pada penafsiran kedua, karena menurutnya, lebih tegas dalam 

mengartikan Islam adalah agama yang sesuai fitrah. 

Fitrah merupakan maqa>s}id yang paling agung dan fundamental, 

yang menjadi pembeda paling kongkrit dari agama lain. Setiap maqa>s}id dan 

hukum harus mengacu padanya. Fitrah sebagai maqa>s}id al-‘a>mmah 

mengandung makna bahwa syariat Islam diberlakukan untuk menjaga 

manusia, agar tetap sesuai dengan fitrahnya. Selain itu, juga agar fitrah 

tersebut tetap lestari.72 

b. Toleransi (al-Sama>h}ah) 

Ibnu ‘A<shu>r memaknai sama>h}ah} sebagai langkah moderatif, artinya 

berada di tengah antara syariat yang ketat dan over toleran. Sama>h}ah} juga 

tidak boleh menimbulkan mud}a>rat dalam persoalan yang menurut 

pandangan umum tidak memiliki ruang untuk toleransi. Misalnya, hadis 

Nabi SAW: 
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‘A<shu>r, Maqa>s}id..., 79. 
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 رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
Allah merahmati laki-laki yang toleran saat ia berjualan, membeli, dan saat 

ia berperkara.
73

 

 

Selain dari hadis di atas, Ibnu ‘A<shu>r merumuskan sama>h}ah} 

sebagai maqa>s}id al-‘a>mmah melalui dalil-dalil sebagaimana berikut: 

Surat Al-Baqarah ayat 143, 

 ﴾٥٨٧وكذلك جعلناكم أمة وسطا...﴿
Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‚umat 

pertengahan.‛
74

 

 

Surat Al-H{ajj ayat 78, 

 ﴾٫٬وما جعل عليكم في الدين من حرج...﴿...
Dan Dia tidak menjadikan sekali-kali Ia jadikan kesukaran untukmu dalam 

agama.
75

 

Surat Al-Baqarah ayat 185, 

 ﴾٥٬٩يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر...﴿
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.
76

 
 

Dari berbagai dalil tersebut, Ibnu ‘A<shu>r mengemukakan bahwa 

sama>h}ah} mengandung makna moderat, mudah, dan toleran. Agama Islam 

merupakan agama yang toleran. Ia bertujuan menjadikan manusia sebagai 

insan yang berada di tengah sebagai moderasi antara ajaran yang 

bernafaskan liberal dan konservatif.77 

                                                           
73

Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’il al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Damaskus: Da>r Ibn al-

Kathi>r, 2002), 500. 
74

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 22. 
75

Ibid., 341. 
76

Ibid., 28. 
77

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 99-100. 
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c. Maslahat 

Maslahat diangkat Ibnu ‘A<shur> sebagai bagian dari maqa>s}id al-

‘a>mmah, dengan mengartikannya sebagai kata sifat yang mengandung 

makna perbuatan, yang menghasilkan kebajikan, selalu atau sering memberi 

kemanfaatan bagi seluruh atau sebagian orang. Terkait dengan intensitas 

maslahat dan mafsadat yang terkandung dalam suatu perbuatan, ibnu ‘A<shu>r 

membuat empat peringkat, yakni:78 

1) Perbuatan yang hanya mengandung manfaat atau mafsadat saja. Misalnya 

menghirup ogsigen untuk bernafas dan membakar rumah tanpa adanya 

tujuan. 

2) Perbuatan yang mengandung maslahat dan mafsadat sekaligus, akan 

tetapi terdapat dominasi di antara keduanya, sehingga segera dapat 

diidentifikasi arah kategorisasi perbuatan tersebut. 

3) Perbuatan yang memiliki manfaat dan mafsadat yang tidak dapat 

terpisahan. Akan tetapi, terdapat faktor yang dapat menggantikan posisi 

manfaat/mafsadah tersebut, sehingga menghasilkan dominasi antara 

keduanya. Misalnya, meminum khamr, yang menimbulkan manfaat 

berupa  dapat menghilangkan rasa takut. Sedangkan, dari sisi negatif, 

menimbulkan mafsadat berupa menyebabkan permusuhan dan merusak 

akal. Akan tetapi, kemudian muncul faktor lain yang mengantarkan pada 

                                                           
78

Ibid., 114-118. 
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dominasi mafsadat, yakni banyaknya alternatif untuk menghilangkan rasa 

takut. 

Hadirnya maslahat sebagai maqa>s}id al-‘a>mmah menunjukkan 

tujuan utama ajaran Islam yakni, untuk menjaga kebaikan dalam diri 

manusia. Ibnu ‘A<shu>r mengklasifikasikan maslahat dalam tiga sudut 

pandang. Yang pertama, dalam segi unrgensinya, yakni; d}aru>riyyat, 

h}ajjiya>t, dan tah}si>niyyat.79
 Kedua, dalam segi ketercangkupannya, yakni; 

kulliya>t, juz’iyya>t, dan khas}s}ah.80 Ketiga, berdasarkan akurasinya, yakni 

qat}’iyyah, z}anniyyah, dan wahmiyyah.81 

d. Universalitas Hukum Islam 

Sudah menjadi konsensus ulama bahwa Islam adalah agama yang 

universal, tidak lekang oleh tempat dan waktu. Universalitas syariat Islam 

berarti bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya bersifat 

menyeluruh, substansinya mengandung hikmah dan memiliki fisibilitas 

untuk dikembangkan ke berbagai bentuk hukum, dengan tetap berpengang 

pada satu maqs}ad/tujuan. Oleh karena itu, Dasar-dasar syariat Islam akan 

selalu berkembang, tanpa ada batasan.82 

Terdapat banyak ayat yang menunjukkan kesalehan Islam li> kulli 

zama>n wa maka>n, yang di antaranya dalam surat Saba‟ ayat 28: 
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Ibid., 134. 
80

Ibid., 148. 
81

Ibid., 149. 
82

Ibid., 162. 
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 ﴾٦٬﴿...وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونظيرا
Dan, Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua 

umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.
83

 

 

 

Dalam surat Al-A’ra>f ayat 158: 

 ﴾٥٩٬﴿ ... قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
Katakanlah (Muhammad) “Wahai manusia! sesungguhnya aku ini utusan 

Allah bagi kamu semua.”
84

 

 

Dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 

 كان النبي يبعث إلى قومو خاصة وبعثت إلى الناس عامةو 
Nabi-nabi sebelumku diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku 

diutus untuk manusia seluruhnya.
85

 

 

Dari ayat dan hadis tersebut Ibnu ‘A<shu>r menggagas universalitas 

hukum Islam sebagai bagian dari maqa>s}id al-‘a>mmah yang menjiwai 

seluruh syariat Islam. Maqa>s}id ini dapat pula dipahami dari cara Alquran 

dalam menyampaikan syariat. Alquran sebagai sumber primer ajaran Islam, 

secara umum hanya menyampaikan intisari dan prinsip dasar yang bersifat 

universal. Misalnya, perintah salat, zakat, haji, dan lain sebagainya, yang 

dijelaskan secara umum, tanpa menjelaskan teknis pelaksanaannya. Oleh 

karena keumuman konten Alquran ini, para ulama –baik mufassir ataupun 

mujtahid- diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan parsial dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan aktual.86
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Departemen Agama RI, Alquran dan..., 431. 
84

Ibid., 170. 
85

al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>..., 118. 
86

Indra, ‚Maqa>s}id al-Shari>’ah Menurut Muh}ammad T{a>hir bin ‘A<shu>r‛, (Tesis tidak diterbitkan, 

Konsentrasi Hukum Islam UIN Sumatera Utara, 2016), 92. 
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94 

 

Nilai dan prinsip dasar dalam Alquran yang berlaku secara 

universal di antaranya adalah prinsip kemudahan yang bersumber dari surat 

Al-Baqarah ayat 185: 

 ﴾٥٬٩﴿ ...ريد بكم العسريريد بكم اليسر ولاي...
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.
87

 
 

Prinsip larangan melakukan kerusakan dalam surat Al-Baqarah 

ayat 205: 

 ﴾٦٣٩والله لا يحب الفساد ﴿...
Dan Allah tidak menyukai kerusakan.

88
 

Prinsip keadilan dan objektivitas dalam surat Al-H{adi>d ayat 25: 

 ﴾٦٩وأنزلنا معهم الكتاب والديزان ليقوم الناس بالقسط ﴿...
Dan Kami turunkan bersama mereka (rusul) kitab dan timbangan (keadilan) 

agar manusia menegakkan kedilan.
89

 

 

Ibnu ‘A<shu>r melanjutkan bahwa universalitas hukum Islam ini 

tidak dapat diartikan dengan suatu tradisi masyarakat tertentu mengikat 

masyarakat lainnya, bahkan terhadap  anggota masyarakat itu sendiri, 

kecuali jika sudah menjadi kesepakatan bersama.  

Tradisi tersebut baru bisa mengikat masyarakat lain bila 

bertendensi pada dalil objektif yang menyatakan pemberlakuannya secara 

umum dan mengikat seluruh umat. Akan tetapi, bila syariat hanya sampai 

pada taraf menghalalkan, tradisi itu tidak dapat dipaksakan kepada orang 

                                                           
87

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 28. 
88

Ibid., 32. 
89
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lain. Karena hanya sebatas menghalalkan saja, maka manusia berhak untuk 

melakukan atau meninggalkan. 

Sebagai sebuah konsekuensi logis atas universalitas hukum Islam, 

maka seluruh adat dan tradisi adalah boleh-boleh saja, selama tidak 

berbenturan dengan prinsip Islam itu sendiri, serta tidak ada dalil yang 

menunjukkan larangan. 

Keumuman syariat Islam tidak perlu diperdebatkan. Hal ini karena 

hukum parsial memiliki ‘illat dan maqa>s}id yang logis, sehingga mudah 

diterima dan dikenali oleh masyarakat lintas generasi. Ini yang kemudian 

menjadikan Islam lebih fleksibel bila dihadapkan dengan beragamnya kultur 

dan budaya. Bahkan, dengan hadirnya ajaran Islam yang universal ini akan 

membuat kultur masyarakat tersebut semakin terarah dalam meneruskan 

peradabannya.90 

Ibnu ‘A<shu>r –dalam tafsirnya- menonjolkan maqa>s}id universalitas 

hukum Islam ini pada berbagai topik, di antaranya mengenai pensyariatan 

jilbab pada surat Al-Ah}za>b ayat 59: 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الدؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
 ﴾٭٩ا رحيما ﴿فلا يؤذين وكان الله غفور 

Wahai Nabi! katakanlah kepada Istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan 

istri-istri orang mukmin sekalian, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk 

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.
91
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‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 156-157. 
91

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 426. 
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Jilbab diartikan oleh Ibnu ‘A<shu>r dengan pakaian yang lebih kecil 

dari baju kurung, lebih besar dari kerudung dan mukena, yang dipakai 

sebagai penutup kepala, kemudian diulurkan hingga menutup leher, bahu, 

hingga punggung. Biasanya, jilbab digunakan ketika keluar rumah.92
 Tetapi, 

yang menjadi poin sebenarnya bukanlah penggunaan jilbab yang demikian, 

tetapi bagaimana model busana wanita dapat menjaga martabat dan 

menghindarkannya dari hal-hal negatif ketika keluar rumah. Itulah 

sebabnya, Ibnu ‘A<shu>r memberi catatan dalam tafsirnya bahwa penggunaan 

jilbab tidak hanya menggunakan satu mode, berbeda-beda sesuai situasi dan 

kondisi wanita di suatu daerah, yang mana dalam hal ini dikembalikan pada 

adat istiadat.93 

Interpretasi Ibnu ‘A<shu>r atas ayat jilbab ini menunjukkan bahwa 

jilbab dalam terminologi Arab hanya sebatas alternatif bagi perempuan 

untuk menjaga martabatnya. Di sisi lain, jilbab tersebut merupakan budaya 

dan tradisi wilayah jazirah arab, sehingga tidak dapat dipaksakan pada 

entitas masyarakat lain yang tidak memakai jilbab untuk menjaga 

kehormatan.  

e. Kesetaraan (al-Musa>wa>h) 

Maqa>s}id al-‘A<mmah yang digagas Ibnu ‘A<shu>r selanjutnya adalah 

maqa>s}id kesetaraan (al-musa>wah). Ia mensyaratkan kesetaraan bagi seluruh 

umat manusia berdasarkan fitrah, yang memang harus menjiwai seluruh 

aspek maqa>s}id. Menurut Ibnu ‘A<shu>r, kesetaraan yang sesuai fitrah adalah 
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‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., 107. 
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Ibid., 107. 
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pemberian hak dan kewajiban secara setara kepada seluruh manusia 

meskipun mereka berbeda, selama perbedaan tersebut tidak menghalangi 

terwujudnya kemaslahatan. Artinya, kesetaraan hak dan kewajiban berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.94 

Ibnu ‘A<shu>r menjelaskan empat faktor yang menyebabkan tidak 

berlakunya maqa>s}id kesetaraan, yakni:95 

1) Tabiat/jabalah adalah faktor yang berasal dari perbedaan qadrati>/natural. 

Misalnya perbedaan tanggung jawab suami dan istri, ketidaksetaraan 

lelaki dan perempuan dalam masalah kepemimpinan. Termasuk dalam 

kategori ini juga karakter yang muncul setelah adanya usaha, yang 

akhirnya mengakibatkan perbedaan hukum, misalnya, hasil pemikiran 

yang salah dari seorang mujtahid dan orang awam akan dinilai berbeda. 

2) Syariat, yang muncul untuk menguatkan faktor jabalah. Hal ini karena 

faktor jabalah dinilai kurang objektif untuk menghalangi kesataraan. 

Misalnya, ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal poligami 

dan poliandri, karena untuk melanggengkan kaidah h}ifz} al-nasab. Bila 

perempuan diperbolehkan poliandri, maka akan menimbulkan kerancuan 

nasab. 

3) Faktor sosial, yakni ketika suatu konstruk sosial memegang erat tradisi 

yang mengandung perbedaan peran antar individu, demi terciptanya 

kemaslahatan. Misalnya penyerahan kebijakan untuk membuat keputusan 
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‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 164. 
95

Ibid., 168-170. 
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yang menyangkut orang banyak kepada pakarnya, tidak pada orang 

awam.  

4) Faktor politik, yakni faktor yang berkaitan dengan pencapaian maslahat 

dalam ranah politik, yang mengharuskan pembedaan antar kelompok 

dalam penerapat suatu hukum. Misalnya, keistimewaan yang diberikan 

pada kaum Quraish untuk menjadi pemimpin. 

f. Menutup Potensi (Sadd al-Dhari>’ah) 

Sadd al-dhari>’ah sebagai maqa>s}id al-‘a>mmah menurut Ibnu ‘A<shu>r 

dapat dipahami dari pendekatan dalam pembinaan syariat dan perealisasian 

tujuannya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Ia juga 

mengharamkan potensi yang mengantarkan pada terjadinya sesuatu tersebut. 

Misalnya, pengahraman zina, atas dasar maqa>s}id h}ifz} al-nasab, 

meniscayakan pengharaman khalwat dan berbusana tidak senonoh di 

hadapan lawan jenis, karena dua hal tersebut berpotensi mengantarkan pada 

zina.96 

Pemberlakuan sadd al-dhari>’ah sebagai maqa>s}id al-‘a>mmah harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu penutupan potensi tidak menimbulkan 

mafsadat yang lebih besar dan tidak meninggalkan kemaslahatan umum 

yang signifikan. Pertimbangan mafsadat dan maslahat ini sebagai antisipasi 

terhadap terjadinya rigiditas hukum yang dihasilkan.97 

5. Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Kha>s}s}ah 

Maqa>s}id al-kha>s}s}ah didefinisikan oleh Ibnu ‘A<shu>r dengan, 
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Ibid., 201. 
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Ibid., 205. 
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 تصرفاتهم في العامة مصالحهم لحفظ أو النافعة، الناس مقاصد لتحقيق للشارع الدقصودة الكيفيات
 العامة مصالحهم تحصيل من لذم أسس ما بإبطال الخاصة مصالحهم في سعيهم يعود لا الخاصةكي

 أحكام تشريع في روعيت حكمة كل فيو ويدخل .شهوة وباطل ىوى استرلال عن أو غفلة عن إبطالا
 ودفع النكاح، عقد في والعائل الدنزل نظام وإقامة الرىن، في التوثق قصد مثل الناس، تصرفات

 98.الطلاق مشروعية في الضررالدستدامة
Tatacara yang menjadi maksud pembuat syariat untuk mewujudkan keinginan 

manusia yang bermanfaat atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat 

umum dalam aktivitas mereka yang bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk 

kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan pondasi untuk 

mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau 

dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam hal ini setiap 

tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariatan hukum yang mengatur tingkah-

laku manusia. Misalnya, pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad gadai, 

menegakkan tatanan rumah tangga dalam pernikahan, dan menghindarkan darurat 

yang berkepanjangan sebagai tujuan talak. 

 

Ibnu ‘A<shu>r membagi maqa>s}id al-kha>s}s}ah menjadi enam rumpun, 

yaitu: 

a. Maqa>s}id hukum keluarga: mengukuhkan ikatan pernikahan, mengukuhkan 

hubungan nasab, mempererat hubungan persemendean (mus}a>harah), dan 

menentukan tata cara pemutusan masing-masing hubungan. Di antara 

contoh hukum yang dihasilkan berdasarkan maqa>s}id hukum keluarga adalah 

haramnya poliandri, dengan bertendensi pada maqa>s{id mempererat ikatan 

nasab.99
  

b. Maqa>s}id al-shari>ah perniagaan: transparansi, perlindungan harta, 

berkekuatan hukum, dan berkeadilan.100 

                                                           
98

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 415. 
99

Ibid., 284. 
100

Indra, “Maqa >s}id al-Shari>’ah..., 140. 
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c. Maqa>s}id al-shari>’ah ketenagakerjaan: intensifikasi muamalat 

ketenagakerjaan, rukhs}ah bagi ghara>r yang sudah dihindari, tidak 

memberatkan penggarap, berlaku mengikat jika pekerjaan telah dimulai, 

pekerja atau penggarap dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan 

pembayaran imbalan, keleluasaan teknis penyelesaian pekerjaan, 

menghindari unsur-unsur perbudakan.101 

d. Maqa>s}id al-shari>’ah hukum tabarru’a>t (infaq/donasi): intensifikasi 

tabarru’a>t, suka rela mutabarri’, fleksibilitas, perlindungan terhadap hak-

hak pihak terkait.102 

e. Maqa>s}id al-shari>ah perhakiman: lembaga perhakiman sebagai perangkat 

yang mendukung upaya penegakan kebenaran dan membungkam kebatilan, 

penyerahan obyek sengketa kepada yang berhak dengan segera, kesaksian 

berdasarkan fakta, dan dokumentasi kesaksian.103 Dalam merumuskan 

maqa>s{id dokumentasi seluruh persaksian, Ibnu ‘A<shu>r bertendensi para 

surat Al-Baqarah ayat 282:104 

 ﴾٦٬٦إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ﴿يا أيها الذين آمنوا  
Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang-piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya!
105

 

 

Sementara itu, untuk mewujudkan kredibilitas seorang hakim, Ibnu 

‘A<shu>r mensyaratkan dua maqa>s}id yang harus dipenuhi. Yaitu, 

tanggungjawab menyerahkan hal yang disengketakan kepada yang berhak, 

                                                           
101

Ibid., 141. 
102

Ibid., 141. 
103

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 350-355. 
104

Ibid., 356. 
105

Departemen Agama RI, Alquran dan ..., 48. 
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dan menyegerakan proses hukum. Dari dua maqa>s}id tersebut, muncul 

berberapa kriteria seorang hakim, di antaranya; adil, cerdas, cermat, 

menguasai ilmu hukum dan yang yang bersangkutan dalam penuntasan 

perkara.106 

Pembahasan maqa>s}id al-kha>s}s}ah yang hanya berkutat pada persoalan 

muamalat nampakknya dilatarbelakangi oleh kesadaran Ibnu ‘A<shu>r terhadap 

dinamika muamalat yang terus berubah, sehingga perlu diadakan ijtihad lagi 

untuk mengubah hukum yang sudah tidak relevan. Melalui maqa>s}id inilah, ia 

mempermudah para mujtahid untuk merumuskan hukum yang mendekati valid 

dan moderat. 

                                                           
106

Ibnu ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 355. 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

102 

BAB IV 

INTERPRETASI AYAT-AYAT GENDER  

DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQA<S{IDI< IBNU ‘A<SHU<R 

 

 

A. Penafsiran Ibnu ‘A<shu>r terhadap Ayat-ayat Gender 

Terdapat berbagai fitur maqa>s}id al-shari>’ah yang diimplementasikan 

Ibnu ‘A<shu>r dalam tafsir ayat gender. Dari maqa>s}id al-‘a>mmah, teridentifikasi 

maqa>s}id universalitas hukum Islam (‘umu>m al-shari>ah al-Isla>m), menutup 

potensi (sadd al-dhari>’ah), dan maslahat. Sedangkan, dari maqa>s}id kha>s}s}ah, ia 

menerapkan maqa>s}id hukum keluarga. 

Budaya patriarki, hijab shar’i>, nushu>z, dan poligami adalah beberapa 

term yang dapat menjadi representasi dari penerapan maqa>s}id-maqa>s}id tersebut. 

Terkait persoalan hijab shar’i> tertera dalam surat Al-Ah}za>b ayat 59; term budaya 

patriarki dalam surat An-Nisa>’ ayat 1 dan 34; term nushu>z dalam surat An-Nisa>’ 

ayat 34; dan term poligami dalam surat An-Nisa>’ ayat 4. Berikut ini deskripsi 

penafsiran terhadap empat term tersebut. 

1. Hijab Shar’i> 

Sebelum dibahas lebih dalam tentang pandangan Ibnu ‘A<shu>r terhadap 

hijab, perlu ditegaskan kembali, dalam buku Maqa>s{idnya Ibnu ‘A<shu>r telah 

menjelaskan bahwa hukum Islam tidak berorientasi pada bagaimana jenis 

pakaian, rumah, atau kendaraan orang yang seharusnya. Menurutnya, 

kebudayaan dan adat istiadat masyarakat tertentu tidak boleh dibebankan 
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kepada orang lain sebagai sebuah legislasi, bahkan tidak juga kepada individu 

dalam masyarakat yang memproduksi kebudayaan dan adat istiadat itu sendiri. 

Dengan paradigma seperti ini, dapat menghilangkan kebingungan yang 

dihadapi oleh para cendekiawan dalam memahami alasan mengapa hukum 

Islam melarang praktik-praktik tertentu, seperti halnya melarang wanita untuk 

menyambung rambut, meratakan gigi, atau mentato kulit. Menurutnya, 

pengertian yang benar adalah bahwa praktik-praktik ini yang disebutkan dalam 

hadis, dalam konteks Arab, dianggap sebagai tanda-tanda kekurangan pada 

kehormatan seorang wanita. Oleh sebab itu, larangan praktik-praktik ini pada 

dasarnya dimaksudkan pada motivasi buruk tertentu. sama halnya dengan 

Firman Allah dalam surat Al-Ah}za>b ayat 59: 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الدؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
 ﴾٩٥يؤذين وكان الله غفورا رحيما ﴿

Wahai Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri 

orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” 

Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak 

diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1
 

 

Ayat tersebut adalah sebuah legislasi yang berlaku dengan 

mempertimbangkan tradisi Arab, dan oleh karena itu, tidak harus diterapkan 

kepad kaum wanita yang tidak menggunakan model pakaian demikian.
2

 

Pada dasarnya, perintah untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh dalam surat 

Al-Ah}za>b ayat 59 tersebut berdasarkan kaedah al-ta’a>wun ‘ala> iqa>mah al-

                                                           
1
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Quran, 1999), 426. 

2
Muhammad T{a>hir bi ‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah al-Isla>miyyah (Beirut: Da>r al-Kita>b Libanoni>, 

2011), 26. 
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mas}a>lih wa ima>tat al-mafa>sid3(dalam rangka membantu mewujudkan tegaknya 

kemaslahatan dan memusnahkan mafsadah), yang mana dalam hal ini adalah 

terciptanya rasa aman dan terhindar dari godaan lelaki hidung belang. Adapun 

jilbab dalam tradisi Arab adalah busana yang berfungsi sebagai perangkat yang 

dapat menunjukkan identitas perempuan merdeka, sehingga dapat dibedakan 

dari budak. Dengan dengan mengenakan jilbab, perempuan dapat terhindar dari 

cibiran dan godaan kaum munafik dan lelaki hidung belang. 

Perintah memakai jilbab saat keluar rumah secara mutlak adalah salah 

satu bentuk sadd al-dhari>’ah, yaitu penggalian hukum yang berorientasi pada 

penutupan potensi, yang diduga dapat membawa pada kerusakan,
4
 

sebagaimana penggunaan jilbab, yang menjadi adat bagi kaum muslimah Arab 

ketika mereka pergi di waktu siang hari. Untuk mengantisipasi terjadinya hal 

negatif, pemakaian jilbab tidak hanya diwajibkan ketika hendak keluar pada 

malam hari, tetapi setiap saat. 

Jilbab diartikan oleh Ibnu ‘A<shu>r dengan pakaian yang lebih kecil dari 

baju kurung, lebih besar dari kerudung dan mukena, yang dipakai sebagai 

penutup kepala, kemudian diulurkan hingga menutup leher, bahu, hingga 

punggung. Biasanya jilbab digunakan ketika keluar rumah.5
 Tetapi, yang 

menjadi poin sebenarnya bukanlah penggunaan jilbab yang demikian, tetapi 

bagaimana model busana wanita dapat menjaga martabat dan 

menghindarkannya dari hal-hal negatif ketika keluar rumah. Itulah sebabnya, 

                                                           
3
Muhammad T{a>hir bin ‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r (Tunisia: Da>r al-Tunisiyyah li al-Nashr, 

1984), Vol. 22, 106. 
4
Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1996), 148. 
5
‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 22, 107. 
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Ibnu ‘A<shu>r memberi catatan dalam tafsirnya bahwa penggunaan jilbab tidak 

hanya menggunakan satu mode, berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi wanita 

di suatu daerah, yang mana dalam hal ini dikembalikan pada adat istiadat.  

الناس تبينها العادات والدقصود ىو مادل عليو قولو وىيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال 
 6 تعالى )ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين(

Bentuk pemakaian jilbab berbeda-beda antara suatu entitas masyarakat dengan 

yang lainnya, sesuai dengan adat masing-masing. Nilai yang haeus menjadi pedoman 

dari ayat ini adalah rasa aman dari hal-hal negatif.  

       

Kompromi adat-istiadat dalam pemaknaan jilbab sebagai pelindung 

martabat wanita merupakan  manifestasi dari maqa>s{id universalitas hukum 

Islam, di mana tuntutan berbusana muslimah tidak menjadi hal yang baku dan 

mutlak dengan satu mode pakaian, tetapi beraneka ragam, sesuai dengan adat 

yang berlaku. Selain berpijak pada maqa>s}id universalitas hukum Islam, tata 

busana wanita juga harus sesuai dengan maqa>s}id sadd al-dhari>’ah, sebagai 

antisipasi terjadinya perlakuan tidak senonoh terhadap wanita itu sendiri. 

Sebagai konsekuensi logisnya, bila kehormatan hanya dapat terjaga hanya 

dengan memakai jilbab, maka hal itu harus dilakukan. 

Interpretasi Ibnu ‘A<shu>r terhadap ayat jilbab ini dapat diterapkan 

dengan baik pada berbagai macam suku dengan latar belakang tradisi yang 

beraneka ragam. Asal busana yang dikenakan perempuan mampu melindungi 

dirinya dari hal negatif, maka itu sudah cukup. Akan tetapi, bila hanya dengan 

jilbab ala Arab, dapat terlindungi, maka ia harus mengenakan model pakaian 

tersebut.  

                                                           
6Ibid., 107. 
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Melalui penafsiran yang ramah adat dan tradisi ini, Ibnu ‘A<shu>r 

terlihat menonjolkan maqa>s}id universalitas hukum Islam. Meskipun begitu, ia 

tidak ceroboh dengan mendasarkan semua pada adat, tetapi juga berpegang 

pada maqa>s}id jalb al-mas}a>lih} wa dar’u al-mafa>sid serta sadd al-dhari>’ah. 

2. Budaya Patriarki  

Pembahasan Ibnu ‘A<shu>r mengenai dominasi peran kaum laki-laki 

atas wanita ia tuangkan dalam tafsirannya terhadap surat An-Nisa>’ ayat 34: 

فالصالحات قانتات  أموالذم من أنففقوا وبما بعض على بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون الرجال
 واضربوىن فإن الدضاجع في واىجروىن فعظوىن نشوزىن تخافون والآتي الله حفظ بما للغيب حافظات
 ﴾٣٨ ﴿ كبيرا عليا كان الله إن سبيلا عليهن تبغوا فلا أطعنكم

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-

perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika 

(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan 

yang kamu khawatirkan akan nushu>z, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah 

mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan 

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, lagi Mahabesar.
7
 

 

Ayat ini adalah general point pembahasan mengenai hak laki-laki, 

perempuan, dan tatakeluarga, yang kemudian mengerucut ke berbagai cabang 

pebahasan.
8 Hukum yang terkandung di dalamnya termasuk ke dalam kategori 

syariat khusus, seperti nushu>z, yang merupakan bagian dari maqa>s}id hukum 

keluarga. 

Dalam mengidentifikasi cangkupan laki-laki dan perempuan, Ibnu 

‘A<shu>r menggunakan analisis bahasa. al-Rija>l dan al-Nisa>’ ditafsirkan dengan 

umumnya laki-laki dan umumnya perempuan, dan mengarahkannya pada al li 

                                                           
7
Departemen Agama RI, Alquran dan..., 84. 

8
‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 5, 37. 
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istighra>q al-‘urfi> atas dasar fakta yang ada.9
 Sehingga, ia memaknai bahwa 

umumnya, laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Dari analisis ini 

kemudian Ibnu ‘A<shu>r menyimpulkan bahwa keunggulan laki-laki atas 

perempuan berpotensi untuk dapat dikompromikan dengan adat (‘urf), 

sehingga mungkin saja suatu saat laki-laki dan perempuan memiliki peran yang 

setara. 

Selanjutnya, Ibnu ‘A<shu>r mengartikan al-qawwa>m dengan 

mengayomi, melindungi, dan mendamaikan hati perempuan. Laki-laki dan 

perempuan di sini diartikan secara umum, artinya tidak khusus untuk suami 

dan istri.10
 Sehingga, ayat ini bisa mencangkup selain dalam hal 

ketatakeluargaan. 

Ibnu ‘A<shu>r kemudian menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini 

adalah perkataan wanita-wanita Arab yang mengharapkan kesetaraan dengan 

laki-laki dalam warisan dan perang: 

 ليتنا استوينا مع الرجال في الديراث وشركناه في الغزو 
Seandainya kita mendapat bagian warisan sama dengan laki-laki dan ikut 

berperang bersamanya.  

 

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan di sini adalah sebatas 

penjagaan, pertahanan dan sumber finansial/nafkah. Hal ini merupakan 

kelebihan alamiah yang dimiliki oleh laki-laki untuk memenuhi kebutuhan 

perempuan dan menjaganya, baik secara fisik maupun kemampuan intelektual. 

Pandangan demikian ini telah terbukti sepanjang zaman, sehingga menjadi 

                                                           
9
Ibid., 38. 

10
Ibid. 
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h}ujjah burhani>11
 terkait kepemimpinan laki-laki atas perempuan, karena 

sesungguhnya kebutuhan perempuan kepada laki-laki dari sisi ini akan tetap 

ada, sekali pun ia lebih kuat atau lemah. 

Laki-laki adalah sumber pemenuh kebutuhan keluarganya. Tradisi ini 

sudah membudaya sejak awal sejarah manusia. Laki-laki berburu, beternak, 

hingga beralih ke perniagaan, persewaan, dan bisnis lainnya. Fakta inilah yang 

menjadi bukti, bahwa umumnya manusia -lebih-lebih bangsa Arab- teguh 

dengan budaya patriarki, hingga saat ini. Laki-laki cenderung lebih berwenang 

untuk menguasai ruang publik daripada wanita. Sementara itu, wanita karir 

yang melakukan pekerjaan laki-laki masih terbilang langka.12
 

Upaya Ibnu ‘A<shu>r dalam mendeskripsikan budaya patriarki yang 

masih lekat pada mayoritas masyarakat dunia saat ini adalah suatu kenyataan, 

sehingga tidak seyogyanya menyalahartikan tafsir ayat tersebut sebagai bentuk 

dari subordinasi terhadap kaum perempuan, serta memaksaartikan sebagai 

maskulinitas dan femininitas. Barometer sesungguhnya dalam permasalahan ini 

adalah adat istiadat dan mayoritas. Sehingga, yang dimaksudkan ayat di atas 

ialah, bahwa seharusnya laki-laki, pada umumnya menjadi pemimpin bagi 

perempuan karena keunggulan alamiah yang dimiliki berupa fisik yang 

memadai untuk bekerja berat. 

Di sisi lain, Ibnu ‘A<shu>r berorientasi pada konteks keluarga dalam 

menafsirkan ayat tersebut, meskipun pada awal pembahasan ia menyatakan 

                                                           
11

Burhani disebut sebagai pengetahuan yang definitif dan jelas, sehingga memerlukan 

keterlibatan intensif nalar di suatu sisi dan empiris di sisi yang lain. Dalam gagasan al-Jabiri, 

disebut dengan epistemologi Burhani. Lihat: Edi AH Iyubenu, Berhala-berhala Wacana, 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 41. 
12

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 5, 39. 
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bahwa al-rija>l dan al-nisa>’ pada ayat tersebut bermakna umum, tidak hanya 

kepada suami terhadap istri dan wanita yang menjadi tanggungjawabnya. Hal 

ini terbukti dengan pengerucutan pembahasan pada hal ihwal keluarga. Oleh 

karena itu, pandangan Ibnu ‘A<shu>r yang demikian ini tidak dapat dijustifikasi 

sebagai penolakan terhadap kepemimpinan wanita secara umum, terlebih 

setelah ia menegaskan bahwa adat harus dikompromikan dalam 

kontekstualisasi ayat ini.  

Meskipun dalam kitab tafsirnya, Ibnu ‘A<shu>r menyatakan bahwa 

ayat tersebut hanya berorientasi pada persoalan tatakeluarga atau lingkup 

domestik, harus segera ditegaskan bahwa dalam kitab Maqa>s}idnya, budaya 

patriarki juga mencangkup ranah publik, sehingga, ruang gerak perempuan di 

luar juga dibatasi. Hal ini disebabkan oleh laki-laki dan perempuan tidak 

memenuhi kriteria ditegakkannya maqa>s}id kesetaraan, karena telah dianulir 

oleh faktor jibillah (nature theory).13 

Klaim budaya patriarki sebagai budaya yang masih relevan dan aktual 

adalah hasil dari jerih payah Ibnu ‘A<shu>r dalam menampilkan al-Nisa>’ ayat 34 

sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Di samping itu juga, sebagai 

pembuktian universalitas hukum Islam yang terkandung di dalam ayat tersebut, 

karena dengan membumikan ayat sesuai dengan tradisi teraktual 

menjadikannya tetap dapat diterima dan dipahami sampai kapanpun. 

Pada permulaan penafsiran, Ibnu ‘A<shu>r terkesan berharap untuk 

menjunjung maqa>s}id kesetaraan, karena disinyalir telah mengkompromikan 

                                                           
13

‘A<shu>r, Maqa>s}id al-Shari>’ah..., 168. 
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‘urf dalam memaknai superioritas laki-laki atas perempuan. Akan tetapi, 

mengingat situasi sosial Tunisia (dan mayoritas Jazirah Arab) saat itu yang 

masih erat dengan budaya patriarki serta kredibilitas perempuan masih rendah, 

ia cenderung menampik maqa>s}id kesataraan gender, baik di ranah domestik 

maupun publik. Meski begitu, Ibnu ‘A<shu>r tidak melarang perempuan untuk 

berkarir atau berkiprah di luar rumah. Hanya saja, ia mengakui bahwa hal 

tersebut masih jarang terjadi. Demikianlah bagaimana Ibnu ‘A<shu>r berusaha 

konsisten terhadap maqa>s}id universalitas hukum Islam dan kemaslahatan. 

3. Nushu>z 

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa nushu>z adalah salah satu 

permasalahan maqa>s}id al-kha>s}s}ah, yang berhubungan dengan hukum keluarga. 

Nushu>z itu sendiri menurut mayoritas ulama Fiqh adalah pembangkangan istri 

kepada suaminya, merendahkannya, dan menyulut amarah suami yang tidak 

sesuai pengadatan.14
 Sebagaimana dalam surat An-Nisa>’ ayat 128, wa in 

imro’atun kha>fat min ba’liha> nushu>zan aw i’ro>d}an fala> juna>h}a ‘alaihima> an 

yus}lih}a> bainahuma> s}ulh}a>...(Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya 

akan nushu>z atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat melakukan 

perdamaian yang sebenarnya). Begitu pula, pada surat An-Nisa>’ ayat 34: 

 عليهن سبيلا تبغوا فلا أطعنكم فإن واضربوىن الدضاجع في واىجروىن فعظوىن نشوزىن تخافون والآتي
 ﴾ ٣٨﴿ كبيرا عليا كان الله إن

Perempuan yang kamu khawatirkan akan nushu>z, hendaklah kamu beri nasihat 

kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau 

perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

                                                           
14

Ibid., 41.  
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mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, lagi Maha 

Besar.
15

 

 

Bentuk nushu>z sangat banyak dan beragam. Terkadang, berbeda 

antara satu wanita dengan yang lain, sehingga, bentuk nushu>z dikembalikan 

pada kebiasaan. Selama mengandung unsur perlawanan terhadap pasangan, 

menimbulkan kesenjangan dan saling menjauh, maka masuk kategori nushu>z. 

Lalu, terkait cara untuk meredakan kemarahan istri (na>shiz), mayoritas ulama 

Fiqh memberikan tiga opsi peringatan yang harus dilakukan secara berurutan, 

yaitu pemberian nasihat/mau’iz}ah, pisah ranjang, dan memukul. Pemilihan opsi 

ini disesuaikan dengan tingkat pembangkangan yang dilakukan oleh istri. 

Ketentuan ini bertendensi pada sebagian atha>r yang memberikan lisensi kepada 

suami untuk memukul istrinya yang membangkang selama dalam batas 

kewajaran.16 

Berseberangan dengan legitimasi yang ditetapkan oleh mayoritas 

ulama Fiqh, Ibnu ‘A<shu>r tidak menyetujui bila ketentuan memukul istri yang 

nushu>z diperbolehkan secara mutlak. Menurutnya, atha>r dan khabar yang 

dipakai sebagai pijakan harus dikembalikan pada ‘urf/adat yang berbeda-beda 

antar strata sosial masyarakat, atau suku satu dengan yang lainnya. Misalnya, 

masyarakat tradisional Arab tidak menganggap pemukulan terhadap 

perempuan sebagai kekerasan, bahkan wanita suku tradisional Arab pun tidak 

menganggapnya sebagai kekerasan, maka memukul istri yang nushu>z boleh 

dilakukan.17 

                                                           
15

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 84. 
16

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r..., Vol. 5, 41. 
17

Ibid. 
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Legalitas memukul istri adalah semata karena pembangkangan dan 

kebencian istri kepada suaminya, bukan karena unsur kekerasan. Begitu pula, 

pemukulan ini hanya boleh dilakukan oleh suami, tidak dapat diwakilkan 

kepada siapapun. Dengan demikian, tindak pemukulan dapat diberlakukan 

kepada kaum manapun yang tidak menganggap pemukulan tersebut sebagai 

penyiksaan dan hal yang asing dalam hubungan kekeluargaan, dan selagi istri 

tidak peka terhadap kejengkelan suaminya kecuali dengan pukulan itu. 

Demikian ini pernyataan sementara Ibnu ‘A<shu>r dalam tafsirnya. Pada paragraf 

selanjutnya, ia akan menjelaskan lebih spesifik. 

Terkait dengan teknis peringatan suami terhadap istri yang nushu>z, 

Ibnu ‘A<shu>r sepaham dengan mayoritas Fuqaha>’, yakni sama-sama 

memberlakukan sistem tertib. Artinya, tindak peringatan yang dilakukan 

diurutkan sesuai penyebutannya dengan mempertimbangkan tingkat 

pembangkangan sang istri. Konsep tartiblah yang menjadi maksud dari 

penulisan ayat fa’iz}u>hunna, wa uhjuru>hunna, wa id}ribu>hunn. Dalam hal ini, 

Ibnu ‘A<shu>r bertendensi pada ungkapan Sa’i>d bin Jubair, yang menyatakan‚ 

“Nasihatilah istrimu, jika masih nushu>z maka pisah ranjang, bila tetap nushu>z 

maka pukullah dia‛, sehingga, dapat dimengerti bahwa wawu di situ berfaidah 

taqsi>m, dengan melihat macam-macam istri yang nushu>z.18
 

Ibnu ‘A<shu>r mengartikan takha>fu>na nushu>zahunna dengan 

kekhawatiran terhadap potensi buruk ketika nushu>z itu terjadi. Dapat dipahami 

bahwa nushu>z dapat terjadi besertaan unsur penyengajaan pembangkangan 

                                                           
18

Ibid., 42. 
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terhadap suami, tidak marah secara mutlak, karena marah adalah situasi yang 

wajar dalam rumah tangga. Sehingga, makna khauf dalam penggalan ayat 

tersebut dapat diartikan dengan kekhawatiran terhadap terjadinya seuatu yang 

membahayakan mahligai rumah tangga. Sementara itu, nasihat, pisah ranjang, 

serta pemukulan sebagai peringatan kepada istri disesuaikan dengan intensitas 

kekhawatiran atas nushu>z itu sendiri, kemiripannya dengan permusuhan, dan 

jeleknya niat. 

Ibnu ‘A<shu>r memberikan catatan bahwa diperbolehkannya pemukulan 

suami terhadap istrinya adalah untuk menjaga hubungan suami istri, sehingga 

pukulan yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk mendamaikan 

hubungan dan membangun keharmonisan rumah tangga. Jika suami melampaui 

batas, maka dia telah ceroboh dan melanggar tujuan syariat. Oleh karena itu, 

wa alla>ti> takha>fu>na nushu>zahunna diarahkan pada kekhawatiran atas resiko 

yang terjadi ketika istri nushu>z.19
 Sebenarnya, peringatan atau teguran dalam 

rangka perdamaian tersebut hanya dibebankan kepada suami, tetapi dapat pula 

dilakukan oleh pemerintah atas dasar pengaduan suami. 

Dapat disimpulkan secara singkat bahwa pisah ranjang dan memukul 

tidak boleh dilakukan bila masih dalam batas khawatir terhadap terjadinya 

nushu>z. Kemudian, di antara tiga tindakan tersebut, hanya nasehat yang tidak 

ada batasannya, sedangkan pisah ranjang disyaratkan tidak sampai membuat 

istri sedih dan muram durja. Sebagian ulama ada yang membatasinya dengan 

kurun waktu satu bulan. Untuk pemukulan, Ibnu ‘A<shu>r membahasnya cukup 
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Ibid., 43. 
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serius, karena sulit sekali membatasi pukulan dalam masalah ini. Kendati 

demikian, ia masih mememperbolehkan suami memukul isrtrinya dengan 

catatan harus ditentukan batasan pemukulan tersebut, karena bila dimutlakkan 

dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan laki-laki, akan membuka potensi 

melewati batas, mengingat sulitnya tidak melibatkan ego ketika memukul atau 

memukul hanya sekedar kesalahan yang dilakukan istri. Ketentuan ini 

berdasarkan prinsip maqa>s}id al-shari>’ah yakni tidak memberikan peluang bagi 

seorang pun untuk menghakimi orang lain kecuali karena darurat. Atas dasar 

itu pula, Ibnu ’A<shu>r memberikan alternatif kepada suami yang tidak mampu 

bijak dalam memperingatkan istri yang nushu>z dengan menyerahkan 

perkaranya kepada pemerintah.20 

Pendekatan maqa>s}id Ibnu ‘A<shu>r dalam persoalan nushu>z terlihat saat 

ia memilih untuk membatasi pemukulan terhadap istri agar tidak berpotensi 

menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui maqa>s}id sad}d} al-z}ari>’ah 

dan menjaga keharmonisan rumah tangga (h}ifz} a>s}irah al-nika>h}), ia berargumen 

bahwa bila tindak pemukulan tidak dibatasi, maka berpotensi besar akan terjadi 

kekerasan, karena sulit tidak melibatkan ego saat memukul istri.  

Di sisi lain, lagi-lagi Ibnu ‘A<shu>r memaknai pertimbangan adat dalam 

menjadikan ayat tersebut sebagai legitimasi ketentuan tindakan suami saat 

istrinya nushu>z. Ia secara khusus, menyatakan bahwa tindakan memukul istri 

yang nushu>z hanya dapat diterapkan dalam lingkup masyarakat Arab atau yang 

berbudaya patriarki. Sebagai konsekuensi logisnya, bila masyarakat lain tidak 
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Ibid., 44. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

115 

 

menjadikan tindak pemukulan sebagai salah satu langkah yang diambil untuk 

menjaga keharmonisan rumah tangga, maka hal tersebut tidak dapat 

dipaksakan, selama tidak ada dalil otoritatif yang mewajibkan legitimasi adat 

tersebut secara mutlak. 

4. Poligami 

Pandangan Ibnu ‘A<shu>r terkait poligami ia tuangkan dalam 

tafsirannya terhadap surat An-Nisa>’ ayat 3: 

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا 
 ﴾٨تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ﴿

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
21

 

 

Ayat ini memuat redaksi al-yata>ma>, sehingga mengindikasikan 

adanya muna>sabah dengan ayat sebelumnya. Akan tetapi, perintah untuk 

poligami sebagai jawaban dari kalimat syarat kekhawatiran atas perilaku tidak 

adil terhadap al-yata>ma> merupakan penafsiran yang sulit dipahami oleh ulama 

tradisional, karena hampir tidak terdeteksi korelasi antara syarat dan jawab. 

Ibnu ‘A<shu>r menegaskan bahwa ayat tersebut sangat padat makna serta 

mengandung sastra yang tinggi. Redaksi wa in khif tum an la> tuqsit}u> fi> al-

yata>ma> merupakan jumlah shart}iyyah, sedangkan kalimat yang menjadi 

jawabannya adalah fa ankih}u> ma>  t{a>ba lakum min al-nisa>’ mathna>. Sebagai 

implikasinya, redaksi al-yata>ma> merupakan bentuk jamak dari yati>mah (anak 

yatim perempuan). Sehingga dapat dipahami bahwa ketidakadilan terhadap 
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Departemen Agama RI, Alquran dan..., 77. 
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yatim perempuan memiliki korelasi yang kuat dengan perintah untuk 

berpoligami.  

Kemudian Ibnu ‘A<shu>r menjelaskan sebab turunnya ayat sebagai 

landasan perintah poligami tersebut.  

„Urwah bin Zubair bertanya kepada „Aisyah ra tentang ayat ini, lalu „Aisyah ra 

menjawab: “Wahai keponakanku, anak yatim perempuan ini berada dalam perwalian 

yang berkehendak untuk menikahinya dengan tanpa memberi maskawin secara adil 

dan tidak memberi hak-haknya sebagaimana istri yang lain. atas dasar itu, ia dilarang 

untuk menikahi perempuan yatim tersebut sampai ia mau menegakkan keadilan serta 

menyerahkan maskawin saat perempuan yatim itu sudah menginjak dewasa. Jika 

tidak, sang wali diperintahkan untuk menikah dengan wanita-wanita lain saja.
22

 

 

Ibnu ‘A<shu>r menampilkan argumen penguat untuk ayat di atas, yakni 

dalam surat An-Nisa>’ ayat 127: 

لنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآتي لا ويستفتونك في ا
 ﴾٧٢١تؤتونهن ما كتب لذن وترغبون أن تنكحوىن...﴿

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah 

memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam 

Alquran (juga menfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan 

sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi 

mereka...
23

 

 

Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW 

agar diberi fatwa setelah turunnya surat An-Nisa>’ ayat 3 di atas.  

Redaksi fi> yata>ma> al-nisa>’ al-la>ti> la> tu’tu>nahunna ma> kutiba lahunna 

wa targhabu>na an tankih}u>hunna memperkuat larangan untuk menikahi 

perempuan yatim karena harta dan kecantikan yang ia miliki, hingga bersedia 

untuk berbuat adil. 

Di samping itu, Ibnu ‘A<shu>r juga menampilkan riwayat lain sebagai 

sebab turunnya ayat, yakni hadis yang diriwayatkan oleh „Ikrimah. Saat itu, ada 

                                                           
22

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 4, 222. 
23

Departemen Agama RI, Alquran dan..., 98. 
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salah seorang dari suku Quraish memiliki sepuluh istri dan anak-anak yatim. 

Lalu, ketika uangnya habis, ia memakai harta milik anak yatim itu untuk 

menafkahi istri-istrinya. Kemudian ayat ini turun sebagai perintah untuk 

menikahi maksimal empat perempuan saja.24 

Larangan untuk memperistri lebih dari empat orang adalah bentuk 

sa>dd al-z}ari>’ah. Ketidaksanggupan untuk menafkahi istri berpotensi 

menimbulkan kezaliman terhadap harta anak yatim. Oleh sebab itu, agar  harta 

anak yatim terjaga, seorang laki-laki hanya boleh menikah maksimal dengan 

empat istri.25
  

Lebih lanjut, Ibnu ‘A<shu>r menegaskan bahwa ayat tersebut tidak 

mengindikasikan dianjurkannya poligami, akan tetapi untuk memberi solusi 

sebatas legalitas poligami saja. Hal ini karena konteks yang ada pada saat itu 

adalah munculnya rasa khawatir atas ketidakadilan terhadap anak yatim 

perempuan yang hendak dinikahi oleh walinya.26
  

Terdapat kualifikasi yang disyaratkan oleh Ibnu ‘A<shu>r untuk 

melegalkan poligami. Seorang suami yang hendak poligami harus memiliki 

kapabilitas untuk berlaku adil secara materi kepada setiap istrinya. Pembagian 

nafkah, waktu kebersamaan, dan jaminan keamanan harus dibagi dengan adil 

sebisa mungkin. Sedangkan, kecondongan hati tidak menjadi persyaratan. Ibnu 

‘A<shu>r menegaskan, bila keadilan tidak teralisasi, maka rumah tangga akan 

mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, ketika terdapat kekhawatiran untuk 

                                                           
24

A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol 4, 223. 
25

Ibid. 
26

Ibid., 224. 
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tidak dapat berlaku adil, maka laki-laki dapat memilih antara monogami atau 

menawan budak. 

Ibnu ‘A<shu>r merumuskan beberapa kemaslahat umum yang 

terkandung dalam ayat tersebut. Di antaranya adalah; sebagai perantara untuk 

mempekokoh umat dengan memperbanyak jumlahnya, memperingan beban 

wanita, karena jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, dan karena usia laki-

laki cenderung lebih singkat, berkurangnya  resiko hubungan diluar nikah, serta 

meminimalisir talak.
27

 Hal inilah yang kemudian turut melatarbelakangi Ibnu 

‘A<shu>r untuk pro terhadap poligami. 

Ketentuan batas maksimum 4 istri menurut Ibnu ‘A<shu>r tidak menjadi 

hitungan baku. Yang menjadi pertimbangan adalah perbandingan jumlah laki-

laki dengan perempuan serta jumlah rata-rata istri dalam praktik poligami di 

suatu daerah.  

ا إلى غاية مرضية، وأما الإنتهاء في التعدد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهو فلم يبلغو 
وأحسب أن حكمتو ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب الأحوال وباعتبار الدعدّل في 
التعدّد، فليس كل رجل يتزوج أربعا، فلنفرض الدعدّل يكشف عن امرئتين لكل رجل، يدلنا ذلك على 

ثر النساء في آخر الزمان أن النساء ضعف الرجال. وقد أشار إلى ىذا ما جاء في الصحيح: أنو يك
  28 حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.

 

Ibnu ‘A<shu>r menyimpulkan rata-rata praktik poligami –di 

lingkungannya- adalah 1: 2, karena jumlah perempuan duakalilipat dari jumlah 

laki-laki. Selain itu, ia juga menampilkan hadis s}ah}i>h} yang menyatakan bahwa 

                                                           
27

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 4, 226. 
28

Ibid., 227. 
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perempuan akan terus bertambah, mengungguli laki-laki hingga 1:5. Hadis ini 

ia jadikan sebagai dalil pendukung dari argumennya. 

Pendekatan maqa>s}idi> yang nampak dalam interpretasi ayat poligami 

dapat diidentifikasi dari elaborasi Ibnu ‘A<shu>r terhadap sebab-sebab turunnya 

ayat serta tradisi yang ada saat itu. Kendati pada akhirnya Ibnu ‘A<shu>r pro 

terhadap legalitas poligami, ia menyebutkan berbagai pertimbangan maqa>s}id 

yang dapat diraih saat poligami dilakukan. Mulai dari maslahat, menjaga nasab 

(sebagai salah satu poin dari maqa>s}id hukum keluarga), sad}d} al-z}ari>’ah 

(menutup potensi terjadinya ketidakalidan), serta universalitas hukum Islam. 

Dalam kaitannya dengan maqa>s}id maslahat, Ibnu ‘A<shu>r 

menyebutkan berbagai bentuknya yang dapat diraih bila poligami dilegalkan. 

Di antaranya adalah meminimalisir talak, meringankan beban janda, dan 

memperbanyak keturunan, dan sebagainya. Adapun maqa>s}id menjaga nasab 

(h}ifz} al-nasab) yang ada dalam ayat poligami ini dimaknai dengan menghindari 

hubungan diluar nikah. 

Letak universalitas ayat di atas dapat dicermati dari sikap Ibnu ‘A<shu>r 

yang cenderung menyerahkan batas maksimum poligami terhadap jumlah 

perbandingan antara laki-laki dan perempuan di daerah masing-masing. Ia 

tidak sepenuhnya memaknai hitungan empat sebagai sesuatu yang mutlak. Dan 

untuk membuktikan keuniversalan ayat poligami ini, Ibnu ‘A<shu>r melegalkan 

poligami di Tunisia, karena pada waktu itu, masyarakat Tunisia masih 

memegang erat sistem patriarki dan karena menyesuaikan dengan tradisi 
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setempat, meskipun ia harus menentang maklumat pemerintahan Tunisia kala 

itu.             

Dari sekian pendekatan maqa>s}idi> yang diterapkan oleh Ibnu ‘A<shu>r 

dalam menafsirkan ayat-ayat gender, maqa>s}id universalitas hukum Islam 

sangat mendominasi. Pembuktian keuniversalan ayat-ayat gender terealisasi 

melalui adaptasi dengan adat dan tradisi masyarakat yang beraneka ragam, 

dengan tetap menjaga maqa>s}id lainnya. 

Sementara itu, upaya rekonstruksi Ibnu ‘A<shu>r dalam penafsiran 

Alquran patut diapresiasi. Sebagai seorang mufassir dengan background 

keilmuan yang mumpuni, khususnya dibidang maqa>s{id, ia telah mampu 

melakukan tiga langkah yang dahulu sempat didengungkan al-Shat}ibi> untuk 

menafsirkan Alquran. Tiga langkah itu adalah kontekstualisasi, 

dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi.29 

Sebagai contoh, dalam merumuskan dan menyimpulkan jilbab sebagai 

produk budaya, ia pada mulanya mencermati konteks bangsa Arab saat itu, 

dengan tujuan untuk menarik maqa>s}id al-shari>’ah, yang di antaranya adalah 

universalitas hukum Islam dan sad}d} al-z}ari>’ah. Inilah yang dimaksud dengan 

kontekstualisasi/memahami konteks saat ayat itu turun. Setelah maqa>s}id dapat 

tercapai, ia melakukan dekontekstualisasi teks dari budaya Arab, fungsinya 

agar ayat tersebut dapat diaplikasikan pada luar wilayah Arab. Selanjutnya, ia 

merekontekstualisasi ayat tersebut dengan meletakkan maqa>s}id universalitas 

                                                           
29

Abdul Moqsith Ghazali, “Metode dan Kaidah Penafsiran Alquran”, dalam Pemikiran Islam 

Kontemporer di Indonesia, ed. Adnan Mahmud (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 143-144. 
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hukum Islam dan menjaga kehormatan perempuan pada adat/tradisi non Arab, 

dengan menyerahkan ketentuan mode busana wanita pada masyarat tersebut. 

Akan tetapi, terdapat beberapa titik penafsiran Ibnu ‘A<shu>r yang 

cenderung apologis. Di antaranya, ia tidak konsisten dalam mereaktualisasi 

budaya patriarki. Karena ia terpengaruh dengan konflik yang bergejolak antara 

masyarakat dan arus modernisasi Tunisia, ia menjelaskan tidak ada sedikitpun 

potensi berlakunya budaya matriarki bila dihadapkan dengan masyarakat yang 

berseberangan dengan tradisi Arab. Kendati demikian, sikap Ibnu ‘A<shu>r 

tersebut wajar-wajar saja, karena pertimbangan maslahat yang cukup besar 

dapat digunakan sebagai pijakan legalitas budaya patriarki secara mutlak. 

B. Posisi Penafsiran Ibnu ‘A<shu>r di Antara Penafsir Liberalis dan Konservatif 

Perdebatan seputar ayat-ayat gender yang tumpang tindih mengharuskan 

adanya penengah antara kubu pro dan kontra. Hadirnya penafsiran Ibnu ‘A<shu>r 

yang ramah adat, diharapkan mampu menjembatani dua pemikiran tersebut.  

Analisis ini akan difokuskan pada beberapa masalah gender dengan 

membandingkan pemikiran tokoh liberalis seperti Amina Wadud, Fatimah 

Mernissi, Nas}r H{ami>d Abu> Zaid dengan pemikir konservatif seperti ‘Ali> al-

Sha>buni> dan al-Mutawalli> al-Sha’rawi>. Kemudian, mengetengahkan pemikiran 

Ibnu ‘A<shu>r sebagai quasi madhhab tengahnya. 

1. Poligami 

Sebagai mufassir sekaligus pakar maqa>s}id al-shari>’ah yang hidup di 

Tunisia, Ibnu ‘A<shu>r menomorsatukan maslahat untuk masyarakat sekitar 

dalam istinba>t} hukum, termasuk di dalamnya adalah legalitas poligami. Dan 
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tentunya, maslahat yang dimaksud juga mempertimbangkan adat kebiasaan 

masyarakat Tunisia. 

Karakter penting hukum keluarga Islam di Tunisia sangat dipengaruhi 

oleh kekhasan keluarga Arab. Keluarga Arab tradisional adalah sebuah 

kesatuan sosial dan ekonomi, dalam pengertian bahwa seluruh anggota 

bekerjasama menjaga mata penceharian. Selain itu, keluarga juga menjadi 

institusi sosial yang dominan. Karakter lain keluarga Arab adalah masyarakat 

patriarkal, yang memposisikan wanita di bawah laki-laki yang pada akhirnya 

juga mempengaruhi semua hak-hak hukum wanita. Struktur hierarki juga 

menjadi karakter khas keluarga Arab. 

Saat modernisme Eropa telah merasuk ke Tunisia, pemerintah 

membuat banyak kebijakan yang berseberangan dengan kemaslahatan 

masyarakat. Di antanya adalah larangan poligami yang tertera dalam Majalla>t 

al-Ah}wa>l al-Shakhs}iyyah, atas sokongan Habib Bourguiba: 

السابق يعاقب  الزواج عصمة فكو وقبل الزوجية حالة في وىو تزوج من فكل ممنوع الزوجات تعدد
 العقوبتين بإحدى أو فرنك ألف وأربعون مائتان قدرىا وبخطية عام لددة بالسجن

Poligami dilarang. Setiap pria yang menikah lagi, padahal ia berstatus suami 

dari seorang istri dan belum bercerai dengannya, maka ia mendapatkan hukuman satu 

tahun penjara dan membayar denda sebesar 240.000 franc atau salah satu dari kedua 

sanksi ini.
30

 

Ibnu ‘A<shu>r menentang maklumat yang dicanangkan oleh 

pemerintahan tersebut, karena telah memangkas asas kemaslahat masyarakat 

Tunisia. Menurutnya, praktik poligami boleh dilakukan dengan catatan tetap 

menjunjung keadilan dalam rumah tangga. Suami yang hendak melakukan 

                                                           
30

Nani Haryati, “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad T {a>hir bin ‘Asyur (dalam Kitab 

al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r)‛, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies 

UIN Sunan Kalijaga, 2017), 32. 
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poligami tidak boleh ragu untuk dapat berlaku adil dalam hal nafkah, pakaian, 

interaksi, penjagaan, dan, membahagiakan istri.31
 

al-Mutawalli> al-Sha’rawi> sepakat dengan Ibnu ‘A<shu>r dalam 

poligami.  Ia juga melegalkan praktik poligami atas dasar kebutuhan. Artinya, 

jika keadaan menunjukkan kebutuhan untuk berpoligami, maka diperbolehkan. 

al-Sha’rawi> juga menyatakan bahwa suami tidak boleh sengaja untuk 

mencondongkan hatinya kepada salah satu istri. Ia juga kembali menegaskan, 

suami yang hendak poligami tidak boleh merasa khawatir akan berbuat zalim 

kepada istri-istrinya, kecuali perasaan naluriah yang benar-benar berdasar dari 

hati, tidak atas unsur kesengajaan.32
 al-Sha’rawi> juga mempertimbangkan 

jumlah laki-laki dan perempuan di setiap daerah, sebagai syarat legitimasi 

poligami. 

Selain a-Mutawalli> al-S{a’rawi>, mufassir kontemporer dari Suriah, ‘Ali>  

al-S{a>bu>ni>, juga sependapat dengan Ibnu ‘A<shu>r dalam persoalan legalitas 

poligami. Ia juga mensyaratkan suami agar selalu adil dalam memberi hak 

kepada istri-istrinya. Ia bahkan juga sependapat dengan Ibnu ‘A<shu>r terkait 

ketentuan batas poligami. Dalam tafsirnya ia menyatakan bahwa permasalahan 

poligami dapat diselesaikan dengan perbandingan jumlah laki-laki dan 

perempuan. Bila di satu daerah, laki-laki dan perempuan jumlahnya setara, 

                                                           
31

‘A<shu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r..., Vol. 4, 226. 
32

al-Mutawalli> al-Sha’rawi>, al-Mar’ah fi> al-Qur‘a>n (Mesir: Maktabah al-Sha’rawi> al-Isla>miyyah, 

t.t.), 45. 
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maka poligami tidak diperbolehkan. Akan tetapi, bila jumlah perempuan 

melebihi laki-laki, maka poligami dilegalkan.33 

Sementara itu, Amina Wadud Muhsin dengan tegas menolaknya. Ada 

tiga alasan yang membuatnya tidak setuju dengan praktik poligami.34
 Pertama, 

perempuan saat ini telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa 

membebani laki-laki, sehingga faktor kebutuhan finansial tidak dapat dijadikan 

sebagai alasan legalitas poligami. Kedua, kemandulan perempuan tidak relevan 

digunakan sebagai alasan untuk melegalkan praktik poligami, karena solusi 

yang paling tepat adalah mengadopsi anak-anak yatim muslim atau pun non-

muslim dari daerah yang sedang perang dan porak poranda. Ketiga, tidak ada 

tendensi bagi legalitas poligami baik di Alquran atau pun hadis, dan juga jelas-

jelas tidak Qur‘a>ni> karena membiarkan laki-laki seenaknya mengumbar nasfu.  

Penolakan Wadud terhadap praktik poligami dengan alasan demikian 

sebenarnya tidak seluruhnya benar, karena tidak semua negara yang 

melegalkan poligami lantas memojokkan peran perempuan, dan bahkan sedikit 

sekali daerah yang mesubordinasikan perempuan dibanding dengan yang 

melindunginya. Peran laki-laki sebagai pemenuh kebutuhan dan pelindung 

wanita sesungguhnya menunjukkan hubungan fungsional saja, bukan 

superioritasnya atas wanita. Wanita juga memiliki peran sendiri dalam 

keluarga, seperti melahirkan dan mendidik, yang juga membutuhkan kekuatan 

                                                           
33

Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni>, Rawa>’i’ al-Baya>n fi> Tafsi>r A<yat al-Ah}ka>m (Damaskus: Maktabah 

al-Ghaza>li>, 1980), Vol. 1, 430. 
34

Irsyadunnas, “Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadanmer”, 

Musa>wa, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2015), 137. 
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fisik dan kecerdasan. Hal ini sangat jauh dari subordinasi, karena masing-

masing memiliki peran. 

Di samping itu, poligami bukanlah ajang untuk mengumbar nafsu, 

tetapi justru sebagai solusi bagi daerah yang jumlah wanitanya sangat banyak 

dibanding laki-laki dan untuk meminimalisir praktik perselingkuhan. Hal ini 

pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan wanita di negara tersebut. 

Dari sisi keadilan yang dapat diraih, pandangan Ibnu ‘A<shu>r, al-

Mutawalli> al-Sha’rawi>, dan ‘Ali> al-Sha>bu>ni> sama-sama moderat, karena 

mereka tidak memperbolehkan poligami sebelum pihak laki-laki bertekad tidak 

akan menzalimi istri-istrinya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan baik fisik atau 

pun non-fisik juga harus sama, perlindungan dan bahkan, dalam hal kasih 

sayang. Mereka hanya memberi keringanan bagi kecondongan yang benar-

benar dari hati nurani, tidak ada unsur penyengajaan, dan meskipun begitu, 

tidak boleh menampakkan kecondongan tersebut kepada istri yang lain. 

Mereka juga sepakat untuk menyerahkan jumlah maksimal poligami pada 

perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, dan bahkan terhadap legalitas 

poligami itu sendiri. 

2. Hijab Shar’i> 

Berbeda dengan persoalan poligami, al-Sha’rawi>> bertolak belakang 

dengan Ibnu ‘A<shu>r dalam masalah perintah memakai hijab. Ia mewajibkan 

perempuan untuk mengenakan jilbab. Menurutnya, kewajiban memakai jilbab 

adalah sebagai bukti penghormatan Islam dan perhatiannya terhadap wanita, 

karena wanita akan mudah dilecehkan bila tidak memakai penutup kepada 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

126 

 

tersebut. Ia sama sekali tidak mempertimbangkan adat kebiasaan yang berbeda 

di tiap daerah, alih-alih menganggap kewajiban jilbab sebagai bentuk 

perlawanan atas hak asasi manusia.35  

Pendapat lebih ekstrem muncul dari ‘Ali> al-S{a>buni>. Ia mewajibkan 

perempuan untuk menutup seluruh badan ketika keluar rumah, sebagai satu-

satunya langkah preventif dari pelecehan perempuan di zaman modern ini. 

Kriminalitas, pelecehan, dan aksi kekerasan yang menjamur di masyarakat 

sekarang, menjadi faktor diwajibkannya perempuan menutup seluruh 

tubuhnya.36
 Perspektif demikian terasa wajar, mengingat ‘Ali> al-S{a>buni> 

memiliki paradigma tekstualis dan cenderung rigid, sebagaimana madhhab 

Sha>fi’i> yang dianutnya. 

Sementara itu, Wadud menganggap hijab bukanlah suatu kewajiban 

dalam agama, karena Alquran tidak mewajibkannya secara tegas. Meskipun 

begitu, ia masih memakai jilbab saat berada di ruang publik, dan melepasnya 

ketika dalam ruang privasi, untuk menjaga menjaga kesopanan. Akan tetapi, ia 

secara tegas mengutarakan ketidaksetujuannya dengan model jilbab yang 

menutup wajah dan kedua telapak tangan.37  

Penafsiran Ibnu ‘A<shu>r yang menyerahkan model berbusana pada 

adat, dengan syarat mampu menjaga perempuan dari pelecehan, dapat 

menjembatani pemikiran „Ali> al-Sha>buni> dan al-Sha’rawi> yang terlalu kaku, 

dengan Amina Wadud yang menolak mode hijab ala Arab.  

                                                           
35

Ibid., 101-107. 
36

al-S{a>bu>ni>, Rawa>’i’ al-Baya>n, Vol. 2, 157. 
37

Mutrofin, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan”, Teosofi, Vol. 

3 No. 1 (Juni, 2013), 263. 
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3. Budaya Patriarki  

Sebagai antitesis dari pandangan Ibnu ‘A<shu>r terhadap budaya 

patriarki, terdapat seorang tokoh kontekstualis kenamaan, yang bernama Nas}r 

H}ami>d Abu> Zaid. Ketidaksetujuannya tentang justifikasi redaksi qawwamu>na 

‘ala> al-Nisa> sebagai bentuk superioritas laki-laki atas perempuan, sangat 

berbenturan dengan Ibnu ‘A<shu>r. Ia menfilter maghza> kesetaraan dari ayat 

tersebut setelah menganalisis sebab turunnya ayat. Dan oleh karena itu, ia 

kontra terhadap budaya patriarki.38
  

Jika dicermati lebih lanjut, paradigma Abu> Zaid ini terasa apologis. 

Hal ini karena ia tidak secara utuh mengangkat maghza> kesetaraan dari ayat 

itu, karena tidak memberi pengecualian terhadap masyarakat yang menganut 

budaya patriarki. Berbeda dengan Ibnu ‘A<shu>r, yang telah mencantumkan 

beberapa faktor yang dapat menganulir prinsip kesetaraan. Misalnya, faktor 

jabalah/natural, bawaan, dan faktor syariat. 

Sementara itu, ‘Ali> al-Sha>bu>ni> sepakat dengan Ibnu ‘A<shu>r terkait 

keunggulan porsi tanggungjawab laki-laki dalam ranah keluarga dan publik, 

karena kecenderungannya terhadap budaya patriarki sangat kuat. Meskipun 

begitu, ia tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk dapat berkontribusi 

dalam persoalan domestik maupun publik. Hanya saja, ia mengklaim bahwa 

hal tersebut masih terbilang langka.39 

                                                           
38

Busriyanti, “Diskursus Gender dalam Pandangan Abu Zayd”, al-‘Ada>lah, Vol. 16 No. 1 (Mei, 

2013), 113. 
39

al-S{a>bu>ni>, Rawa>’i’ al-Baya>n, Vol. 1, 465. 
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Ibnu ‘A<shu>r mengklaim bahwa masyarakat pada masanya masih 

cenderung manganut budaya patriarki, sehingga ia menafsirkan surat An-Nisa>’ 

ayat 34 ini sebagai legitimasi budaya tersebut. Akan tetapi, agar maqa>s}id 

universalitas hukum Islam tetap lestari, ia mengkompromikan adat sebagai 

landasan untuk menentukan superioritas laki-laki atas perempuan, sehingga 

memberikan potensi keseimbangan peran laki-laki dan perempuan, meskipun 

pada akhirnya ia tetap tidak setuju dengan kesetaraan gender. 

4. Nushu>z 

Amina Wadud mengarahkan surat An-Nisa>’ ayat 34 sebagai bentuk 

disharmonis suami dan Istri. Dalam meredakan disharmonis tersebut ia hanya 

mengambil dua opsi saja, yaitu, menegur dan berpisah sejenak untuk 

menenangkan ego. Ia menolak pemukulan sebagai jalan terakhir untuk dapat 

mendamaikan keduanya. Hal ini karena pemukulan adalah tindak kekerasan 

dalam rumah tangga. Dalam persoalan ini, Fatimah Mernissi sepakat dengan 

Amina Wadud. Mernissi menganggap bahwa Nabi, tidak pernah memukul 

istrinya saat terjadi konflik, sehingga ayat 34 dianggap hanya berlaku bagi 

masyarakat lokal Arab saat itu.40 

Di samping itu, ‘Ali> al-S{a>bu>ni> sepakat dengan Ibnu ‘A<shu>r dalam 

legalitas memukul istri sebagai alternatif bila dengan dua langkah sebelumnya 

tidak efektif. Ia juga mensyaratkan pukulan tersebut tidak menyakitkan dan 

tidak memukul pada area wajah.41 Akan tetapi, ia tidak sependapat dengan Ibnu 

                                                           
40

Elya Munfarida, “Perempuan dalam Tafsir Fatimah Mernissi”, Maghza, Vol. 1 No. 2 (Juli-

Desember, 2016), 28-29. 
41

al-S{a>bu>ni>, Rawa>’i’ al-Baya>n, Vol. 1, 470-471. 
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‘A<shu>r, ketika Ibnu ‘A<shu>r mengkompromikan adat dalam legalitas memukul 

istri.  

Berseberangan dengan dua pemikiran yang kontradiktif tersebut, 

konsepsi nushu>z yang ditawarkan Ibnu ‘A<shu>r, menjaga betul maqs}ad sadd al-

dhari>’ah, maslahat dan ramah adat, sehingga tidak hanya akomodatif pada 

budaya patriarki saja, akan tetapi juga dapat mengakomodasi budaya lain.  

Terwujudnya tafsiran Ibnu ‘A<shu>r terhadap ayat gender sebagai tafsir 

yang ramah adat dan tradisi membuktikan keseriusannya dalam merealisasikan 

visi pembuatan tafsir ini, yaitu sebagai penengah antara tokoh liberalis dan 

konservatif.42 Dan dengan upayanya menjembatani dua pemikiran tersebut, maka 

tafsir ini masih sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat zaman 

sekarang. Tafsiran Ibnu ‘A<shu>r terhadap ayat-ayat gender yang ramah adat dan 

tradisi, menunjukkan konsistensinya dalam melestarikan maqa>s}id universalitas 

hukum Islam, meski dalam beberapa persoalan masih terasa berat sebelah. 

Sebaliknya, konstruksi tafsir feminis yang terbangun dengan cara 

mengkritisi tafsir-tafsir tradisional sebagai bentuk subordinasi perempuan, lalu 

mengambil ayat-ayat yang mengandung prinsip kesetaraan gender, dan 

mengkaunter ayat –yang seakan- memposisikan perempuan sebagai subordinat 

dengan hadis Nabi yang memiliki makna berlawanan, justru memunculkan produk 

tafsir yang berat sebelah. Selain itu, juga syarat akan politisasi teks demi 

mewujudkan kepentingan satu pihak.  

                                                           
42

Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r adalah the persistence of 

classicism, but at the same time, both an internalization of and response to modernity. Lihat: Nafi, 

‚T{a>hir bin ‘A<shu>r..., 1. 
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TITIK PERBEDAAN PENAFSIRAN IBNU ‘A<SHU<R  

DENGAN MUFASSIR LIBERALIS DAN KONSERVATIF 

TERM KONSERVATIF IBNU ‘A<SHU<>R LIBERALIS 

Hijab Shar’i> 

Wajib 

mengenakan 

jilbab ala Arab 

dan cadar. 

Mode jilbab 

disesuaikan dengan 

adat. 

Melarang 

pemakaian jilbab 

ala Arab. 

Poligami 

Legal bersyarat; 

adil, menjunjung 

kemaslahatan, 

kuantitas 

perempuan lebih 

banyak daripada 

laki-laki. 

Legal bersyarat; 

adil, menjunjung 

kemaslahatan, 

kuantitas 

perempuan lebih 

banyak daripada 

laki-laki. 

Cenderung 

melarang. 

Budaya Patriarkhi 

Sepakat dengan 

keunggulan peran 

laki-laki, tidak 

mengakui 

kesetaraan. 

Sepakat dengan 

keunggulan peran 

laki-laki, tidak 

memenuhi kriteria 

maqa>s}id kesetaraan 

(al-musa>wah), 

karena telah 

dianulir oleh faktor 

jibillah 

(naluriah/karakter) 

Cenderung 

menolak, menuntut 

kesetaraan. 

Nushu>z 

Legal memukul 

istri dengan syarat 

tidak 

mengakibatkan 

luka fisik. 

Legalitas memukul 

istri diserahkan 

pada adat dan 

tradisi. Legal 

memukul istri 

dengan syarat tidak 

mengakibatkan 

luka fisik.  

Cenderung 

menolak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Teori tafsir maqa>s}idi> Ibnu ‘A<shu>r merupakan elaborasi maqas}id shari>’ah al-

‘a>mmah dan maqa>s}id al-kha>s}s}ah yang diimplementasikan dalam ranah tafsir 

sebagai sebuah landasan penafsiran. Untuk dapat meraih maqa>s}id, dilakukan 

penelusuran terlebih dahulu melalui penelitian terhadap kinerja syariat, dalil 

nas}s} yang wa>d}ih} al-dila>lah, dan hadis mutawatir‘amali> atau maknawi>. 

2. Dari empat term gender yang telah dibahas, terdapat beberapa fitur maqa>s}id al-

‘a>mmah dan al-kha>s}s}ah yang mendominasi, yaitu maqa>s}id universalitas hukum 

Islam, menutup potensi, maslahat, dan maqa>s}id hukum keluarga. Akan tetapi, 

yang diterapkan pada seluruh term tersebut adalah maqa>s}id universalitas 

hukum Islam. Tafsiran terhadap ayat gender yang ramah adat dan tradisi 

menunjukkan keseriusan Ibnu ‘A<shu>r untuk melestarikan syariat Islam yang 

s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n. 

3. Terdapat tiga respons Ibnu ‘A<shu>r ketika dihadapkan dengan pemikir liberalis 

dan konservatif. Pertama, ia sepakat dengan pandangan konservatif (al-

Mutawalli> al-Sha’rawi> dan ‘Ali> al-S{a>bu>ni)> dan kontra dengan pandangan 

liberalis (Amina Wadud dan Nas}r H{ami>d Abu> Zaid) dalam persoalan poligami 

dan budaya patriarkhi. Kedua, kontra dengan tokoh liberalis (Amina Wadud) 

dan konservatif (al-Mutawalli> al-Sha’rawi> dan ‘Ali> al-S{a>bu>ni>) pada persoalan 

hijab. Ketiga, kontra dengan golongan liberalis (Amina Wadud dan Fatimah 
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Mernissi) dan tidak sepenuhnya sepakat dengan tokoh konservatif (‘Ali> al-

S{a>bu>ni>) dalam persoalan legalitas memukul istri saat nushu>z. 

B. Saran 

Mengingat objek pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas pada term 

budaya patriarkhi, poligami, nushu>z, dan jilbab, maka sangat disarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk mengkaunter term gender yang lain. Begitu pula, 

peneliti selanjutnya juga dihimbau untuk menelusuri tokoh liberalis dan 

konservatif dengan jangkauan lebih luas lagi. Di sisi lain, para pembaca 

diharapkan untuk menelurusi konsepsi tafsir maqa>s}idi> secara utuh dengan 

membaca literatur terkait, agar dapat memahimnya secara komprehensif. 
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